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SARI 

 

Lutvia Maharani. 2009.Pengambilalihan Kota Salatiga dari Kekuasan Belanda 
ke Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945-1950. Jurusan Sejarah Fakultas 
Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Perubahan Sosial, Konflik Sosial, Masa Revolusi Fisik, Perang 
Gerilya dan Kota Salatiga.  
 

Berbagai sarana militer menunjukkan identitas kota Salatiga sebagai kota 
militer, sehingga menarik untuk membahas tentang Agresi Militer Belanda di 
Salatiga. Permasalahan dalam karya ini ialah: (1) Bagaimana jalannya Agresi 
Militer Belanda Pertama di Salatiga; (2) Bagaimana pengaruh pendudukan 
Belanda terhadap kondisi Salatiga pada masa tahun 1947 hingga 1950; (3) 
Bagaimana proses pengambilalihan Kota Salatiga dari Belanda ke Pemerintah 
Republik Indonesia. Ruang lingkup penelitian mengambil Kota Salatiga sebagai 
aspek spasial dan tahun 1945 hingga 1950 sebagai aspek temporal. Metode yang 
digunakan adalah metode historis yang melalui empat tahap, yakni heuristik, 
kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap heuristik diperoleh dari koleksi di 
beberapa perpustakaan, khazanah arsip di lembaga arsip, hasil wawancara serta 
situs internet. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, studi 
pustaka, observasi dan wawancara. Tahap kritik dilakukan dengan menguji asli 
tidaknya dokumen dilihat dari wujudnya (kritik intern), kemudian dilakukan 
pengujian kredibilitas sumber dengan mengkroscekkan sumber itu dengan sumber 
lainnya atau fakta di lapangan. Untuk tahap interpretasi, penulis mencoba 
memberi makna dari masing-masing bukti yang telah dikritik. Langkah 
selanjutnya ialah historiografi.  

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Agresi Militer Belanda di Salatiga 
yang dilakukan dalam tiga tahap (pengintaian, penyerangan dan pendudukan) 
berjalan lancar, meski mendapat rintangan dari pejuang RI. Agresi ini disebabkan 
oleh faktor politis bahwa Indonesia dinilai membangkang perjanjian Linggajati, 
sehingga  mengganggu otoritas Belanda di Indonesia. Faktor ekonomi, disebabkan 
oleh kurangnya bahan pangan di wilayah pendudukan Belanda akibat blokade 
hasil pertanian RI, dan usaha Belanda untuk menguasai kembali perusahaan 
dengan nilai ekspor penting, yang di Salatiga berupa perkebunan. Pengaruh dari 
agresi ini secara politis yakni perubahan pemerintahan dan dihapusnya Kotapraja 
Salatiga; Secara sosial, terjadi eksodus warga Salatiga ke wilayah kekuasaan RI; 
Secara budaya, kian lancarnya persebaran kebudayaan Barat dan secara psikis 
rakyat tertekan karena rongrongan pihak Belanda dan tuntutan loyalitas dari pihak 
RI.  

Upaya pertahanan dan usaha pengambilalihan dilakukan dengan perang 
gerilya karena kalah dalam persenjataan. Kegiatan mata-mata, penyediaan bahan 
pangan dan dapur umum, tempat tinggal serta komunikasi dilakukan dengan 
bantuan rakyat. Konflik antara Belanda dan RI diselesaikan dengan mediasi oleh 
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PBB. Kontinuitas aksi gerilya RI yang banyak menguras keuangan Belanda 
adalah faktor intern mengapa Belanda mau melakukan gencatan senjata, 
sedangkan tekanan dunia internasional dan PBB merupakan faktor eksternal 
mengapa Belanda mau mengakui kedaulatan RI. Setelah kesepakatan gencatan 
senjata, lantas pemerintah membentuk Local Joint Commissie untuk menangani 
masalah pengambilalihan kekuasaan. Adanya penyerahan kekuasaan secara 
simbolik di Tengaran pada tanggal 25 Desember 1949 menandai berakhirnya 
pendudukan Belanda, dan pemerintah daerah Salatiga berkuasa kembali. 
Pemerintah berkesempatan membangun Salatiga meski mendapat banyak kendala 
pada awal kinerjanya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kota Salatiga, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini 

berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Salatiga terletak 40 km 

sebelah selatan Kota Semarang, dan berada di jalan negara yang 

menghubungan Semarang dan Surakarta. Salatiga terdiri atas 4 kecamatan, 

yakni Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo. Berada di lereng timur 

Gunung Merbabu, membuat kota ini berudara cukup sejuk 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Salatiga). 

Salatiga pernah menjadi kota peristirahatan bagi bangsa Eropa semasa 

pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pada masa VOC, Salatiga dipandang 

sangat strategis karena berada di jalur utama persimpangan Semarang, 

Surakarta dan Magelang. Salatiga menjadi tempat pemukiman orang-orang 

kulit putih karena letaknya dekat dengan perkebunan-perkebunan tempat 

bangsa Eropa itu bekerja. Kota Salatiga dibentuk pada masa kolonial  Belanda 

dengan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 25 Juni 1917 

No.1 (Staatsblad 1917 No.266). Kota ini resmi didirikan oleh pemerintah 

Belanda pada tanggal 1 Juli 1917, dengan nama Stadsgemeente Solotigo. 

Gemeente secara harfiah berarti ”komunitas”, tetapi dalam bahasa awam 

berarti ”kota praja” (Frederick, 1989:3). Burn (1983) dalam Utami (2000: 37) 

menyatakan bahwa sejalan dengan  perkembangan  kota pada awal abad  XX  
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kota kolonial merupakan percampuran bentuk-bentuk Barat (Eropa) dengan 

penduduk setempat, dan menampakkan cirinya sebagai dampak urbanisasi. 

Kota ini sifatnya sektoral yang secara tidak langsung dicipta oleh pemerintah 

kolonial, karena pemukiman kota cenderung terkotak-kotak dan terpisah 

antara  kelompok etnis satu dengan etnis lainnya, sehingga menimbulkan 

kerenggangan  hubungan  antar kelompok. Pemerintah Kolonial, dikatakan 

Frederick, untuk tidak mengatakan orang Belanda pada umumnya yang tidak 

menyangkut orang Indonesia sebagai rakyat perkotaan yang menetap lebih 

suka merasa orang-orang tersebut sebagai rakyat pedesaan dan membiarkan 

mereka, ketika menjelang awal abad kedua puluh diatur dengan cara seperti 

itu sekalipun jelas mereka tinggal di kawasan kota (1989:3). Kepentingan 

ekonomi merupakan  pertimbangan  utama  terbentuknya kota kolonial. 

Dengan demikian, dalam konteks ini kota dikatakan sebagai tempat 

berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi terkait dengan perdagangan dan 

aktivitas dagang sebagai basis utama perekonomian (Utami, 2000:37). 

Pembangunan Salatiga yang kian tumbuh menjadi kota kolonial terhenti 

ketika Jepang menguasai Indonesia, termasuk Salatiga. Fasilitas-fasilitas 

penting  dikuasai Jepang, salah satunya adalah sarana transportasi. Salah satu 

perusahaan transportasi di Salatiga, ESTO ( Eerste Salatigasche Transport 

Onderneming)  pernah dirampas Jepang. Sebelum perampasan itu dikatakan 

oleh Supangkat bahwa menjelang Jepang masuk ke Indonesia, sebagian bus 

ESTO beserta awaknya diambil tentara Belanda untuk menghadapi Jepang di 

beberapa front pertempuran (Supangkat 2007:52). 
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Sebagaimana diketahui, pada tanggal 14 Februari 1942 Jepang menyerang 

Hindia-Belanda. Tanggal 1 Maret dini hari, mereka mendarat di Jawa dan 

dalam waktu delapan hari, Letnan Jendral Ter Poorten, Panglima Tentara 

Hindia Belanda (KNIL), menyerah atas nama seluruh angkatan perang sekutu 

di Jawa. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan, dan 

Jepang makin disenangi karena segera mengizinkan dikibarkannya bendera 

nasional Indonesia merah-putih, dan dikumandangkannya lagu kebangsaan 

Indonesia Raya, dua hal penting yang dilarang oleh Belanda (Kahin 

1995:130).  

Sejarah perjuangan masyarakat Salatiga dalam perang kemerdekaan pada 

masa revolusi tak banyak diketahui oleh warganya sendiri. Sejarah Salatiga 

selalu dihubungkan dengan cerita rakyat tentang perjalanan Ki Ageng 

Pandanaran ke Bayat. Selain itu, nama Salatiga, dalam sejarah nasional hanya 

dikenal dalam Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang menghasilkan wilayah 

Mangkunegara dan berada di bawah kekuasaan Surakarta (Ricklefs, 1991:150-

151).   

Salatiga, meskipun memiliki monumen simbol perjuangan namun tak 

melambangkan perjuangan rakyatnya. Monumen Pancasila, yang 

diilustrasikan dengan kepahlawanan tiga putra Salatiga ini hanya menonjolkan 

figur kepahlawanan masing-masing personil, bukan keterlibatan rakyat 

setempat atau peristiwa perjuangan rakyat yang terjadi di Salatiga. Ketiga 

pahlawan ini gugur di kota-kota lain, bukan gugur dalam peristiwa lokal di 

Salatiga. Letkol S. Sudiarso gugur dalam penumpasan gerakan RMS 
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(Republik Maluku Selatan) di Ambon tahun 1950, Komodor Yos Sudarso 

gugur dalam upaya perebutan Irian Barat tahun 1962 sedangkan Komodor 

Udara Adisucipto gugur dalam peristiwa 29 Juli 1947 dalam rangkaian Agresi 

Militer Belanda I (Panitia Monumen Daerah Kotamadya Salatiga, 1974:14-

31).  

 Nama Salatiga, sebenarnya dikenal pula dalam peristiwa 29 Juli 1947 

yang diperingati sebagai Hari Bakti TNI-AU (Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Udara), namun peristiwa ini tak banyak dikaji dalam sejarah 

nasional sehingga kurang dikenal masyarakat. Tanggal tersebut setiap tahun 

diperingati sebagai hari bakti TNI-AU karena pada tanggal 29 Juli 1947, 

terjadi dua peristiwa bersejarah bagi mereka, yakni pengeboman markas 

Belanda di Kota Salatiga, Ambarawa dan Semarang oleh Angkatan Udara 

Republik Indonesia (AURI), serta peristiwa jatuhnya pesawat Dakota VT-

CLA yang diterbangkan Komodor Udara Adisucipto, ketika mengangkut obat-

obatan dari India, karena serangan balasan Belanda (http://www.tni.mil.id). 

 Salatiga, sebagai kota kolonial, sebenarnya menyimpan banyak peristiwa 

bersejarah. Gedung-gedung tinggalan Belanda kini hanya menjadi saksi bisu 

dari sejarah lokal kota berhawa sejuk tersebut. Gedung-gedung itu dari masa 

ke masa telah mengalami perubahan fungsi. Sangat disayangkan apabila 

warga dari Kota Salatiga sendiri tidak memahami sejarah lokal di daerah 

tempat tinggalnya. Kurangnya sosialisasi informasi sejarah lokal daerah, 

menyebabkan miskinnya pengetahuan warga akan nilai-nilai historis Salatiga.  
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Penulisan sejarah lokal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang identitas lokal yang terkikis dan termakan usia. Sejarah 

lokal merupakan kisah di kelampauan dari kelompok atau kelompok-

kelompok masyarakat yang berada pada tingkat geografis yang terbatas 

(Abdullah, 2005:15). Penulisan sejarah lokal dapat menjadi alat untuk 

memahami dinamika masyarakat setempat. Hasilnya dapat memenuhi 

keingintahuan manusia akan suatu hal yang menurutnya menarik (human 

interest) ketika seseorang menemukan informasi tentang hal-hal yang dekat 

dengan orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan Salatiga.  

Salah satu periodisasi dalam sejarah Indonesia adalah masa revolusi di 

mana rakyat memiliki peran penting dalam usaha mempertahankan 

kemerdekaan. Kondisi ekonomi Indonesia kian merosot setelah pada 20 Juli 

1947 Belanda melakukan aksi polisionil pertama. Pasukan-pasukan bergerak 

dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk 

Banten) dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. 

Gerakan-gerakan pasukan lebih mengamankan wilayah Semarang. Belanda, 

dengan demikian, menguasai semua pelabuhan perairan dalam di Jawa. Di 

Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak 

dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang, diamankan. Belanda hendak 

merebut Yogyakarta, ibukota Republik selama Revolusi (Poesponegoro dan 

Notosusanto, 1984:453). 

Agresi Militer Belanda ini membawa Republik pada situasi yang sulit. 

Sementara itu, dikatakan Kahin (1995:279) keadaan jadi memburuk untuk 
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Republik dan menguntungkan Belanda. Garis van Mook menyingkirkan 

Republik itu dari wilayah-wilayah pertanian paling subur di Jawa dan 

Sumatra. Di Jawa situasi amat gawat. Wilayah yang tetap dikuasai Republik 

merupakan wilayah yang kekurangan pangan dengan produksi beras perkapita 

62,6 kuintal dibanding dengan 85,9 kuintal di daerah-daerah yang direbut 

Belanda. Daerah yang tersisa untuk Republik ini didiami penduduk sejumlah 

23 juta orang yang kemudian ditambah dengan lebih dari 700.000 pengungsi 

dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda (Anderson, 2003:10). 

Pada tanggal 27 Mei 1947, perwakilan Pemerintah Belanda di Indonesia, 

Komisi Jendral, menyerahkan suatu ultimatum kepada Sjahrir yang oleh 

Pemerintah Republik ditafsirkan sebagai pilihan antara kapitulasi Belanda, 

atau perang mati-matian. Ultimatum ini mengharapkan kedaulatan Belanda 

secara de jure atas Indonesia hingga tanggal 1 Januari 1949. Sebelum tanggal 

tersebut, Indonesia akan diperintah oleh suatu pemerintah di mana wakil 

Mahkota Belanda akan mempunyai kekuasaan untuk penentuan akhir. Secara 

kategori, Belanda menolak mematuhi ketentuan Persetujuan Linggajati yang 

berubah-ubah itu, dan Van Mook menjelaskan bahwa dengan tidak menyetujui 

ultimatum itu dapat berarti perang (Kahin, 1995:260-261). 

Revolusi Kemerdekaan Indonesia demikian membentuk negeri ini hingga 

mencapai kapasitas kemerdekaan yang sepenuhnya, yaitu setelah Kabinet 

Hatta yang memerintah RIS berakhir pada 17 Agustus 1950, setelah pada 19 

Mei ditandatangani realisasi pembentukan Negara Kesatuan. Berbagai 

permasalahan yang menghinggapi negeri ini sejak awal berdiri pada 17 
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Agustus 1945 begitu pelik karena harus menghadapi serangkaian penentangan 

oleh Belanda, seperti disampaiakan di atas, sehingga bukan hanya di tingkat 

pusat permasalahan terjadi, namun juga di berbagai wilayah bekas jajahan 

Belanda bernama Hindia Belanda. 

Tinjauan kesejarahan terhadap suatu peristiwa dalam lingkup spasial kecil, 

yang merupakan bagian dari lingkup yang lebih besar, begitu menarik 

dilakukan. Ruang lingkup ini seperti dikatakan Abdullah (2005:10) 

memberikan padanya patokan-patokan dalam mengatasi daerah penjelajahan 

dan menentukan fokus perhatian. Maka penentuan ruang lingkup yang terbatas 

dari studi sejarah bukan saja lebih praktis dan lebih mempunyai kemungkinan 

untuk diteliti secara empirik, namun juga secara metodologis lebih bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Perhatian terhadap kajian dalam lingkup mikro telah dirintis oleh para 

antropologiwan sosial dan sosiologiwan pada tahun 1970-an, dan para 

sejarawan mulai pula memperhatikan apa yang dikenal sebagai ‘sejarah 

mikro’. Pendekatan mikro telah diangkat oleh Giovanni Levi, seorang 

sejarawan Italia, pada 1985, dalam studi tentang kota kecil Santena di 

Piedmont di akhir abad ke-17. Levi menganalisis persidangan atas pendeta 

paroki setempat, Giovanni Batista Chiesa yang dituduh melakukan upacara 

pengusiran roh dengan metode yang bukan ortodoks (Burke, 2003:55-57). 

Kajian menarik mengenai sejarah kota oleh William H. Frederick 

Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia 

(Surabaya 1926-1946), mengetengahkan permasalahan kota Surabaya dan 
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pembentukan masyarakatnya selama masa Hindia Belanda hingga memasuki 

Revolusi Kemerdekaan. Frederick mencoba menawarkan alternatif bahwa 

masa pendudukan Jepang hanyalah masa transisi dari periode penjajahan 

Belanda dengan masa kemerdekaan yang berlangsung lebih dari merupakan 

kesinambungan daripada keterputusan sejarah dan aspek penting dari 

pendekatannya adalah pengungkapan sejarah sosial yang sesungguhnya 

(Frederick, 1989:xii-xiv). Apabila Frederick mengangkat sejarah kota yang 

mengarah pada pengungkapan sejarah sosial yang sesungguhnya, maka Anton 

Lucas mengangkat Peristiwa Tiga Daerah sebagai bagian integral dari 

Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Lucas mengungkapkan peristiwa tersebut 

melalui sejarah lisan dan mencoba menghadirkan peristiwa lokal ke kancah 

nasional. 

Berangkat dari berbagai kajian mengenai sejarah semacam itu, maka 

cukup menarik untuk mengemukakan kajian yang bersifat mikro. Pendekatan, 

dikatan Sartono, merupakan masalah inti metodologi. Penggambaran 

mengenai peristiwa sangat tergantung pada pendekatan. Usaha penulisan 

kembali sejarah Indonesia didorong oleh keperluan untuk menjabarkan 

penulisan sejarah “dari dalam” dengan penulisan sejarah kesatuan-kesatuan 

sejarah di bawah tingkat nasional (Kartodirjo, 1992:4).   

Revolusi Kemerdekaan menggelora di segenap penjuru Indonesia, di mana 

di setiap daerah nasionalisme dan kebebasan direproduksi dari kancah 

nasional dan memiliki wujud yang khas. Representasi kedaulatan bernegara 

bukan hanya sekedar membentuk pemerintahan sendiri dan mengurus diri 
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sendiri, namun, lebih jauh lagi, menemukan hakikat dari kedaulatan itu 

sendiri, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Dinamika 

masyarakat di setiap wilayah, dengan demikian, bukanlah gerak sejarah 

otonom, namun, seperti dikatakan Abdullah, sebagai patokan dari sesuatu 

yang lebih hakiki itu (Abdullah, 2005:5). Berdasar pemikiran tersebut maka 

penulis mengambil tema revolusi di tingkat lokal dengan judul 

‘Pengambilalihan Kota Salatiga dari Kekuasaan Belanda ke Pemerintah 

republik Indonesia Tahun 1945-1950’.  

 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana jalannya Agresi Militer Belanda Pertama di Salatiga. 

2. Bagaimana pengaruh pendudukan Belanda terhadap kondisi Salatiga pada 

masa tahun 1947 hingga 1950.  

3. Bagaimana proses pengambilalihan Kota Salatiga dari Belanda ke 

Pemerintah Republik Indonesia . 

 

C. Ruang Lingkup 

Terdapat dua lingkup yang menjadi batasan bagi penulis dalam penelitian 

ini, yaitu ruang lingkup spasial dan temporal. Kedua ruang lingkup ini 

diperlukan agar penelitian tidak meluas sehingga dapat menyebabkan keluar 

atau meninggalkan permasalahan yang diangkat. 
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Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah Salatiga. Sejarah lokal berarti 

sejarah dari suatu tempat, suatu locality, yang batasannya ditentukan oleh 

‘perjanjian’ yang diajukan penulis sejarah, batasan geografisnya dapat suatu 

tepat tinggal suku bangsa, dan dapat pula suatu kota atau suatu desa 

(Abdullah, 2005:15). Kesatuan wilayah dalam sejarah lokal ditentukan oleh 

persamaan kultural, sehingga dalam meneliti Salatiga, penulis tidak terpaku 

pada kesatuan administratif Kota Salatiga seperti yang ada pada saat ini (tahun 

2009), melainkan berdasar pada kesatuan kultural yakni daerah-daerah 

perkebunan pada masa penjajahan Belanda seperti Bringin, Tuntang, Salatiga 

dan Tengaran, serta daerah-daerah di sekitarnya seperti Getasan, Susukan, 

Suruh di mana peranan mereka dalam sejarah lokal Salatiga tidak bias 

dilepaskan.  

Dalam mengambil batasan ini, penulis berdasar pada Beknopte 

encyclopedie van  Nederlandsch-Indie (1921) dalam 

http://www.salatiga.nl/geschiedenis, yang menyatakan bahwa pada tahun 

1903, Afdeling Kontrol Salatiga membawahi Distrik Salatiga dan Distrik 

Tengaran. Selain itu penulis berdasar pula pada Oosthoek’s Geillustreerde 

Encyclopaedie  (1932:109-110) yang menyebutkan bahwa pada tahun 1920, 

Afdeling Salatiga terdiri dari Salatiga, Bringin, Getasan dan Tuntang. 

Berdasar dua sumber tersebut maka fokus penelitian pada penulisan sejarah ini 

ialah Kota Salatiga, namun kesatuan wilayahnya juga termasuk Bringin, 

Tuntang, Getasan dan Tengaran. 
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Ruang lingkup temporalnya yang diambil ialah tahun 1945 hingga 1950. 

Tahun 1945 dijadikan patokan tahun karean di tahun ini terjadi tonggak 

sejarah besar dalam Revolusi Indonesia, yakni proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 17 Agustus 1945 yang melahirkan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang independen. Antara tahun 1945 hingga 1950 terjadi upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda yang termasuk dalam 

rangkaian peristiwa perang gerilya sehingga dapat dikatakan sebagai upaya 

pengambilalihan kekuasaan. Tahun 1950 dijadikan patokan akhir karena di 

tahun tersebut pemerintah daerah Salatiga membangn kembali Kotapraja 

Salatiga. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah:  

1. Mengetahui jalannya Agresi Militer Belanda Pertama di Salatiga. 

2. Mengetahui pengaruh pendudukan Belanda terhadap kondisi Salatiga pada 

masa tahun 1947 hingga 1950. 

3. Mengetahui proses pengambilalihan Kota Salatiga dari Belanda ke 

Pemerintah Republik Indonesia . 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

manfaat akademis atau teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat Akademis atau Teoritis 

Dari manfaat akademis atau teoritis ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi penelitian pada dunia pendidikan, khususnya Perguruan 

Tinggi. Setelah membaca skripsi ini diharapkan pembaca mengetahui dan 

memahami latar belakang Kota Salatiga sebagai kota kolonial Belanda dan 

memahami sejarah Kota Salatiga pada masa revolusi yang jatuh kembali 

ke tangan Belanda serta memahami proses pengambilalihan kota Salatiga 

oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah: 

a. Bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan 

mendalam guna membahas tema yang sama. 

b. Untuk menambah pengetahuan di kalangan mahasiswa jurusan Sejarah 

khususnya dan di Jurusan lain pada umumnya. 

c. Menjadi bahan literatur bagi Mahasiswa pada umumnya. 

d. Sebagai salah satu pembanding dalam berbagai revolusi Indonesia di 

tingkat lokal. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Pada halaman depan buku Salatiga: Sketsa kota Lama dikatakan bahwa 

“Ini bukan buku sejarah, tetapi lebih merupakan catatan kenangan tentang 

Kota Salatiga”, demikian kalimat yang tercantum dalam buku karya Edi 
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Supangkat. Buku ini bertujuan memberikan pengenalan dan wawasan 

mengenai kota Salatiga dari legenda hingga realita sejarah yang pernah 

memiliki citra dan identiitas sebagai de Schoonste Stad van Midden Java yang 

berarti kota terindah di Jawa Tengah. Aspek-aspek yang dianggap relevan 

dengan citra dan identitas Salatiga tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya yang didukung melalui foto-foto dokumentasi sebagai 

sumber primer. Hanya saja karya Supangkat ini ditulis dalam bahasa 

sederhana dengan penjelasan yang singkat pula. Buku ini juga kerap 

menyajikan dokumen foto tanpa tahun sehingga mengaburkan imajinasi 

pembaca. Aspek temporal yang diangkat terlalu panjang, yakni dari masa 

VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) hingga reformasi, namun tidak 

disertai diskripsi yang jelas.  

Buku karya George McTurnan Kahin berjudul Nasionalisme dan Revolusi 

di Indonesia merupakan referensi yang amat relevan dalam penelitian seputar 

masa revolusi. Buku ini memberikan pengetahuan tentang kondisi Indonesia 

pada masa awal kemerdekaan. Karya Kahin tidak hanya unggul sebagai karya 

ilmiah mengenai gerakan nasional yang terinci, komprehensif dan obyektif, 

tetapi juga merupakan kesaksian hidup dari sejarah revolusi Indonesia. Bab 

demi bab secara terinci membahas revolusi Indonesia sampai dengan 

kedaulatan yang diakui pada bulan Desember 1949 dan terbentuknya Negara 

Kesatuan pada 17 Agustus 1950. Dalam masa ini tentu saja yang paling 

penting adalah usaha untuk memperoleh pengakuan internasional bagi 

proklamasi kemerdekaan kita, baik melalui saluran diplomasi maupun melalui 



14 
 

 
 

perjuangan fisik dari masyarakat dan berbagai golongan bersenjata, antara lain 

yang kemudian menjadi TNI. Sayangnya, buku setebal 619 halamn ini hanya 

dilengkapi dengan 4 peta yang tidak mendetail. 

Buku karya M.C. Ricklefs berjudul Sejarah Indonesia modern mengulas 

tentang sejarah Indonesia dari masa Islam sampai masa reformasi. Buku ini 

memberikan informasi tentang jalannya revolusi di Indonesia secara 

kronologis. Berbagai macam langkah yang diambil oleh pihak Belanda dan 

Indonesia dalam masa revolusi tertuang di buku ini. Runtutan sejarah masa 

Revolusi dijabarkan dengan disertai kajian menyangkut peristiwa terkait. 

Ricklefs juga memberikan suatu pemahaman tentang motif-motif pendorong 

terjadinya Revolusi dan stimulus-stimulus tertentu dari satu peristiwa terhadap 

peristiwa lain, meski tidak seteliti Kahin, dalam melihat sudut-sudut kejadian. 

Penulis menggunakan karya-karya lain yang digunakan sebagai 

pembanding, di antaranya adalah karya William H. Frederick Pandangan dan 

Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-

1946). Frederick mengangkat Surabaya pada masa kolonial sebagai suatu 

model kota di Indonesia yang merupakan bagian dari kancah pembentukan 

revolusi kemerdekaan. Frederick dengan baik mengangkat masyarakat kota 

Surabaya sebagai bagian dari gejolak perkembangan masyarakat pasca 

kolonialisme. 

Karya lain yang dapat diajukan di sini adalah yang ditulis Wertheim 

Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial. Wertheim 

mengemukakan kajian sosial masyarakat Indonesia yang mengalami 
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perubahan yang dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda, sehingga membentuk 

pola masyarakat yang unik. Salah satu bahasan dari karyanya itu adalah yang 

menyangkut kota-kota di Indonesia, yang setelah masa kolonialisme 

mengalami perubahan, yang sebelumnya sebagai kota yang menjadi bagian 

integral dari kerajaan-keajaan besar dan demikian berkuasa, serta menjalin 

hubungan patronase, menjadi kota-kota yang independen, seiring dengan kian 

meredupnya kerajaan-kerajaan yang pada masa lalu membangun jaringan 

perdagangan kuat mulai dari pedalaman hingga pesisir pantai, bahkan di 

muara sungai. Kota-kota Indonesia, setelah masuknya penjajahan Barat, 

berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan dan banyak 

didiami oleh penghuni Barat dan dari wilayah lain di luar Indonesia, di mana 

penduduk pribumi merupakan bagianyang terpisah dari pola keseharian 

mereka, meskipun berada pada wilayah yang sama.  

Buku yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional 

Yogyakarta berjudul Sejarah dan Budaya sebagai Pendukung Pariwisata 

Kota Salatiga memberikan banyak informasi tentang Salatiga dari masa 

kolonial hingga revolusi. Buku diskriptif naratif ini cukup memenuhi 

kekurangan akan informasi historis mengenai Kota Salatiga. Kekurangan buku 

ini terletak pada tata tulisnya, ada ketidakcocokan antara catatan kaki dengan 

isinya, sehingga menyulitkan pembaca untuk menelusuri catatan kaki tersebut. 

Dilihat dari judulnya, isi buku ini kurang sesuai dengan aslinya, karena 

rangkaian alinea di dalamnya tidak mengaitkan sejarah dan potensi pariwisata 
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yang dimiliki Salatiga. Buku ini lebih banyak mengungkapkan sejarah 

Salatiga ketimbang informasi pariwisata Salatiga. 

Buku karya mantan Patih Semarang, Handjojo, merupakan buku sejarah 

yang ditulis oleh pelaku sejarah Salatiga langsung. Jabatan Handjojo sebagai 

Patih Semarang yang sempat menjadi Walikota Salatiga tahun 1950 membuat 

buku ini kaya akan fakta-fakta politis di Salatiga dari terbentuknya 

Stadsgemeente Salatiga hingga  Gerakan Merbabu Merapi Complex di 

Kabupatean Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Buku ini 

dijadikan acuan dalam pembuatan buku sejarah Korem 073 Makutarama yang 

berkedudukan di Salatiga. Sayangnya buku setebal 65 halaman ini tidak 

diterbitkan kembali oleh Sechan Pers sehingga tergolong buku langka,  bahkan 

di Perpustakaan Daerah Salatiga pun tidak ada. Konsep buku berjudul Riwayat 

Kota Salatiga 1942-1970 ini, disimpan di Perpustakaan Kodam VII 

Diponegoro Jawa Tengah. Buku ini menggunakan istilah-istilah yang diadopsi 

dari bahasa Belanda, namun tidak dijelaskan dalam bahasa Indonesia, 

sehingga membingungkan pembaca.  

Artikel karya Sartono Kartodirjo berjudul ’Kisah Dua Kota: Fragmen 

Sejarah Yang Teringat’ yang terkumpul dalam buku Denyut Nadi Revolusi 

Indonesia merupakan kesaksian Sartono Kartodirjo dalam revolusi di Salatiga. 

Dalam karyanya tersebut ia menyatakan bahwa organisasi Pesindo (Pemuda 

Sosialis Indonesia) sempat mengambilalih pemerintahan di Salatiga tahun 

1946. Karya ini merupakan sumber primer karna ditulis oleh orang yang 

mengalami imbas dari revolusi sosial di salatiga, yakni pengungsian ke daerah 



17 
 

 
 

yang dikuasai RI (Tengaran, Suruh dan Susukan). Hanya terdapat kesalahan 

dalam kronologi pengintaian pesawat Belanda dengan masuknya tentara 

Belanda. Ia mengingat peristiwa tersebut terjadi dalam satu hari, sedangkan 

sumber-sumber lain menyatakan dalam dua hari.  

 

G. Metode Penelitian 

Langkah dalam mengawali penelitian ialah melakukan pemilihan topik, 

yaitu seperti yang disampaikan Kuntowijoyo (1992:92) berdasarkan kedekatan 

emosional dan kedekatan intelektual. Topik yang dipilih penyusun 

menyangkut masalah revolusi di Salatiga, yakni agresi Belanda di kota 

tersebut. Pemilihan topik ini, lebih didasarkan pada perasaan human interest 

atau kedekatan emosional penulis terhadap Kota salatiga.  

Setelah itu, penelitian dimulai dengan tahap heuristik atau pengumpulan 

sumber-sumber. Menurut Renier, heuristik (Yunani, heuriskein: memperoleh) 

adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu (Renier, 1997: 113). 

Sumber-sumber pustaka penulis dapatkan di perpustakaan-perpustakaan. 

Dalam pengumpulan sumber pustaka, penulis mendapatkan beberapa literatur 

di Perpustakaan Jurusan Sejarah Unnes, Perpustakaan Pusat Unnes. Selain itu 

penulis datang ke Perpustakaan Daerah Salatiga di Jalan Diponegoro No.39 

Salatiga, dengan membawa surat ijin penelitian, hanya saja terdapat larangan 

untuk membuka buku-buku lawas (koleksi tahun 1880-an hingga 1950-an). 

Penulis juga sempat mengunjungi Perpustakaan TNI-AU di kompleks 

Museum Dirgantara Mandala Sleman Yogyakarta, Perpustakaan Monumen 
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Pers di Solo, Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran, 

Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah di Semarang, Perpustakaan Kodam VII 

Diponegoro dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.  

Sumber-sumber koran tahun 1945 hingga 1950 penulis dapatkan di 

beberapa tempat. Salah satunya di Perpustakaan Wilayah Propinsi Yogyakarta 

(Jogja’s Library) di kawasan Malioboro. Koleksi koran di perpustakaan ini 

terbatas hanya di tahun 1950-an hingga terbitan koran terbaru. Di Solo, 

penulis mengunjungi Museum Pers, lantas penulis mengambil sumber dari 

koran ‘Barisan Rakjat’ tahun 1945. Perpustakaan Suara Merdeka di daerah 

Kaligawe Semarang memiliki koleksi koran ‘Suara Merdeka’ dengan tahun 

tertua 1950-an, di sini penulis mendapatkan sumber-sumber primer tentang 

kondisi awal Kota Salatiga pasca penyerahan kedaulatan dari Belanda. Hanya 

saja koran koleksinya tidak dibolehkan untuk difotokopi karena kondisi kertas 

yang amat rapuh. Koleksi terlengkap terdapat di Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia Jalan Salemba Jakarta Pusat. Beberapa koran cetak 

disimpan di lantai 8 sedangkan koran yang sudah dimikrofilmkan disimpan di 

lantai 4. Penulis mendapatkan gambaran Salatiga pada masa Agresi Militer I 

tahun 1947 melalui koran Soeloeh Rakjat yang sudak dimikrofilmkan. 

Beberapa koleksi milik kliping koran milik Kantor Informasi dan Komunikasi 

Kota Salatiga juga relevan dengan penelitian penulis.  

Sumber-sumber arsip diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia 

(ANRI) di Jalan Ampera Jakarta Selatan. Khazanah arsip yang sesuai dengan 

tema penelitian penulis ialah koleksi arsip Republik. Kendala dalam 
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penelusuran arsip di ANRI adalah surat ijin akses arsip dari Departemen 

Pertahanan ketika penulis hendak mengakses arsip milik Kementrian 

Pertahanan RI masa revolusi karena sifatnya yang semi tertutup. Penulis 

mengatasi masalah tersebut dengan mencari entri arsip di koleksi lembaga 

pemerintahan lainnya karena beberapa arsip mempunyai turunan ke lembaga 

pemerintah yang lainnya.  Dalam hal ini, arsip milik Delegasi Indonesia, 

Kementrian Penerangan, Kementrian Sosial dan Perburuhan pada masa 

revolusi sangat membantu penulis dalam mendapatkan sumber primer.  

Selain memperoleh bahan tertulis, penulis melakukan wawancara. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber langsung dari para pelaku 

dan saksi sejarah atau dari seorang yang sezaman dengan peristiwa yang 

dikisahkan. Penulis melakukan wawancara melalui langkah-langkah sebagai 

berikut. Penulis membuat daftar pertanyaan mengenai berbagai permasalahan 

yang menyangkut agresi militer Belanda di Salatiga, kondisi Salatiga pada 

masa revolusi, keadaan di pengungsian danperistiwa-peristiwa yang terjadi di 

masa revolusi. Kemudian penulis mencari narasumber yang memiliki 

keterkaitan dengan permasalahan yang diketengahkan. Dalam hal ini penulis 

memperoleh informasi tentang keberadaan narasumber di Legium Veteran 

Salatiga, Sekretariat Gedung Juang ’45, majalah lokal Salatiga ’Hatti 

Beriman’ dan keterangan dari mulut ke mulut. Setelah itu, dilakukan 

pengaturuan tempat dan waktu wawancara. Proses wawancara dapat 

dilaksanakan, setelah dilakukan kesepakatan antara penulis dan narasumber. 

Proses selanjutnya adalah pengolahan data atau hasil wawancara. 
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Penulis juga melakukan observasi, dalam upaya pengamatan di lapangan 

di mana lokasi penelitian itu berada. Observasi dilakukan dengan cara terjun 

langsung ke tempat yang memiliki kaitan dengan penelitian. Penulis, dalam 

hal ini, mencoba mengamati gedung-gedung tinggalan Belanda yang menjadi 

saksi dari agresi militer Belanda di Salatiga, seperti Hotel Kalitaman (sekarang 

Bank Jateng), Gedung Societeit Harmoni (sekarang Gedung Pembangunan 

Daerah), markas Belanda di Buk Suling dan tempat-tempat lain.  

Langkah selanjutnya yaitu kritik sumber atau verifikasi. Kritik sumber ini 

terdiri dari dua aspek yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Setelah menetapkan 

sebuah teks otentik dan menemukan apa yang sungguh-sungguh hendak 

dikatakan oleh pengarang, maka sejarawan harus menetapkan apa yang 

menjadi kesaksian saksi. Ia masih harus menetapkan apakah kesaksian itu 

kredibel, dan jika memang demikian, sejauh mana, itu merupakan masalah 

kritik intern (Renier, 1997:94). Kritik ekstern dilakukan oleh penulis untuk 

memastikan apakah sumber-sumber tertulis yang diperoleh merupakan 

dokumen atau sumber tertulis yang sahih berdasarkan bahan dari dokumen 

atau sumber tertulis tersebut, seperti dari segi kertas, tinta, dan bentuk 

tulisannya. Kritik ekstern dari sumber internet dilakukan dengan mengamati 

alamat situs lantas mengamati tujuan dari pembuatan situs tersebut, apakah 

situs itu membahas tentang masalah ilmiah atau hiburan. Kritik terhadap 

sumber tak tertulis dilakukan dengan mencari tahu apa peranan nara sumber 

dalam peristiwa yang dikaji penulis, serta identitas pribadinya seperti latar 

belakang pendidikan. 
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 Kritik intern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kredibelitas suatu 

teks. Kredibelitas ini berupa fakta-fakta yang terkandung di dalamnya. Fakta 

itu menurut menurut Gottschalk dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang 

dijabarkan secara langsung dan tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah 

dan dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-

hukum metode sejarah (Kuntowijoyo, 2003:96). Kritik intern dilakukan 

dengan mengkroscekkan bukti satu dengan yang lainnya, dalam hal ini penulis 

membandingkan keterangan dari para pelaku sejarah dengan arsip dan 

dokumen yang penulis temukan serta memilah antara keterangan yang bersifat 

obyektif dan subyektif.  

Bukti-bukti sejarah yang telah terkumpul dan telah diseleksi berdasarkan 

langkah-langkah di atas, belum dapat mengungangkap suatu kebenaran yang 

dicari. Hal itu disebabkan oleh saling lepasnya antara bukti yang satu dengan 

lainnya. Perlu dilakukan penelitian untuk memahami maksud dari masing-

masing bukti, kemudian sesudah itu dicocokkan dan dipadukan dalam suatu 

rangkaian yang saling hubung sehingga membawa satu kesatuan yang 

harmonis. Tahap inilah yang disebut dengan interpretasi. Interpretasi ini yang 

menjadi tahap penafsiran sumber-sumber sejarah agar menjadi suatu kisah 

yang baik. Interpretasi dilakukan penulis dengan bantuan ilmu sosial, misalnya 

dalam mendeskripsikan konflik antara pihak Belanda dan Republik di 

Salatiga, penulis menggunakan teori konflik fungsional. Hasil yang diperoleh 

adalah konflik anatara kedua belah pihak tersebut membawa hikmah berupa 



22 
 

 
 

kedaulatan yang diterima RI, dan dukungan rakyat yang kuat akan Republik 

Indonesia.  

Tahap akhir dalam riset sejarah adalah menyajikan hasilnya dalam bentuk 

tulisan. Tahapan ini disebut historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi 

dilakukan untuk menyajikan suatu cerita dalam jalinannya yang utuh dan 

sistematis. Penulisan dilakukan dengan bahasa yang komunikatif dan menarik 

agar pesan yang terkandung dalam tulisan mudah untuk diterima oleh 

pembaca. Penulisan sejarah dalam karya ini menggunakan kaidah selingkung 

Fakultas Ilmu sosial Unnes yang sistematis. Karya ini menggunakan bahasa 

yang sederhana sesuai kemampuan penulis. 

 

H. Landasan Teori 

a. Perubahan Sosial 

Menurut Soekanto (2001:337) perubahan sosial adalah segala 

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam 

suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 

dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada 

lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-

perubahan yang mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur 

masyarakat lainnya. 
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Soekanto (2001: 343-344) berpendapat bahwa pada dewasa ini proses-

proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu, 

antara lain: 

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau 

secara cepat. 

2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan 

diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial 

lainnya. 

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan 

disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses 

penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi 

yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang 

baru. 

4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau 

bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan 

timbal balik yang sangat kuat. 

Soekanto (2001:346-348) juga mengemukakan bahwa perubahan-

perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan 

menyangkut dasar-dasar atu sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat 

(yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan) lazimnya dinamakan ‘revolusi’. 

Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan yang cepat dan 

perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok 
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kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang 

terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Ukuran 

kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi sebenarnya bersifat 

relatif, karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. Suatu revolusi 

dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan (revolt, 

rebellion) yang kemudian menjelma menjadi revolusi. Secara sosiologis, 

agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat 

tertentu, antara lain: 

a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan dari 

dalam masyarakat, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan 

harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan 

perubahan keadaan tersebut. 

b. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap 

mampu memimpin masyarakat tersebut. 

c. Pemimpin mana dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat 

untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi 

menjadi program dan arah gerakan. 

d. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada 

masyarakat. Di samping itu diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak 

misalnya perumusan suatu ideologi tertentu. 

e. Harus ada ‘momentum’, yaitu saat di mana segala keadaan dan fakta 

sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan. Apabila 

momentum keliru maka revolusi dapat gagal. 
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b. Masa Revolusi fisik 

Menurut Ricklefs (1991:317-318) revolusi yang menjadikan 

tercapainya  kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral 

dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di 

dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri. Semua usaha yang tidak 

menentu untuk mencari identitas-identitas baru untuk persatuan dalam 

menghadapi kekuasaan asing dan untuk suatu tatanan sosial yang  lebih 

adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah 

Perang Dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan 

kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang 

berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Di awal Revolusi 

tidak satu pun pembagian dasar di antara bangsa Indonesia tersebut telah 

terpecahkan terkecuali sepanjang ada kesepakatan tentang kemerdekaan 

sebagai tujuan pertama bagi kaum revolusioner, segala sesuatunya tampak 

dimungkinkan kecuali kekalahan. Walaupun mencurigai, namun kekuatan-

kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi secara 

bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan. Baik pihak Belanda 

maupun pihak revolusioner Indonesia menganggap Revolusi Indonesia 

sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Bagi 

Belanda tujuannya adalah menghancurkan sebuah negara yang dipimpin 

oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang dan memulihkan suatu 

rezim kolonial yang menurut keyakinan mereka telah mereka bangun 

selama 350 tahun. Bagi para pemimpin Revolusi Indonesia, tujuannya 
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adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan 

kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya. 

Masing-masing merasa yakin bahwa takdir dan kebenaran berada di 

pihaknya.   

Miriam Budiarjo (1995) dalam Kahin (1995: xi) menyatakan bahwa 

dan suatu hal yang sangat mendukung merebaknya nasionalisme ialah 

dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang diajarkan di 

semua sekolah dari SD sampai dengan Universitas. Dengan demikian, 

pada tahun 1945 sebagian besar bangsa Indonesia merasa dirinya siap 

untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan menentang kembalinya 

Belanda. Perubahan ini sekaligus memberi peluang kepada masyarakat 

luas untuk berpartisipasi aktif untuk mempertahankan proklamasi 

kemerdekaan.  

Kahin (1995:170) menjelaskan bahwa revolusi dimulai dari peristiwa 

yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa Rengasdengklok. Sjahrir yang 

percaya bahwa Soekarno bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan 

dengan deklarasi kemerdekaan berisi kata-kata sangat anti Jepang yang 

telah disiapkan Sjahrir dan kawan-kawannya, segera mengorganisir 

kelompok-kelompok bawah tanah dan pelajar Jakarta untuk mengadakan 

demonstrasi umum dan kerusuhan-kerusuhan militer. Setelah persiapan-

persiapan mulai dilakukan, menjadi jelas bahwa Soekarno dan Hatta tidak 

bersedia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 15. Sjahrir tidak 

dapat menghubungi semua pemimpin organisasinya pada waktu yang tepat 
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untuk memberitahukan pembatalan ini. Revolusipun meletus secara 

terpisah di Cirebon pada tanggal 15 di bawah Dr. Sudarsono, tetapi 

berhasil dipadamkan oleh Jepang. Setelah berdebat lama, teks proklamasi 

ditentukan, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Soekarno 

membacakan proklamsi itu dihadapan suatu kelompok kecil di depan 

rumah pribadinya. Segera setelah itu, bersama pesan pribadi Hatta kepada 

sahabat-sahabat nasionalisnya, proklamasi itu disiarkan di seluruh radio 

Domei Indonesia dan jaringan telegraf oleh para pegawai Indonesia di 

balik pintu terkunci kantornya di Jakarta (Batavia). Revolusi Indonesia 

sudah dilancarkan, dan mendapat reaksi hebat di seluruh pelosok 

Nusantara, meskipun tidak segera diketahui di Jakarta. 

 

c. Konflik Sosial 

Menurut Zeitlin (1995:156-160) pada umumnya istilah konflik social 

mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar 

pribadi memalui dari konflik kelas sampai pada pertengahan dan 

peperangan internasional. Lewis Coser dalam bukunya berjudul “ The 

Fungtions of Sosial Conflict ”, mengemukakan bahwa tidak ada teori 

konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena tersebut. Oleh 

karenanya ia tidak ingin mengkonstruksi teori umum, tetapi ia ingin 

karyanya sebagai suatu usaha untuk menjelaskan konsep konflik sosial 

serta mengkonsolidasikan skema konsep itu sesuai dengan data yang 

berlangsung dalam konflik sosial tersebut. Coser mulai dengan 
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mendefinisikan konflik social sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan 

pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-

sumber pertentangandinetralisir atau dilangsungkan, atau dieliminir 

saingan-saingannya. Dengan definisi semacam ini hal-hal yang esensial 

tidak perlu dipertentangkan. Perhatian Coser berkaitan dengan fungsi dan 

bukan dengan disfungsinya konflik sosial. Dengan demikian kita dapat 

menyatakan bahwa konsekwensi konflik sosial tersebut akan mengarah 

pada peningkatan dan bukan kemerosotan, adaptasi atau penyesuaian baik 

dalam hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara 

keseluruhan. Coser menekankan pada sisi konflik yang positif yakni 

bagaimana konflik itu dapat member sumbangan pada ketahanan dan 

adaptasi dari kelompok, interaksi dan system social. Coser menyatakan 

bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional 

(buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak 

terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Ia menyatakan 

bahwa konflik sosial internal yang berhubungan dengan tujuan, nilai-nilai 

dan kepentingan tidak akan bertentangan dengan asumsi dasar di mana 

hubungan itu didasarkan pada kecenderungan fungsional yang positif bagi 

struktur sosial tersebut.   

 

d. Sosiologi Masyarakat Kota                                                                                   

Soekanto (2001:169-171) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota yang 
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tidak tertentu jumlah penduduknya. Orang kota sudah memandang 

penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan masyarakat 

sekitarnya. Ada beberapa ciri lagi yang menonjol pada masyarakat kota, 

yaitu:  

1. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan 

agama di desa. Ini disebabkan cara berfikir yang rasional, yang 

didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita 

masyarakat. Cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan 

kearah keduniawian (secular trend), dibandingkan dengan kehidupan 

warga desa yang cenderung kearah agama (religious trend). 

2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus 

bergantung pada orang lain. 

3. Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-

batas nyata. 

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih 

banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa, karena sistem 

pembagian kerja yang tegas tersebut di atas. 

5. Jalan fikiran nasional yang pada umumnya dianut masyarakat 

perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih 

didasarkan pada faktor pribadi.  

6.   Jalan kehidupan yang cepat di kota, mengakibatkan pentingnya faktor 

waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangan penting, untuk 

dapat mengejar  kebutuhan-kebutuhan seorang individu.  
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7.  Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, karena 

kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar. Hal ini sering 

menimbulkan pertentangan antara golongan tua dan golongan muda. 

 

e. Kota Kolonial 

Wertheim (1999:138) menyatakan bahwa sistem perusahaan bebas, 

yang dianut sebagai prinsip umum ekonomi sejak tahun 1870, mempunyai 

arti penting yang besar dalam bidang pembangunan perkotaan. Kota-kota 

yang berkembang di sepanjang jalan raya khususnya jalan-jalan raya yang 

menuju kota lain, perkembangannya menunjukkan corak yang tinggi 

dalam gaya rumahnya. Di kebanyakan kota di Indonesia, perumahan untuk 

orang Indonesia yang miskin sangat buruk. Demikianlah, kolonialisme 

tidak hanya terefleksi dalam segregasi serta perbedaan yang angat besar 

dalam karakter wilayah tinggal yang ditempati oleh berbagai kelompok 

penduduk perkotaan, tetapi juga dalam perjuangan mereka untuk 

memperoleh lingkup kehidupan antara lain terungkap dalam aspek 

eksternal kota-kota itu. Perselisihan masyarakat berlangsung ke arah 

disintegrasi yang lebih jauh lagi. Karena perencanaan kota belum mampu 

untuk menghilangkan kekacauan dari lingkungan perkotaan akibat adanya 

struktur seperti kasta dalam masyarakat kolonial, maka solidaritas 

kelompok tidak dapat mengakhiri disintegrasi dinamis baru ke dalam 

kehidupan sosial.   
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Utami dalam Paramita, Vol.15.No. 1  Juni 2005 mengemukakan bahwa 

pemerintah Kolonial berhasil memanfaatkan sumber daya dan 

mengeksploitasi daerah yang dianggapnya sangat menguntungkan bagi 

perkembangan dan stabilitas kekuasaaan kolonial di Indonesia. Dengan 

demikian kota dengan sendirinya berkembang dengan corak seperti yang 

dikehendaki oleh penguasa kolonial. Ekologi dan komunitas kota masa 

kolonial lebih memantulkan wajah kepentingan Eropa terutama pihak 

Kolonial Belanda. Pengelompokan tempat tinggal lebih didasarkan pada 

etnis, orang-orang Eropa bertempat tinggal di pusat kota. Orang-orang 

Cina dan Timur Asing lainnya tinggal di pusat-pusat perniagaan dan 

biasanya menyatu dengan tempat usaha mereka. Sebagian besar dari 

mereka berada di sepanjang ruas jalan utama atau di kampung-kampung 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial terpisah dengan kampung 

orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi golongan elite cenderung 

tinggal di sepanjang jalan raya bukan sentra ekonomi, dekat dengan 

kantor-kantor pemerintahan dari ibukota. Sementara itu rakyat kebanyakan 

tinggal di kampung-kampung.  

Kartodirjo (1999:73) mengatakan bahwa pola pemukiman kota 

menunjukkan jelas-jelas sifat pluralistis masyarakat Indonesia. Kompleks 

rumah tembok (loji) dengan halaman luas di pemukiman golongan Eropa 

dan elite pribumi, pecinan dengan bangunan yang padat dan rapat satu 

sama lain, kemudian kampung di mana terutama kaum pribumi tinggal, 
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yang biasanya merupakan konntras dengan daerah lainnya, baik kualitas 

bangunannya maupun sistem sanitasinya.  

Kuntowijoyo (1994:54) mengemukakan bahwa pada awal abad ke-20 

sebuah kota Indonesia yang ideal akan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang 

sekaligus menunjukkan sejarah kota itu. Pertama, sektor kota tradisional 

yang ditandai dengan pembagian spasial yang jelas berdasarkan status 

sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan kraton. Kedua, sektor 

pedagang asing, terutama pedagang Cina, yang mewarnai kehidupan kota 

dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya 

tersendiri. Ketiga, sektor kolonial dengan banteng dan barak, perkantoran, 

rumah-rumah, gedung societeit, rumah ibadah vrijmetselarij. Keempat, 

sektor kelas menengah pribumi yang kadang-kadang mengelompok dalam 

kampung-kampung tertentu. Kelima, sektor imigran yang menampung 

pendatang-pendatang baru di kota dan berasal dari pedesaan di sekitar.  

 

f. Perang Gerilya  

Perang gerilya adalah jenis perang non konvensional yang bersifat 

perlawanan wilayah. Sistem ini dilakukan dengan menggunakan unit 

relatif kecil, dengan tujuan melelahkan, mengacaukan, dan mengikis 

kekuatan musuh. Muara sistem ini adalah perimbangan daya tempur yang 

menguntungkan pihak gerilyawan. Sifat-sifat perang gerilya sering disebut 

sebagai suatu perjuangan dalam rangka merebut atau mempertahankan 

kemerdekaan, eksistensi, dan kedaulatan dari Negara atau bangsa. Dengan 
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sifat-sifat seperti itu, maka perlu persyaratan dalam menggelar perang 

gerilya, yaitu:  (1) Kuatnya dukungan rakyat; (2) Motivasi kuat serta 

patriotisme dan militansi dari tentara dan rakyat yang melakukan gerilya; 

(3) Dukungan intelijen; (4) Kesiapan medan, logistik, dan komunikasi. 

Sistem dan pola gerilya diimplementasikan dengan taktik dan strategi yang 

bersifat community based, sebab perang gerilya selalu menggunakan 

masyarakat sebagai basis sekaligus ,perlindungan, bagi pergerakannya, 

serta sebagai sumber rekruitmen dan pembinaan bagi pejuang atau 

gerilyawannya (www. unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=1551 

&coid=1&caid=53).  

Seluruh rakyat dimasukkan dalam usaha-usaha perjuangan. Rakyat 

desa diatur demikian sehingga mereka dengan aktif membangun 

perjuangan, antara lain mereka menjadi penunjuk jalan, pemberi makanan, 

pembawa surat-surat untuk tentara. Di desa-desa diadakan pula pasukan-

pasukan gerilya (disingkat Pager Desa), terdiri dari pemuda-pemuda untuk 

turut membantu menjamin keamanan dan menjalankan tugas-tugas taktis 

yang sangat terbatas (Simatupang, 1980:153).  

Semua organisasi pertahanan desa memilih sendiri pemimpin mereka. 

Mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan dari petani lokal. Dalam 

konteks ini peranan dari pemimpin desa dalam pengumpulan bahan-bahan 

material dan memobilisasi kekuatan massa amat penting. Selama Perang 

kemerdekaan, semua anggota desa berpartisipasi dalam unit-unit 

perlawanan gerilya. Petani yang menjual hasil panen mereka ke kota 



34 
 

 
 

sering memberikan informasi tentang konsentrasi militer Belanda ke Pager 

Desa atau kepada unit militer lainnya (Soejatno dan Bennedict Anderson, 

1973:103). 

 

I. Sistematika Penulisan 

Skripsi yang berjudul ” Pengambilalihan Kota Salatiga dari Kekuasaan 

Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945-1950 ” ini terdiri dari 

lima bab. Bab I ‘Pendahuluan’, meliputi: (A) Latar belakang; (B) 

Permasalahan; (C) Ruang lingkup penelitian; (D) Tujuan penelitian; (E) 

Manfaat penelitian; (F) Metode penelitian; (G) Tinjauan pustaka; (H) 

Landasan Teori, yang terdiri atas (a) Perubahan sosial, (b) Masa revolusi fisik, 

(c) Konflik sosial, (d) Sosiologi masyarakat kota, (e) Kota kolonial, dan (f) 

Perang gerilya (I)  Sistematika Penulisan. 

Bab II berjudul ‘Gambaran Umum Kota Salatiga’ yang dibahas di dalam 

bagian-bagian yang subjudul: (A) Tinjauan Geohistoris dan Demografis Kota 

Salatiga; (B) Keadaan Masyarakat Kota Salatiga, yang terdiri dari: (a) Kondisi 

sosial budaya,  (b) Kondisi sosial politik dan (c) Kondisi sosial ekonomi; (C) 

Arti penting Kota Salatiga; (D) Situasi Awal Kemerdekaan. 

Bab III berisi pembahasan mengenai ‘Agresi Militer Pertama dan 

pengaruhnya Terhadap Kondisi Masyarakat Salatiga tahun 1945-1947’. 

Peristiwa tersebut dijabarkan dalam sub-sub bab yang terdiri atas: (A) Krisis 

politik; (B) Agresi militer Belanda I; (C) Pengeboman Salatiga; (D) 

Pengungsian Warga Tionghoa; dan (E) Kondisi Masyarakat Salatiga Pasca 
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Agresi Militer Belanda, yang meliputi: (a) Pembentukan Recomba, (b) 

Rongrongan IVG bagi para ‘republiken’, (c) Blokade ekonomi, (d) 

Kesenjangan sosial.  

Bab IV berisi pembahasan mengenai ’Upaya Mengambilalih Kota Salatiga 

Dari Kekuasaan Belanda tahun 1947-1950’, yang terdiri dari sub-sub judul: 

(A) Perang Gerilya, dalam sub-sub (a) Kuatnya dukungan rakyat, (b) Motivasi 

tinggi dari tentara dan rakyat, (c) Kegiatan spionase, (d) Kesiapan medan, 

logistik dan komunikasi; (B) Agresi Militer Belanda II; (C) Berlakunya 

Pemerintahan Militer dan Akhir Pertempuran dan (D) Kota Salatiga Kembali 

ke Pangkuan Republik. 

Bab V Penutup.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA SALATIGA 

 

A. Kondisi Geohistoris dan Demografis 

Kehidupan masyarakat di suatu tempat tidak lepas dari pengaruh 

lingkungannya. Menurut Paul Vidal de la Blache (1845-1918) dalam 

Winataputra (2007: 3.7-3.9) mengatakan bahwa bumi menyediakan 

kesempatan-kesempatan bagi umat manusia yang memilikinya, dan 

bagaimana mengusahakannya dengan mengeksploitasi sumber dayanya. 

Manusia secara aktif merupakan agen dominan yang mampu memanipulasi 

dan memodifikasi habitatnya, meski manusia tidak dapat lepas dari 

lingkungan alam. Demikian eratnya hubungan manusia dengan alam, sehingga 

untuk mengetahui kondisi masyarakat di suatu daerah  diperlukan pengetahuan 

tentang kondisi alam di mana masyarakat tersebut tinggal. Aspek spasial yang 

dikaji dalam karya ini adalah Kota Salatiga, sehingga diperlukan pembahasan 

mengenai kondisi alam di kota tersebut. 

Kota Salatiga, merupakan kota kolonial di pedalaman Jawa Tengah yang 

berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Salatiga terletak 40 km 

sebelah selatan Kota Semarang, dan berada di jalan yang menghubungan 

Semarang dan Surakarta. Berada di antara dua kota besar, membuat posisi 

Salatiga menjadi daerah penting yang mempengaruhi kondisi di kedua kota 

tersebut.  
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Sejak masa Hindu-Budha, Salatiga telah menjadi daerah istimewa 

sebagaimana tertera dalam Prasasti Plumpungan. Prasasti berhuruf Jawa Kuno 

dengan bahasa Sanskerta ini ditetapkan sebagai dasar penentuan Hari Jadi 

Kota Salatiga, 24 Juli 750 M, yang telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah 

(Perda) nomor 15 tanggal 20 Juli 1995. Tanggal 24 Juli 750 M diambil dari 

candrasengkala yang tertulis di dalam sumber tersebut. Prasasti Plumpungan 

berisi ketetapan hukum tentang suatu tanah perdikan atau swatantra bagi Desa 

Hampra di wilayah Trigramyama yang diberikan Raja Bhanu untuk 

kesejahteraan rakyatnya. Wilayah perdikan, dikenal pula dengan sebutan 

swatantra dan tanah sima, adalah suatu daerah yang dibebaskan dari beban 

pajak oleh sang raja karena telah berjasa kepada kerajaan. Nama Salatiga 

diperkirakan merupakan perkembangan dari nama dewi yang disebutkan 

dalam Prasasti Plumpungan, yaitu Siddhadewi. Siddhadewi juga dikenal 

dengan nama Dewi Trisala. Nama Trisala kemudian dilestarikan di tempat 

dewi ini dipuja. Lokasi tersebut dinamakan Tri-Sala, yang berdasarkan kaidah 

hukum bahasa bisa berbalik menjadi Sala-tri, yang selanjutnya menjadi 

Salatiga (Atmojo dkk, 1995:60-61). 

Nama Salatiga disebutkan dalam berbagai sumber sejarah. Menurut 

Kadarsilo dalam http://salatiga.890m.com/blog/?p=57 nama Salatiga muncul 

dalam  (1) Peta perjalanan van Goen (1654) ke Mataram; (2) Catatan ketika 

Kapten Tack menumpas pembrontakan Surapati di Kartasura (1724); (3) 

Perjanjian Ponorogo (1743) yang menetapkan Salatiga menjadi wilayah 
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Belanda diambil dari Mataram; (4) Catatan perjalanan Hogendorf Maret 1742 

yang menginformasikan bahwa Salatiga terdiri dari desa-desa kecil, 

Kalicacing dan Krajan; (5) Peta Benteng De Hersteller yang didirikan 1746, 

lalu terbakar; (6) Salatiga menjadi kabupaten (1741-1895). Salatiga juga 

disebutkan dalam Babad Kraton, ketika terjadi pemberontakan Cina tahun 

1740-1743. Eksistensi benteng Salatiga dibuktikan dengan Perjanjian Salatiga 

Maret 1757 sebagai tempat perundingan Raden Mas Said dengan Pakubuwono 

III yang melahirkan Kerajaan Baru Mangkunegaran di Solo, dengan mediator 

Gubernur Hartingh (VOC).  

Nama Salatiga telah dihubungkan dengan cerita rakyat tentang perjalanan 

Ki Ageng Pandanaran ke Bayat (1575) yang diceritakan di Babad Demak. 

Dikisahkan bahwa Ki Ageng Pamdanaran bersama istrinya, di tengah 

perjalanan dihadang perampok. Berdasar cerita rakyat ini, nama Salatiga 

berasal dari kata salah tigo yang berarti salah tiga karena peristiwa 

perampokan itu disebabkan oleh kesalahan tiga orang, yaitu Ki Ageng 

Pandanaran, Nyi Ageng Pandanaran (istrinya) dan perampok. 

Secara geografis wilayah Salatiga terletak pada ketinggian antara 525 

hingga 675 meter di atas permukaan air laut, selain itu Salatiga mendapat 

pengaruh vulkanisme Merapi dan Merbabu. Kegiatan vulkan Gunung 

Merbabu pada masa lalu dan erupsi Gunung Merapi yang bersifat periodik itu 

mempengaruhi kesuburan tanah di sekitarnya. Morfologi pegunungan 

menyebabkan Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23º-24º C. 
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Di sebelah Selatan terdapat Gunung Merbabu yang kakinya langsung berpadu 

dengan pegunungan Telomoyo dan pegunungan Gajah Mungkur. Sebelah 

Utara terdapat Gunung Payung dan Gunung Rong. Adanya kombinasi lereng 

dan kaki gunung itu menyebabkan Salatiga terletak pada dataran yang 

nampaknya miring ke Barat. Tingkat kemiringannya berkisar 5º-10º, sehingga 

dapat dikatakan Salatiga merupakan dataran dari lereng gunung yang 

mengitarinya. Kondisi ini didukung curah hujan yang cukup, di mana curah 

hujan rata-rata bulanan pada tahun 1992 tercatat 117,93 mm dengan jumlah 

hari hujan sebanyak 145 hari (Atmojo dkk, 1995:13-17).  

Kondisi tanah di Salatiga subur, sehingga cocok untuk lahan pertanian dan 

perkebunan. Jenis tanah di Salatiga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

tanah latosal coklat dan tanah coklat tua. Tanah latosal coklat sangat baik 

untuk tanaman padi, palawija, sayur-sayuran serta buah-buahan dengan 

produktivitas sedang hingga tinggi, sedangkan tanah latosal coklat tua cocok 

untuk tanaman holtikultura seperti kopi, teh, padi dan pisang yang banyak 

dijumpai di bagian Utara Salatiga (Pemkot Dati II Salatiga, 1995:4). Bagian 

Utara ini misalnya daerah Tuntang dan Ngasinan.  

Konsentrasi air di Rawa Pening adalah salah satu faktor pendukung 

kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan biotik di Salatiga dan sekitarnya. 

Air dari Rawa Pening mengalir ke Sungai Tuntang, Sungai Gading dan Sungai 

Serang. Sungai-sungai tersebut sebelum menuju Pantai Utara Jawa melewati 

hutan sehingga pada musim penghujan membawa lumpur dan menghasilkan 
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bahan organis yang menyuburkan tanah pertanian di wilayah ini sehingga 

penduduk dapat menanam tanaman dengan baik (Hartatik, 2005:36).  

Salatiga merupakan daerah pegunungan vulkanis yang sebagian besar 

termasuk dalam lereng Merbabu yang terletak di bagian Selatan. Kesuburan 

Salatiga sebagai daerah perkebunan menarik minat Vereenigde Oost Indische 

Compagnie (VOC) mengembangkan kawasan ini sebagai salah satu pusat 

kegiatan penanaman kopi pada masa tanam paksa yang dimulai dari tahun 

1830. Menurut Supangkat (2007:5) pada tahun 1900 di wilayah afdelling 

(daerah) Salatiga terdapat 32 perkebunan swasta, dua puluh tahun kemudian 

meningkat menjadi 81 perkebunan swasta untuk tanaman kopi, karet, coklat, 

kapas, kina, rempah-rempah, tembakau, gandum dan sayuran. Menurut 

Beknopte encyclopedie van Nederlandsche-Indie (1921) dalam 

http://www.salatiga.nl/geschiedenis dikatakan bahwa di Salatiga terdapat 21 

perkebunan yang dikelola dalam 71 persil (bidang tanah) yang ditanami kopi, 

coklat, kina, karet dan rempah-rempah seperti cengkeh serta pala, dan 

dinyatakan bahwa dari 21 perkebunan, dua diantaranya digunakan untuk lahan 

pembibitan tebu. Bagian Barat Daya Salatiga cocok untuk ditanami sayur-

sayuran Eropa, pernah pula ditanami gandum. Jenis tanaman sayur-sayuran 

dan arbei dikembangkan di Getasan, di mana terdapat 2 perkebunan yang 

dijalankan atas 24 persil, kecuali itu, terdapat 1 perkebunan untuk pembibitan 

tanaman tebu (Soetomo, 1994:12).  
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Sebelum tahun 1895, Salatiga merupakan satu kabupaten tersendiri, 

terpisah dari Kabupaten Semarang. Pada tahun 1895 digabung dengan 

Kabupaten Semarang, berdasarkan Staatsblad No.35 tanggal 13 Februari 

1895. Menurut Beknopte encyclopedie van  Nederlandsch-Indie (1921) dalam 

http://www.salatiga.nl/geschiedenis, di akhir tahun 1901 Afdeling Salatiga 

dihapuskan. Selanjutnya, Salatiga sebagai afdeling kontrol digabungkan 

dengan Ambarawa, tetapi dua tahun kemudian kedudukan assistent resident 

dipindah ke Salatiga dan Ambarawa dijadikan afdeling kontrol di Salatiga. 

Afdeling Salatiga dibagi menjadi dua afdeling kontrol, yaitu Salatiga dan 

Ambarawa. Salatiga  membawahi Distrik Salatiga dan Distrik Tengaran. 

Ambarawa membawahi dua distrik yakni, Distrik Ambarawa dan Distrik 

Ungaran.  

Kesatuan administratif Salatiga kerap berubah, sehingga catatan jumlah 

penduduk menunjukkan angka-angka yang berlainan. Pada tahun 1915 

Afdeling Salatiga dengan luas 903 Km² berpenduduk sekitar 396.000 jiwa, 

yang terdiri dari 1500 orang Eropa dan sekitar 2000 orang Cina, Arab dan 

orang Timur Asing lainnya sedangkan penduduk pribumi berjumlah 392.500 

orang (Beknopte encyclopedie van  Nederlandsch-Indie (1921) dalam 

http://www.salatiga.nl/geschiedenis). Pada tahun 1920, Afdeling Salatiga 

terdiri dari Salatiga, Bringin, Getasan dan Tuntang. Afdeling tersebut 

berpenduduk 128.838 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan tiap-tiap daerah 

yakni, Salatiga 46.673 jiwa; Bringin 32.773 jiwa; Getasan 21.310 jiwa dan 
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Tuntang 28.082 jiwa. Apabila ditinjau dari struktur rasial, maka penduduk 

Salatiga terdiri dari 1306 orang Eropa, 1451 orang Cina, 19 orang Arab, 52 

orang Timur asing lain dan 126.010 pribumi. Kepadatan penduduk mencapai 

390 orang per Km² dari jumlah wilayah 330 Km² (Oosthoek’s Geillustreerde 

Encyclopaedie, 1932:109-110).  

Salatiga beralih status menjadi stadsgemeente (kotapraja) setelah 

dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 

25 Juni 1917 No.1 yang dimuat dalam Staatsblad 1917 No.266, maka mulai 1 

Juli 1917 didirikan Stadsgemeente Salatiga. Status Salatiga sebagai 

stadsgemeente meningkat menjadi gemeente (kota) pada tahun 1926. Adapun 

yang dapat ditunjuk sebagai daerah kota otonom ialah kota yang mempunyai 

sifat kebaratan, memiliki banyak penduduk Eropa, dan di sekitarnya harus ada 

onderneming (perkebunan) gula, kopi atau lainnya (Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 1978:128). Menurut Kadarsilo (2007) maksud dari 

pembentukan tersebut ialah sebagai tempat mukim para pemilik 36 

perkebunan besar dan 10 perkebunan kecil, yang sebagian besar wilayah 

perkebunan tersebut terletak di wilayah Kabupaten Semarang sekarang ini, 

seperti Bringin, Ambarawa, Suruh, Kopeng, Dadapayam, Tengaran, Simo, 

Banyubiru, dan Ungaran Timur (http://www.salatiga.890m.com). Perkebunan, 

yang merupakan sektor strategis pada masa itu, dikuasai oleh bangsa Eropa. 

Jabatan-jabatan penting dalam perkebunan dipegang oleh mereka, sehingga 
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demi kelancaran pekerjaannya, para pendatang ini bermukim di daerah 

Salatiga dan sekitarnya.  

Handjojo, mantan Walikota sementara Salatiga 1949-1950, dalam Suara 

Merdeka Edisi Mei (1975:IV) menyatakan bahwa wilayah Salatiga pada tahun 

1917 terdiri dari delapan desa, yaitu: (1) Sebagian besar dari Desa Sidorejo 

Lor; (2) Sebagian besar dari Desa Salatiga Krajan; (3) Sebagian dari Desa 

Kutowinangun; (4) Seluruh Desa Kalicacing; (5) Separuh dari Desa 

Mangunsari; (6) Sebagian dari Desa Gendongan; (7) Sebagian dari Desa 

Tegalrejo; (8) Sebagian kecil dari Desa Ledok (lihat gambar 2.1). Bentuk 

gemeente Salatiga merupakan persegi empat, dengan ukuran panjang ± 4,5 

Km, lebar 3 Km dan luas keseluruhan ± 1200 Ha (Semarang Cabang 073, 

1973:4).  
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Gambar 2.1 Perkiraan wilayah Salatiga tahun 1917 berdasarkanketerangan 
Handjojo dan Peta Salatiga tahun 1994. 

 

Luas wilayah Salatiga yang hanya sekitar 1200 Ha membuat kota ini 

menjadi gemeente terkecil di Hindia Belanda, dengan jumlah penduduk 

terendah pula.  Apabila dibandingkan dengan kota lain, maka pertumbuhan 

penduduk di Salatiga termasuk rendah karena di Salatiga tidak banyak 
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terdapat industri, yang mana industri bisa menyerap tenaga kerja dan menarik 

urbanisasi, menambah kepadatan penduduk kota. Jumlah penduduk Eropa di 

Salatiga tahun 1934 menurut jenis kelamin adalah jongens (laki-laki) 1774 

orang dan meisjes (perempuan) 901 orang (Schotman, Mededeeling No.51 

Tahun 1934). Mengenai pertumbuhan penduduk Salatiga, dijelaskan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 Pertumbuhan Penduduk Kota-kota di Jawa 

Kota  Tahun 1905 Tahun 1920 Tahun 1930 

Batavia 

Bogor 

Bandung 

Cirebon 

Semarang 

Surabaya 

Malang 

Salatiga 

173.000 

- 

47.000 

- 

97.000 

150.000 

30.000 

10.000 

235.000 

46.000 

94.000 

33.000 

158.000 

192.000 

42.000 

18.893 

435.000 

65.000 

165.000 

54.000 

217.000 

431.000 

86.000 

24.000 

Sumber: Bogaer, Erica Thomas Karsten.1983. ’En de Outwikkeling van de 
Satdebouw in Nederland-Indie, 1915-1940’ dalam Karyono.2005. 
’Kota Salatiga: Studi Tentang Perkembangan Kota Kolonial 1917-
1942’. Dalam Paramita. Vol. 15. No. 1. Hal.21.  

 
Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga 

No. Tahun Pribumi Eropa Cina Arab Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

1900 

1905 

1920 

1929 

1930 

- 

9.993 

16.304 

15.908 

20.465 

- 

700 

1.208 

1.502 

1.992 

- 

1.300 

1.402 

1.665 

1.836 

- 

78 

71 

117 

114 

10.000 

12.000 

18.895 

19.192 

24.397 

Sumber: Wertheim, W.F. 1958. The Indonesian Town: Studies in Urban 
Sociology dalam Karyono.2005. ’Kota Salatiga: Studi Tentang 
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Perkembangan Kota Kolonial 1917-1942’. Dalam Paramita. Vol. 
15. No. 1. Hal.21.  

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa pribumi merupakan penduduk 

mayoritas. Pertambahan penduduk pribumi antara tahun 1905 hingga 1920 

sebesar 71%, sedangkan pertambahan penduduk Eropa sebesar 72% dan orang 

Timur Asing 7%. Pertambahan penduduk pribumi mengalami kemerosotan 

antara tahun 1920 hingga 1929, sekitar 396 jiwa atau 2,45%. Kemerosotan 

penduduk hanya dialami oleh penduduk pribumi, sedangkan jumlah golongan 

Eropa dan orang Timur Asing cenderung meningkat.  Schmitcler (1920) dalam 

Karyono (2005:21) mengatakan bahwa kemerosotan penduduk diakibatkan 

oleh wabah penyakit pes yang menyerang Kota Salatiga.  

Klasifikasi penduduk Salatiga berdasarkan mata pencaharian, dipengaruhi 

oleh struktur rasial ini. Golongan elite Eropa memegang posisi penting di 

pemerintahan dan militer setempat. Banyak pula dari golongan ini adalah 

pengusaha atau pegawai di perkebunan-perkebunan sekitar. Golongan Cina 

dan Timur Asing umumnya bekerja di sektor perdagangan dan menjadi 

perantara antara golongan Eropa dan inlanders atau pribumi.  Golongan 

pribumi kebanyakan adalah petani, buruh onderneming (perkebunan), dan 

kuli. 

 

 

B. Keadaan Masyarakat Salatiga Sebelum Kemerdekaan 

a. Kondisi Sosial Budaya 
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Sekitar tahun 1850, stratifikasi sosial yang berdasarkan ras di Jawa 

telah menunjukkan bentuk baku, yang dikukuhkan dengan undang-undang 

Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap (Undang-undang Kekaulaan 

Negara Hindia Belanda). Menurut Wertheim (1999:107) orang-orang 

Eropa membentuk strata kekuasaan yang menyerupai kasta. Orang Eropa 

berada pada tingkatan paling atas. Di bawah lapisan ini ada orang 

Indonesia yang disebut inlanders dan mewakili lapisan bawah. Di antara 

kedua lapisan tersebut, adalah orang Timur Asing, yang terdiri dari orang-

orang Cina dan orang-orang Arab (lihat gambar 2.2). Pembagian lapisan 

masyarakat berdasarkan ras ini berdampak pada semua sektor kehidupan, 

baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya.  

 

 
 

Gambar 2.2 Stratifikasi masyarakat Salatiga masa kolonial. 
 

 
Salatiga, kota terkecil di Hindia Belanda, memantulkan wajahnya 

sebagai kota kolonial dengan stratifikasi sosial berdasarkan ras. 

Pengelompokan tempat tinggal lebih didasarkan pada etnis, orang-orang 
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Eropa tinggal di pusat kota, orang-orang Cina dan Timur Asing lainnya 

tinggal di pusat-pusat perniagaan dan biasanya menyatu dengan tempat 

usaha mereka, sementara itu orang-orang pribumi kebanyakan tinggal di 

kampung-kampung (Utami, 2005:13).  

 

Gambar 2.3 Denah pemukiman Belanda dan Cina di Salatiga  
masa kolonial.  

 

Di Salatiga, pemukiman orang-orang Eropa berada di sekitar jantung 

Kota Salatiga, yaitu bundaran tugu. Menurut Supangkat (2007:19), 

bundaran tugu tersebut mulai dibangun seiring pembangunan 
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Stadsgemeente Salatiga tahun 1917 yang ditata mengikuti pola kota-kota 

di Eropa yaitu pola radial konsentris, dengan ciri empat ruas jalan yang 

lebar dan bertemu di satu titik berupa bundaran air mancur sebagai pusat 

kota.  

Empat ruas jalan itu ialah Toentangscheweg (Jalan Tuntang), 

Soloscheweg (Jalan Solo), Bringinscheweg (Jalan Bringin) dan 

Wihelminalaan (Jalan Wihelmina), di mana ruas Jalan Tuntang dipilih 

sebagai pemukiman orang-orang Eropa, yang disebut Europhesche wijk. 

Ruas jalan Tuntang dipilih karena jalan ini menghubungkan Salatiga 

dengan Semarang, selain itu jalan ini juga relatif dekat dengan 

perkebunan-perkebunan (ondernemingen) Afdeling Salatiga, seperti 

perkebunan Assinan, Banaran, Sembir, Tlogo dan lain-lain.  

Sarana pendidikan dikotak-kotakkan berdasarkan strata rasial. Di 

tingkat sekolah Dasar, terdapat tiga jenis sekolah berdasarkan perbedaan 

ras yaitu Hollandsch-Indische School (HIS) di Toentangcheweg untuk 

masyarakat pribumi, Hollandsch-Chineesche School (HCS) di 

Chineesewijk untuk orang Cina, dan Europhesche Lagere School (ELS) di 

Toentangcheweg untuk kaum Eropa. Orang-orang Eropa dengan mudah 

dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya yakni Meer Uitgebreit Lager 

Onderwijs (MULO), Normaalschool dan Kweekschool, karena persyaratan 

ekonomi mereka terpenuhi dan tidak ada batasan rasial untuk mereka. 

Terdapat pula Hollandsch Javaneese School (HJS), sekolah setingkat SD 
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yang tidak hanya mengajarkan Bahasa Belanda tapi juga Bahasa Jawa 

(Wawancara, Soertini 14 Januari 2009).  

Fasilitas pendidikan yang mereka nikmati sangat berbeda dengan apa 

yang diperoleh oleh masyarakat pribumi.  

Tabel 2.3. Jumlah Sekolah di Kota Salatiga Pada Masa Kolonial 

No.  Nama Sekolah Jumlah Keterangan 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ELS 

HIS 

 

HCS 

HJS 

MULO 

Inlandsche School 

De Tweede Klasse School 

Kweekschool 

Normalschool, 

Tiong Hoa Chu Tio 

1 

3 

 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

 
HIS pemerintah, 
HIS Katholik, & 
HIS Zending. 

Sumber: Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. 
Sejarah dan Budaya sebagai Pendukung Pariwisata Kota 
Salatiga (2006:118) dan Hasil wawancara dengan Soertini 14 
Januari 2009. 

 
Rumah-rumah dan gedung-gedung dibangun dengan berarsitektur indis 

yang mewah berhalaman luas dan berpagar rapi. Gedung-gedung Eropa 

seperti Gedung Societeit Harmoni (Gedung Perkumpulan Kesenian), 

Gedung Pemerintahan dan gereja, selain megah dan indah, mempunyai 

daya tarik lain, yakni dari bangunan tersebut dapat dinikmati keindahan 

panorama Gunung Merbabu dan Telomoyo, Taman Sari dan rumah dinas 
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Assisten Resident. Kota-kota yang berkembang di sepanjang jalan raya 

khususnya jalan-jalan yang menuju kota lain, perkembangannya 

menunjukkan corak yang tinggi dalam gaya rumahnya (Wertheim, 

1999:138). 

Disintegrasi masyarakat semakin kentara dengan perbedaan agama 

pada masing-masing golongan. Dalam bidang religi, masyarakat Salatiga 

mayoritas beragama Islam. Orang-orang muslim ini ialah penduduk 

pribumi dan orang-orang Arab yang tinggal di kampung Kauman. Di 

kampung-kampung penduduk pribumi masih banyak yang mengikuti 

tradisi sinkritis memadukan kepercayaan Hindu-Jawa dengan Islam. 

Perpaduan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang berkaitan 

dengan daur hidup seseorang, yaitu tata upacara sejak bayi berada dalam 

kandungan, kelahiran, perkawinan, hingga kematian.  

Orang-orang Eropa hampir semua memeluk agama Nasrani, yakni 

Katholik dan Kristen Protestan. Salatiga dikenal pula dalam perkembangan 

agama Nasrani tersebut dengan missionaris dan zending.  Pengkabar injil 

di Salatiga, Neukirchener Missionhaus, aktif dalam pengkabaran injil di 

daerah Pantai Utara Jawa, sehingga Salatiga memiliki arti penting dalam 

persebaran agama Nasrani (Departemen Pedidikan dan Kebudayaan, 

1978:169). Mereka menarik warga pribumi dengan mendirikan sekolah-

sekolah di Salatiga, seperti yang terlihat pada tabel  
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Berdasarkan Verzoek om Vernietiging Besluit Fd Burgermeester 24-3-

1938 No.21 dalam Karyono (2005:23) dikatakan bahwa tempat 

peribadatan di Salatiga terdiri dari satu masjid yang didirikan tahun 1824, 

satu gereja Indische Kerk dibangun tahun 1823 dan satu gereja Katholik 

yang dibangun tahun 1939 oleh Ir. Fermont Cuypers dari Batavia.  

Orang-orang Cina kebanyakan memeluk kepercayaan Kong Hu Chu 

dan Budha. Mereka bertempat tinggal di sentra perdagangan. Pasar 

Kalicacing adalah salah satu sentra perdagangan di Salatiga di mana 

orang-orang Cina bertempat tinggal. Ruas jalan Soloscheweg tempat 

mereka tinggal ini disebut Chineesewijk yang letaknya dekat dengan 

Europheeschewijk. Rumah-rumah orang Cina ini bernuansa oriental 

dengan porselen yang berwarna-warni. Mereka membentuk suatu kelas 

menengah besar yang terdiri atas para pedagang dan pekerja ahli yang 

independen. Masyarakat pribumi menilai orang Cina bersikap kurang 

hormat dengan mereka, dan bersikap lebih hormat kepada golongan kulit 

putih. Salah satu bentuk nyata dari sikap itu ialah dipampangnya tulisan 

’Verboden voor honden en inlanders’(Terlarang bagi anjing dan pribumi) 

di Hotel Kalitaman, salah satu hotel ternama di Salatiga pada masa 

tersebut (Supangkat, 2007:24). Orang Timur Asing lain yang tinggal di 

Salatiga adalah orang Arab di kampung Kauman. Meskipun mereka tidak 

berperan penting dalam sektor perniagaan kota, tetapi mereka memandang 

bahwa derajat mereka lebih tinggi ketimbang penduduk pribumi.  
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Golongan kelas ketiga adalah masyarakat pribumi. Menurut 

Koentjaraningrat (1970) dalam Soejatno (1974), masyarakat Jawa, 

khususnya Jawa Tengah digolongkan ke dalam dua kelompok, priyayi dan 

wong cilik. Masyarakat yang kedudukan sosialnya lebih tinggi adalah 

golongan priyayi. Di Salatiga, mereka terdiri dari bupati, wedana, juru 

tulis, keluarga mereka dan pegawai pemerintah lainnya yang biasa disebut 

pangreh praja. Pekerjaan mereka sebagai pegawai pemerintah, membuat 

mereka berkemampuan ekonomi lebih tinggi ketimbang wong cilik. 

Kemampuan ekonomi ini yang membuat mereka dapat menikmati 

pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Pendidikan mempengaruhi cara 

berfikir kearah rasional, yang didasarkan pada penghitungan eksak dan 

realita masyarakat, sehingga kehidupan keagamaan kurang menonjol 

(secular trend).  

Golongan selanjutnya adalah wong cilik. Mereka terdiri dari rakyat 

jelata yang umumnya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh 

perkebunan, kuli, dan pekerjaan rendah lainnya. Kurangnya pendidikan 

menjadikan mereka masih erat dengan kultur pedesaan yang bersifat 

religious trend. Tradisi leluhur masih dipegang erat seperti dalam 

peringatan kematian mitung dina, matang puluh, nyatus dan nyewu; 

peringatan kelahiran mithoni, tedak siti, selamatan; perkawinan seperti 

asok tukon, peningsetan, midodareni, siraman hingga panggih. Upacara-

upacara ini umumnya memohon berkah, di mana seorang kyai (ulama) 
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berperan penting untuk membacakan doa. Kyai juga dianggap sebagai 

orang yang berkekuatan mistik yang menjadi perantara wong cilik ini 

dengan Tuhan.  

Kaum pribumi atau inlanders,  bertempat tinggal di kampung-

kampung di luar kawasan Europheeschewijk dan Chineeschewijk, seperti 

Kampung Kalioso, Gendongan, Pancuran dan kampung-kampung di 

sekitar Kota Salatiga, seperti Tengaran, Tuntang dan Bringin. Rumah-

rumah yang berdinding gedhek (anyaman bambu) dan beratapkan genting 

tegak berhimpitan di sepanjang deretan gang yang sempit dan kotor. Ada 

sejumlah pintu gerbang tempat lalu lalang sepeda dan pejalan kaki dari dan 

ke tempat tinggal para penghuni kampung di sepanjang gang. Dengan 

perkecualian kadang-kadang ada pohon buah-buahan, tidak ada lagi hal-

hal yang menyejukkan pemandangan luar yang gersang dari deretan 

hunian ini.  

Pemerintah gemeente Salatiga hanya membangun jalan-jalan di 

perkampungan pribumi ini menggunakan tegel-tegel batu, di mana 

pembangunan jalan tersebut untuk mempermudah mobil-mobil petugas 

Eropa yang hendak berpatroli di kampung-kampung. Sarana air bagi 

keperluan masyarakat pribumi didapat dari pancuran mata air dari 

pemandian Kalitaman yang hanya diperuntukkan bagi orang Eropa. Kesan 

dari kampung-kampung semacam ini adalah kerapatan dan kesesakannya, 

dari sebuah dunia yang dibentuk dengan standar yang sama sekali berbeda 
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dengan standar gemeente Eropa: susunan anyaman bambu dan tembok 

yang dilabur yang sangat bertentangan dengan suasana kota yang beraspal, 

berbatu dan berbeton di sekitarnya (Frederick, 1989:17). 

Masyarakat peribumi dari kelas atas (priyayi) dapat menikmati 

pendidikan di Hollandsch Inlandsch School (HIS). Menurut keterangan 

Soertini, hanya anak-anak wong gedhe dan anak-anak tentara KNIL 

(Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) saja yang diperkenankan sekolah, 

dengan melampirkan besarnya gaji orang tua karena ada batasan minimal 

gaji orang tua bagi anak-anak yang hendak mendaftarkan diri (Wawancara 

dengan Soertini, Juli 2008). Dalam sekolah ini secara berangsur mulai 

dipakai Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Setelah menyelesaikan 

pelajaran selama tujuh tahun, murid yang pintar dan yang mempunyai 

orang tua yang kaya dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat selanjutnya. 

Tidaklah mengherankan betapa kecilnya jumlah anak-anak yang bisa 

memasuki sekolah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk 

(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:124).  

 

b. Kondisi Sosial Politik 

Roda pemerintahan di Salatiga, hingga tahun 1928 dijalankan oleh 

korps pegawai Pamong Praja Belanda dan kors pegawai Pamong Praja 

Bumiputera. Pamong praja Belanda dijalankan oleh tiga lembaga. Kepala 

pemerintahan dipegang oleh burgermeester (walikota). Menurut 
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Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.266/1917 dalam Handjojo 

(1973:14-15) Burgermeester didampingi oleh College van Burgermeester 

en Wethouders (Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari Walikota dan 

Penyelenggara Undang-undang). Selanjutnya terdapat Stadsgemeenteraad 

(Dewan Perwakilan Rakyat Kota) yang beranggotakan 11 orang. 

Komposisi keanggotaan Stadsgemeenteraad ini tidak proposional karena 

warga pribumi sebagai warga mayoritas hanya terwakili 2 dari 11 orang 

anggota Stadsgemeenteraad. Golongan Eropa yang menjadi minoritas 

malah menduduki 8 kursi, dan 1 kursi selanjutnya diduduki oleh orang 

Cina yang mewakili golongan Timur Asing (lihat gambar 2.4). Dominasi 

orang Eropa di parlemen membuat hak dan suara warga pribumi kurang 

diperhatikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dibentuknya 

Stadsgemeente Salatiga bukan bertujuan memperbaiki kemakmuran 

masyarakat atau menaikkan taraf penghidupan penduduk, melainkan 

menjamin kesejahteraan golongan Eropa. 

 

 

Gambar 2.4 Keanggotaan Stadsgemeenteraad Salatiga tahun 1917. 
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Meskipun tahun 1917 Salatiga telah berstatus kota, dan dikepalai 

burgermeester, namun bangsawan Jawa masih bisa berkuasa dalam korps 

pegawai Bumiputera yang dikepalai asisten wedana, hingga 

dihapuskannya jabatan tersebut pada tahun 1928 (Handjojo,1975:IV). 

Berbagai fasilitas administratif dibangun pemerintah dengan arsitektur 

Indis yang mewah, hingga Kota Salatiga pernah dijuluki De Schoonste 

Stad van Midden-Java (Kota terindah di Jawa Tengah).   

Runtuhnya rezim kolonial Belanda di Jawa ditandai dengan 

menyerahnya pihak Belanda kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, 

diikuti dengan penawanan Gubernur Jendral Van Starkenborgh oleh 

Jepang. Dikatakan oleh Ricklefs (1991:297) bahwa Jepang memberi 

sumbangan langsung pada perkembangan-perkembangan Revolusi 

Indonesia, terutama di Jawa, mereka mengindoktrinasi, melatih, dan 

mempersenjatai banyak dari generasi muda serta memberi kesempatan 

kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan 

rakyat. Di Jawa Tengah, pendaratan bala tentara Jepang dilakukan pada 

tanggal 28 Februari menjelang 1 Maret 1942 di Desa Kranggan, daerah 

Lasem, Karesidenan Rembang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1978:186). Kedatangan Jepang pada umumnya diterima dengan penuh 

semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan, 

dan Jepang makin disenangi karena segera mengizinkan dikibarkannya 
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bendera nasional Indonesia merah-putih, dan dikumandangkannya lagu 

kebangsaan Indonesia Raya, dua hal penting yang dulu dilarang Belanda 

(Kahin, 1995:130). 

Tentara Jepang yang datang dari Solo segera menduduki Kota Salatiga 

dengan adanya pengumuman ”Alle grote steden van Midden Java warden 

verklaard als een open stad’ (Kota-kota besar di Jawa Tengah harus 

dikosongkan dari angkatan bersenjata). Sehubungan dengan diterapkannya 

sistem pemerintahan militer oleh bala tentara Jepang, maka segera 

dibentuk struktur pemerintahan baru. Jepang mengganti istilah-istilah 

Belanda dengan istilah Jepang, seperti Residen menjadi Syucokan, 

Assistent Resident menjadi Sidokan, Burgemeester menjadi Shityo (Tonys, 

2008:1-2).  

Peranan kaum bumi putera dalam pemerintahan kian meningkat. 

Walikota yang pada masa kolonial selalu dijabat oleh kaum Eropa, pada 

masa Jepang diisi dengan kaum pribumi. Walikota Salatiga pada masa 

tersebut dijabat oleh R.Mudardjo, Wedana dijabat R.Sudjitman, Kepala 

Polisi dipegang oleh R.Sudarmo, sedangkan kepala pengadilan dijabat 

oleh R.Salatun (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 

Yogyakarta, 2006:107).  

Pemerintah militer Dai Nippon juga membentuk barisan-barisan 

keamanan. Diantaranya adalah Kenpetai, Keibodan, PETA, Heiho, dan 

lain-lain. Menurut Tonys (2008:1) di antara barisan-barisan bentukan 



59 

 

59 

 

Jepang, yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah Kenpetai (Polisi 

Tentara Jepang) dengan wewenangnya menahan seseorang dan 

memperlakukan orang tersebut tanpa peri kemanusiaan.  

 

c. Kondisi Sosial Ekonomi 

Lahirnya Kota Salatiga diiringi dengan depresi ekonomi dunia tahun 

1930-an, sehingga pembangunan kota ini terhambat. Dinyatakan oleh 

Karyono (2005:22) bahwa, guna mengatasi makin membengkaknya 

pengeluaran anggaran belanja pemerintah kotapraja, maka Sekretaris 

Dewan dalam laporannya mengatakan bahwa pemerintah akan memotong 

gaji para pejabat pemerintah berdasarkan penghasilan sampai dengan 

f.100,- dipotong 10%, dan 15% bagi pegawai yang berpenghasilan f.100,- 

sampai f.300,- ditambah dengan potongan biaya melekat pada tunjangan 

para pejabat. Dalam Lucas (2004:14) dijelaskan bahwa pada tahun 1925 

harga beras di tahun itu 5 sen per kilogram. Dengan demikian gaji seorang 

pegawai pemerintah sama dengan 2 ton beras hingga 6 ton beras.  

Salatiga menjadi pendukung dalam menyediakan berbagai komoditas 

dagang, baik berupa hasil perkebunan dan pertanian, serta kerajinan bagi 

kota besar seperti Semarang. Komoditas utama dari Salatiga adalah hasil-

hasil perkebunan, terutama kopi. Selain kopi, terdapat pula coklat, kina, 

karet dan rempah-rempah seperti cengkeh serta pala, dan tebu (Beknopte 
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encyclopedie van  Nederlandsch-Indie (1921) dalam http://www.salatiga. 

nl/geschiedenis).  

Keadaan demikian ditunjang oleh kondisi geografis dan kultur 

masyarakat yang turun temurun telah menekuni aktivitas pertanian, 

perkebunan, atau pertambangan. Kota-kota di wilayah karesidenan ini oleh 

pemerintah Kolonial Belanda dijadikan sebagai sentra berbagai komoditas 

pertanian, perdagangan dan tambang. Dikatakan oleh Utami (2005:16) 

bahwa Kedu dan Salatiga dijadikan pusat hasil perkebunan dan masyarakat 

setempat berhasil menjadi pengusaha besar dan kaya, meskipun di bidang 

tertentu gerak mereka dibatasi. Menurut Supangkat (2007: 5) pada tahun 

1900 di wilayah Afdeeling Salatiga hanya terdapat 32 perkebunan swasta, 

dua puluh tahun kemudian meningkat menjadi 81 perkebunan swasta. 

Untuk membantu usaha perkebunan, maka pemerintah kolonial 

membangun sarana perbankan di Salatiga. Fontein (1920) dalam Karyono 

(2005:24) menyatakan bahwa tahun 1920 nasabah bank di Salatiga 

berjumlah 7.470 orang dengan jumlah kredit sebesar f.356.480,- di Desa 

Sidorejo Lor dan Salatiga kredit macet mencapai f.36.664,50,- kebanyakan 

dari petani tembakau yang gagal panen. 

 Sektor ekonomi didukung dengan sarana transportasi di Salatiga.  

Menurut Supangkat, pembangunan Stasiun Kereta Api Willem I di 

Ambarawa pada tahun 1875 diikuti dengan pembangunan Stasiun Tuntang 

dan Stasiun Beringin yang letaknya 6 hingga 10 Km dari Kota Salatiga 
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(2007:61). Kereta ini selain mengangkut penumpang juga untuk 

mengangkut hasil perkebunan, hasil pertanian, barang-barang kiriman dan 

ternak. Selain kereta api, Bus ESTO (Eerste Salatigasche Transport 

Onderneming) untuk sarana angkutan jarak pendek, yang melayani trayek 

Salatiga dan daerah sekitarnya seperti Bringin, Ambarawa dan Suruh. 

Menurut Supangkat (2007:52) pada tahun 1930, ESTO berganti pemilik 

dari Kwa Tjwan Ing kepada anaknya, Kwa Hong Po yang kian 

mengembangkan usahanya sehingga bus ESTO melayani trayek hampir di 

seluruh Jawa tengah mulai dari Bringin, Suruh, Ambarawa, Semarang, 

Solo, Magelang, Sragen, Purworejo, Kutoarjo, Kendal, Kudus dan Pati. 

Dengan demikian Bus ESTO telah memainkan peranan yang vital bagi 

transportasi di Jawa Tengah.  

Perekonomian di daerah yang diduduki Jepang memburuk dengan 

diterapkannya sistem ekonomi perang atau kreingwirschaf. Barang 

kebutuhan hidup sehari-hari kian langka dan menghilang dari pasaran, 

sedangkan bahan pangan sulit diperoleh karena dirampas Jepang untuk 

kepentingan perang. Di Tengaran, rakyat dipaksa untuk menebangi 

tanaman kopi yang ada, dan menggantinya dengan tanaman kapas atau 

bahan pangan, sedang hasilnya harus dengan cuma-cuma diberikan kepada 

Jepang (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006:113). Sarana 

transportasi, seperti bus ESTO, truk serta mobil jenazah milik Kwa Hong 
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Biau, pemilik ESTO, dirampas Jepang untuk keperluan perang 

(Supangkat, 2007:52). 

 

C. Arti Penting Kota Salatiga 

Secara geografis, letak Salatiga dipandang strategis karena berada di jalur 

yang menghubungkan pedalaman Jawa Tengah ke Pantai Utara Jawa (lihat 

lampiran 21). Pedalaman Jawa Tengah yakni daerah seperti Surakarta, 

Boyolali, Klaten, sedangkan Pantai Utara Jawa semisal Semarang, Jepara dan 

Pati. letaknya yang strategis membuat Salatiga dijadikan tempat persinggahan 

pedagang (Supangkat, 2007:3-4). Pedagang dari pedalaman Jawa umumnya 

membawa hasil panen (padi, ketela, jagung, dan buah-buahan), untuk dijual di 

pelabuhan Semarang, Jepara, dan Juwana. Salatiga sebagai jalur lalu lintas 

yang menghubungkan Pantai Utara Jawa dan pedalaman Jawa dibuktikan 

dengan adanya kisah dalam Babad Demak. Babad Demak menceritakan 

perjalanan Ki Ageng Pandanaran (1575) beserta isterinya, sebagaimana telah 

dipaparkan dalam sub bab kondisi Geohistoris dan demografis Salatiga, yang 

di tengah perjalanan, dibegal oleh perampok di suatu daerah yang karena 

adanya peristiwa tersebut dinamai Salah Tigo lantas berkembang menjadi 

Salatiga.  

Salatiga berada di persimpangan jalur utama persimpangan Semarang, 

Surakarta dan Magelang. Kondisi ini yang meyakinkan VOC untuk 

membangun benteng De Hersteller di Salatiga pada tahun 1746. Dikatakan 
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oleh Supangkat (2007:4) bahwa pembangunan benteng De Hersteller 

bertujuan untuk memberi jaminan keamanan di sepanjang jalur Semarang 

hingga Surakarta. Aktivitas VOC yang merupakan organisasi perdagangan 

akan lebih mudah dalam berinteraksi dengan para pedagang yang beristirahat, 

sekaligus menunjukkan kekuatan VOC di perdagangan setempat. Letaknya 

yang berada di pertengahan antara Semarang dan Surakarta, maka dari sudut 

kemiliteran, tempat itu strategis, sehingga sebab dari keberadaan garnisum 

kumpeni di sana cukup jelas (Kartodirjo, 1997:70). Kondisi ini dibuktikan 

dengan dipilihnya daerah tersebut sebagai tempat pelaksanaan persetujuan 

antara penguasa-penguasa Mataram, yang disebut Perjanjian Salatiga 17 Maret 

1757. 

Ditandai dengan pembangunan benteng De Hersteller, maka sejak itu 

’kota militer’ merupakan identitas lokal Salatiga. Pada masa Pemerintahan 

Belanda, di Salatiga dibangun kamp-kamp militer, artileri dan kavaleri. 

Menurut Soertini (wawancara, 14 Januari 2009), pasukan berkuda (kavaleri) 

setiap pagi melakukan konvoi dengan kuda-kuda mereka yang berbaris rapi 

berkeliling kota. Pada awal kemerdekaan 1945, Hotel Kalitaman di Salatiga 

menjadi Markas Besar Divisi IV Jawa Tengah, yang dinamai Markas Kuda 

Besi (MKB). Kartodirjo (1997:70) mengungkapkan bahwa terlepas dari 

penduduknya yang ’kolonial’, Salatiga muncul sebagai kota perjuangan, 

sehingga banyak organisasi perjuangan yang mempunyai markas besar di 

sana, karena kota itu terletak dekat front Ambarawa dan dekat garis 
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demarkasi. Setelah agresi petama 1947, markas besar Brigade T Belanda 

menempati tangsi besar Salatiga. After the first Police Action the Headquarter 

of the T-Brigade was moved to Salatiga (setelah Agresi Militer Pertama, 

Markas Besar Brigade T pindah ke Salatiga) (http://members.lycos.co.uk/ 

tigerbrigade/1policeaction.htm).  

Salatiga berperan penting pula dalam perekonomian, di mana Salatiga 

merupakan kawasan hinterland (daerah penyangga) bagi kota Semarang. 

Menurut Utami (2005:11-12) hinterland berperan sebagai penyedia barang-

barang komoditi dagang yang laku di pasar, sekaligus sebagai daerah 

pengguna barang-barang yang datang dari luar, dengan demikian berbagai 

faktor meliputi keterjangkauan transportasi, informasi dan komunikasi dengan 

wilayah di sekitarnya, serta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, 

merupakan pertimbangan pemerintah kolonial dalam mengembangkan Kota 

Semarang dan penyangganya. Salatiga sebagai daerah perkebunan kopi, karet, 

coklat, kapas, kina, rempah-rempah, tembakau, gandum dan sayuran 

mengirimkan komoditas tersebut ke Semarang untuk diolah menjadi bahan 

jadi dan setengah jadi. Hasil-hasil perkebunan di Salatiga yang merupakan 

komoditas ekspor ini menjadi daya dukung kuat untuk keuangan pemerintah. 

Perkebunan ini didukung dengan banyaknya tenaga kerja yang murah 

sehingga membuat investasi pada perkebunan demikian menguntungkan 

(Wertheim, 1999:76).  
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Kenyamanan Salatiga membuat kota ini dikenal sebagai tempat 

peristirahatan. Menurut Kartodirjo (1997:70) pada masa kolonial, kota ini 

adalah tempat peristirahatan bagi orang Eropa dan merupakan tempat yang 

paling disenangi para pensiunan pegawai kolonial untuk menjadi tempat 

tinggal menghasbiskan sisa-sisa umur mereka. Kondisi ini dikarenakan iklim 

Salatiga yang sejuk, yang disukai orang-orang Eropa karena merasa seperti di 

tempat asal mereka. Dibangunnya usaha penginapan seperti Hotel Berg en 

Dal, Hotel Kalitaman dan Hotel Boomestein, Societeit Harmoni serta sarana 

rekreasi lain membuat kota ini kian digemari sebagai tempat peristirahatan.  

Sarana transportasi, komunikasi, dan administrasi yang memadai adalah 

salah satu aspek penting dalam sebuah kota. Sarana transportasi sebagai 

pendukung ekonomi Kota Salatiga didukung dengan pembangunan stasiun 

kereta api dan perusahaan bus. Pembangunan Stasiun Willem I di Ambarawa 

yang melewati Stasiun Tuntang memudahkan masyarakat Salatiga dalam 

pendistribusian produk-produk perkebunan, kerajinan dan pertanian ke 

Semarang. Selain kereta api, transportasi darat didukung pula dengan adanya 

perusahaan ESTO dan Adam. Bus ESTO adalah perintis transportasi bus di 

Jawa Tengah. Menurut Supangkat (2005:52) pada tahun 1930, bus ESTO 

melayani trayek hampir di seluruh Jawa tengah mulai dari Bringin, Suruh, 

Ambarawa, Semarang, Solo, Magelang, Sragen, Purworejo, Kutoarjo, Kendal, 

Kudus dan Pati. Pengaspalan jalan raya tahun 1917 di Salatiga kian 

memperlancar transportasi.  
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Sarana lain yang vital adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air  di Jelok, 

sebagai mana diungkapkan oleh Brigader T, pasukan Belanda pada masa 

Agresi pertama bahwa a company from 3-7th infantry Regyment seized Djelok 

in which the Power Station that supplied all central java was (pasukan dari 

Resimen infantri ke-3 hingga ke-7 menduduki Jelok, yang merupakan pusat 

tenaga (listrik) yang menyuplai seluruh Jawa) (http://members.lycos.co.uk/ 

tigerbrigade/1policeaction.htm).  

Sarana komunikasi yang penting ialah PTT (Post, Telegraaf en 

Telefoonkantoor). Sarana ini yang digunakan Brigade T, untuk berhubungan 

dengan markas pusat pada tahun 1947 hingga 1949. Hal ini ditegaskan dalam 

http://extrapages.tripod.com/Tigersignal.html ‘the telephone connexion from 

Semarang was not connected directly to the central of the T-Brigade but 

through the PTT central in Salatiga (koneksi telephon dari Semarang tidak 

langsung disambungkan dengan pusat Brigade T, tapi melalui pusat PTT di 

Salatiga. Selain PTT, berbagai gedung pusat administrasi yang kuat dengan 

arsitektur Indis merupakan fasilitas penting untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, sehingga gedung-gedung tersebut menjadi lambang kebesaran 

Sang Penguasa.  

 

D. Situasi awal Kemerdekaan 

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. 

Mr Muh Yamin (1945) dalam Utomo (1995:223) menyatakan bahwa 
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Proklamasi Kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk 

menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa Bangsa Indonesia 

mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh 

hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan 

kebahagiaan rakyat. Menurut Ricklefs (1991:317-318) revolusi yang 

menjadikan tercapainya  kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah 

sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat 

di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri. Semua usaha yang tidak 

menentu untuk mencari identitas-identitas baru untuk persatuan dalam 

menghadapi kekuasaan asing dan untuk suatu tatanan sosial yang  lebih adil 

menjadi makna revolusi fisik Indonesia.  

Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diterima di 

Salatiga pada tanggal 19 Agustus 1945. Kelambatan informasi dikarenakan 

kantor-kantor radio, Post Telegraaf en Telefoonkantoor (PTT), 

Spoorwegmaatschappij (Maskapai Kereta Api) diduduki Jepang. Berita 

proklamasi RI sampai ke Salatiga melalui mulut ke mulut yang kemudian 

diumumkan oleh pamong desa dan tokoh masyarakat setempat melalui 

pengeras suara (Tri Agus, 2007:52). Di Tengaran, penduduk menyambut 

proklamasi kemerdekaan dengan mengadakan upacara pengibaran bendera 

merah putih. Di Getasan, warga bekerja bakti membersihkan makam korban di 

masa Jepang. Warga mengadakan iuran untuk membeli kain merah dan putih 
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guna dibuat lencana dan bendera nasional RI (Balai Pelestarian Sejarah dan 

Nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:119). 

Suatu simbol revolusioner yang lebih meluas, dipakai pula oleh para 

pemuda Salatiga.  Simbol revolusioner yang mengandung persamaan dan 

persaudaraan, adalah cara panggilan yang diperkenalkan oleh Soekarno yang 

segera menjadi populer di seluruh Republik Indonesia ialah panggilan ’Bung’ 

dan pekik ’Merdeka!’ (Tri Agus, 2007:52). Menurut Kahin (1995:175) kata 

’Bung’ paling tepat diterjemahkan sebagai ’saudara’, dan dalam arti kasar bisa 

dibandingkan dengan kata ’citizen (rakyat)’ dalam Revolusi Perancis atau 

’Kamrad’ di Rusia Gagasan yang dikandungnya merupakan sintesa dari 

’saudara revolusioner’, ’saudara nasionalis Indonesia’, dan ’saudara 

Republiken’. Tidak ada batasan usia maupun status sosial dalam penggunaan 

kata sapaan ’Bung’, sehingga panggilan ini memotivasi rakyat untuk 

menjunjung asas persamaan yang pada masa kolonial Belanda dan 

pendudukan Jepang selalu mereka harapkan. Selain panggilan ’Bung’ ini, 

pekik ’Merdeka!’ sambil mengepalkan tangan ke atas dilakukan masyarakat 

dengan penuh semangat.  

Pada masa pendudukan Jepang, gerakan-gerakan pemuda yang bersifat 

politik dilarang. Sebagai gantinya, Jepang membentuk barisan-barisan militer 

dan Semi Militer untuk kepentingan perang. Suatu korps pemuda yang bersifat 

semi militer, yang bernama Seinendan, dibentuk untuk para pemuda yang 

berusia 14 hingga 25 tahun. Jepang juga membentuk Heiho (pasukan 
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pembantu), dan Pembela Tanah Air (PETA) yang terdiri dari warga pribumi. 

Dalam organisasi militer maupun semi militer ini, Jepang mementingkan 

indoktrinasi dan disiplin yang keras. Sebagai mata rantai untuk mengobarkan 

semangat perjuangan rakyat, maka Jepang mendekati para Kyai dari 

pesantren-pesantren tradisional. Ricklefs (1991:307) mengatakan bahwa 

kombinasi disiplin, fisik, militer dan rohani Jepang menyentuh perasaan yang 

responsif di kalangan masyarakat pesantren. Melalui organisasi-organisasi 

tersebut, pemuda-pemuda memperoleh pengetahuan tentang strategi perang 

maupun pengetahuan-pengetahuan lain tentang militer sehingga pemuda-

pemuda ini benar-benar siap untuk menghadapi keadaan perang. Jepang 

memang banyak meninggalkan kesengsaraan, namun di sisi lain Jepang 

memberikan kontribusi positif bagi pemuda Indonesia seperti pendidikan 

militer, dorongan semangat untuk berperang dan disiplin yang tinggi (Tonys, 

2008:1).    

Pemerintah Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan, mengorganisir 

suatu angkatan perang. Sebelumnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI 

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam rapatnya memutuskan 

untuk menetapkan UUD RI, memilih presiden dan wakil presiden, serta 

pembentukan KNI. Dalam Semarang Cabang 073 (1973:9) dikatakan bahwa 

pembentukan eks PETA dan Heiho tidak didekritkan, kelalaian ini 

dimanfaatkan oleh Jepang dengan membubarkan PETA dan Heiho serta 

melucuti senjata mereka. Pada tanggal 22 Agusttus 1945, PPKI memutuskan 
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untuk membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat). Menurut Kahin 

(1995:178) unsur pokok tentara yang bebas terorganisir ini terdiri dari unit-

unit yang sangat otonom dan pada dasarnya bebas bergabung karena punya 

suatu basis wilayah dan di masing-masing daerah tergantung pada berbagai 

derajat pengawasan KNI yang bertugas mengurus pemeliharaan dan 

pengadaannya. Dalam Semarang Kodam VII/Diponegoro (1977:142) 

dikatakan bahwa di Salatiga, pada bulan September 1945 terbentuk 1 batalyon 

BKR di bawah pimpinan Moehari Hardosarjoko. Anggota BKR ini terdiri dari 

eks-PETA, Heiho, Kaigun, eks-KNIL dan oraganisasi militer maupun semi 

militer lainnya. Mereka bertugas menjaga pos di Tingkir, Ngawen, Bancakan 

dan Domas, dengan markas besar di bekas gedung Meisjes Normaalschool dan 

Kweekschool (Semcab 073,  1973:11). 

Gelora kemerdekaan disambut rakyat dengan semangat mempertahankan 

RI dan mengusir penjajah. Semangat ini diwujudkan rakyat dengan 

keikutsertaan mereka dalam satuan kelaskaran. Salah satu dari organisasi 

kelaskaran tersebut adalah Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pesindo 

adalah laskar rakyat terkuat yang pernah ada di Salatiga, baik secara politis 

maupun militer. Kahin (1995:148) mengatakan bahwa Pesindo merupakan 

suatu organisasi yang besar yang dibentuk dan dipersenjatai oleh Jepang. 

Pandangan para anggotanya yang relatif homogen dan kemampuan 

kebanyakan pemimpinnya, Pesindo menjadi suatu organisasi pemuda paling 

dinamis dan terkuat. Keanggotaannya yang terdiri dari sejumlah besar pemuda 
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itu, diorganisir ke dalam kekuatan satuan-satuan batalyon yang mampu 

mengangkat senjata dan berdisiplin tempur. Baik anggotannya secara umum 

maupun satu-satuan bersenjatanya, menganggap kepentingan mereka sama 

dengan kepentingan anggota Partai Sosialis, dan Pesindo sangat membantu 

kekuatan partai politik partai sosialis itu dengan dukungannya yang konsisten. 

Menurut Soediro (1950:3), di Salatiga pimpinan laskar yang anggotanya tak 

hanya mahir bertempur melainkan juga piawai dalam masalah administrasi ini, 

dipimpin oleh Soediro. Pesindo merupakan organisasi yang dominan di 

Salatiga (Kartodirjo, 1997:70).   

Ada pula Barisan Banteng, yang merupakan lanjutan dari Barisan Pelopor 

semasa pendudukan Jepang. Barisan pelopor menurut Ricklefs (1991:312) 

adalah organisasi pemuda yang berafiliasi dengan Jawa Hokokai, di mana 

pada akhir perang, barisan ini pada bulan Mei 1945 mengadakan latihan 

gerilya. Kahin (1995:205) mengatakan bahwa pada pertengahan Desember 

1945, Barisan Pelopor berubah nama menjadi Barisan Banteng, dengan 

kekuatan bersenjata terkuat setelah Pesindo. Para pemimpin pemuda terpelajar 

di kota-kota besar berhubungan dengan pemuda-pemuda kelas bawah yang 

ada di kota besar dan kecil, dan sebaliknya mereka secara resmi berhubungan 

dengan tokoh-tokoh Jawa Hokokai. Barisan ini di Karesidenan Semarang 

terbentuk 1 resimen di bawah pimpinan Supardjan dengan Kastaf. Sudamura, 

dan bermarkas di Blauran Salatiga pimpinan Damuro, yang mana markas ini 
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membawahi 5 markas gabungan di tingkat kabupaten, yaitu Kota Semarang, 

Kabupaten Semarang, Kendal, Demak dan Purwodadi (Soediro, 1950:3).  

Hizbullah dan Sabilillah adalah laskar Islam yang cukup besar di Salatiga. 

Hizbullah merupakan suatu organisasi bersenjata yang terdiri dari para 

pemuda Muslim yang taat, berusia antara 18-21 tahun. Menurut Kahin 

(1995:205) Hizbullah dibentuk sebagai suatu organisasi pemuda Masyumi 

yang disponsori Jepang pada tahun 1944, anggotanya diberi latihan militer 

tetapi tidak dipersenjatai, ada juga satuan yang lebih kecil, Sabilillah, 

semacam penjagaan rumah tingkat wilayah yang boleh diminta pelayanannya 

oleh setiap anggota Masyumi. Barisan ini dipimpin oleh para Kyai yang 

mengobarkan semangat jihad fi sabilillah bagi para anggotanya untuk 

melawan penjajah. Pemimpin dari barisan Islam ini, di Salatiga dijabat oleh 

Munir (Soediro, 1950:3). Dalam Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 

Tradisional Yogyakarta (2006:10) dikatakan bahwa di Salatiga, barisan 

Hizbullah terbagi dalam 2 resimen, dengan markas besar di Jalan Tuntang.  

Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) adalah organisasi pemuda 

yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dinyatakan oleh Frederick 

(1989:312-318) bahwa organisasi yang didirikan oleh Sutomo (Bung Tomo) 

ini melahirkan mentalitas pemuda yang baru dan galak, yang bekerja 

memperkuat semangat rakyat dengan sifat ekstrimistis, yakni lebih suka 

tindakan langsung dan semacam sikap sama rasa sama rata. Menurut Tri Agus 

(2006:71) BPRI yang semua anggotanya berambut gondrong, meski berjuang 
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melawan penjajah, namun mereka merugikan rakyat RI dengan aksi 

perampokan yang banyak mereka lakukan di sekitar Tengaran dan Getasan. 

BPRI di Salatiga dipimpin oleh Sastrosuhardjo (lihat lampiran 16). Organisasi 

ini memiliki stasiun radio dan menyebarkan pengaruh politik dengan usaha 

menggiring rakyat agar secara militan menentang perjuangan diplomasi 

dengan pihak penjajah (Kahin, 2006:206).  

Yang terbesar di antara semua organisasi bersenjata tidak tetap adalah 

Laskar Rakyat. Di Salatiga Laskar Rakyat dipimpin oleh Djikdjo (Soediro, 

1950:3). Menurut Kahin (1995:206-207) organisasi ini terdiri dari satuan-

satuan berdasar atas dan bentuk tingkat wilayah dan dianggap sebagai 

pembantu angkatan perang resmi (TKR) dan variasi satuan-satuannya 

tergantung pada kemampuan masing-masing pimpinannya. Tentang 

perkembangan laskar rakyat di Salatiga dapat dilihat di lampiran 11. 

Selain laskar-laskar yang dijelaskan di atas, masih banyak pula laskar lain 

yang aktif dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI. Di antara laskar-

laskar itu ialah AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia), Barisan Pendem, 

Tentara Rakyat Mataram, Laskar Kere, Barisan Srikandi, ALRI (Angkatan 

Laut Republik Indonesia), Tentara Pelajar, Pasukan Alap-alap, Polisi Istimewa 

Semarang, Pasukan Jenggot, Laskar Buruh, Laskar Minyak, dan lain-lain 

(Semarang Cabang 073, 1973:16).  

Pada masa perang melawan Belanda, para pemimpin informal pro-republik 

memerintahkan warganya untuk memberikan bantuan logistik untuk para 
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pejuang ini. Mereka adalah pamong desa dan para kyai, terlebih kyai yang 

dianggap mempunyai kekuatan mistik. Kekuatan mistik yang kerap disebut 

karomah ini dianggap sebagai pemberian Tuhan. Orang-orang yang tergabung 

dalam kelaskaran, ketika bertempur kerap menggunakan kekuatan gaib untuk 

melawan musuh. Jimat, ajian dan kekebalan dipercaya dapat mendatangkan 

berkah, kemakmuran, keselamatan dan perlindungan. Para kyai mengobarkan 

semangat jihad dan syahid bagi para santrinya yang ikut berjuang. Beberapa 

pondok pesantren terkenal yang menjadi basis perjuangan adalah, Pondok 

Popongan di Desa Bringin yang dipimpin oleh Kyai Achmadi; Pondok Tingkir 

pimpinan Kyai Zubair dan Pondok Metak di Susukan (Balai Pelestarian 

Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:119-120).  

Peranan pemimpin desa dalam keadaan perang amat penting. Mereka 

memobilisasi kekuatan massa, mengumpulkan bahan makanan, menyediakan 

tempat tinggal, mengorganisir masyarakat untuk mendukung perjuangan serta 

membantu dalam bidang materi. Meski demikian, banyak pula di kalangan 

pemimpin yang lebih memihak Belanda karena di daerah yang dikuasai 

Belanda lebih mudah untuk mendapatkan keperluan sehari-hari, disamping 

mereka tidak terkena kewajiban dalam perang gerilya (wawancara dengan 

Soertini, Juli 2008). Pemimpin yang republiken membagi tugas bagi 

warganya, --baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, tak 

terkecuali anak-anak-- untuk membantu para pejuang. Bantuan yang 
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diharapkan berupa palang merah, dapur umum, penjaga telaphon, polisi puteri 

istimewa, pengantar surat dan pengetik (Barisan rakyat, No.3 Tahun 1945).  

Kabar tentang kedatangan kembali Belanda untuk menjajah, membuat 

masyarakat melakukan berbagai persiapan. Latihan militer dan perlindungan 

untuk warga sipil kian digencarkan. Di Salatiga, rakyat mulai membangun 

lubang-lubang perlindungan (loopgraaf). Sementara di sekitar Salatiga, seperti 

Desa Susukan, kentongan dipakai sebagai tanda bahaya. Begitu kentongan 

dipukul, semua penduduk desa diperintahkan memasang barikade, dan 

berjaga-jaga dengan senjata yang mereka miliki (Balai Pelestarian Sejarah dan 

Nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:120-121). 

Di berbagai tempat, adanya kabar akan kembalinya Belanda mempersulit 

keadaan. Kondisi diwarnai sikap saling mencurigai. Pemerintah melalui RRI 

(Radio Republik Indonesia) memerintahkan rakyatnya agar waspada karena 

mata-mata musuh berkeliaran, terutama di tempat-tempat ramai. Dikatakan 

bahwa di tempat orang-orang berkerumun, musuh mencap pakaian orang-

orang dengan warna merah, putih dan biru (warna bendera Belanda) agar 

orang-orang tersebut berhadapan dengan polisi dan TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat) (Barisan Rakyat, Nomor.4 Tahun 1945). 
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BAB III 

 AGRESI MILITER BELANDA PERTAMA DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP KONDISI MASYARAKAT SALATIGA TAHUN 1945-1947 

 

A. Krisis Politik 

Selama bulan Agustus hingga September 1945, masyarakat Salatiga 

dibakar gelora revolusi. Kesadaran akan makna kemerdekaan diwujudkan 

dengan melawan kekuatan-kekuatan asing yang selama ini mereka takuti. 

Mereka membentuk badan-badan perjuangan seperti Barisan Banteng, 

Pasukan Merbabu, Laskar Rakyat dan kesatuan lain. Aksi massa menentang 

penjajahan diwujudkan pula dalam gelombang aksi corat coret yang tertoreh 

di dinding-dinding gedung maupun kendaraan umum.  Persenjataan mereka 

peroleh dengan mengambilalih persenjataan milik Jepang (Wawancara 

Sarmuji, 22 Januari 2009).  

Perusakan bangunan-bangunan dilakukan oleh pejuang dan warga sipil. 

Rumah-rumah Belanda yang telah ditinggalkan pemiliknya, dan digunakan 

untuk keperluan Jepang dijadikan sasaran jarahan. Isi gedung dijarah, lantas 

peralatan sehari-hari dan bahan makanan yang ada di dalamnya diusung ke 

desa dan dibagikan pada penduduk yang telah lama menderita kekurangan 

bahan sandang dan pangan. Tidak kurang dari 100 rumah, gedung dan 

bungalau di Getasan, Kopeng, Wates dan Sumogawe dihancurkan rata dengan 

tanah, maka dari itu barisan ini dinamai dengan Barisan Oesoeng-Oesoeng 

atau BOO (Handjojo, 1973:59). 
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Sekitar bulan November hingga Desember 1945, di Salatiga tengah terjadi 

suatu krisis politik. Pergolakan yang meluas di Sumatra Utara, Surakarta, 

Pekalongan, Tegal dan Salatiga dapat disebut sebagai pergolakan sosial atau 

revolusi sosial, tidak lain karena terjadi banyak konflik sosial, perebutan 

kekuasaan, penumpasan lawan dengan kekerasan (Kartodirjo (1986) dalam 

Lucas, 2004:V). Konflik sosial yang terjadi di Salatiga adalah konflik kelas 

antara golongan pribumi dengan golongan Cina. Golongan Cina telah sekian 

lama menumpang hidup di bumi Indonesia, sehingga keberadaan mereka 

dianggap sebagai parasut. Kedekatan golongan Cina dengan orang-orang 

Belanda kian menambah kemarahan masyarakat bumi putera. Orang-orang 

Cina menjadi korban keresahan sosial karena mereka dipandang sebagai agen-

agen potensial Belanda oleh bangsa Indonesia (Wertheim, 1999:127).  

Menurut penuturan Soertini (Wawancara, Juli 2008) di Salatiga orang-

orang Eropa dan Cina ditangkap dan ditahan  di Hotel Kalitaman, kemudian 

rumah mereka diduduki massa, dan harta benda yang mereka miliki habis 

dijarah massa. Gelombang aksi massa ini dipelopori oleh Pesindo (Pemuda 

Sosialis Indonesia) Salatiga, sehingga rakyat menganggap bahwa pada saat itu, 

Kota Salatiga berada di bawah kekuasaan Pesindo; Begitu kuatnya pengaruh 

Pesindo sehingga bisa mendikte, bahkan menonaktifkan aparat (Balai 

Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisisonal Yogyakarta, 2006:121).  

Pesindo, organisasi terkuat di Salatiga mengambil alih pemerintahan 

ketika Salatiga berada dalam situasi konflik rasial (1945-1946). Pemerintah 

kota yang resmi berkuasa pasca proklamasi kemerdekaan RI adalah pimpinan 
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R. Soemitro, yang telah menjabat sebagai walikota sejak bulan Juli 1945 

ketika Jepang masih berkuasa (Andaryoko, Suara Merdeka 29 Juni 1983; 

Handjojo, Suara Merdeka Mei 1975, Hal.IV). Kekuasaan Soemitro sebagai 

walikota lemah karena tidak sanggup menangani konflik rasial ini, bahkan 

Sartono Kartodirjo, seorang aktivis pemuda di Salatiga yang kemudian 

menjadi sejarawan, menganggap Salatiga pada waktu itu tengah dalam kondisi 

kekosongan semi politik, sehingga merupakan momentum yang tepat bagi 

Pesindo untuk melancarkan kudeta; Secara resmi, pemerintahan kotapraja itu 

diambil alih oleh Pesindo, dan seorang yang bernama S.Karna, diangkat 

sebagai Residen Semarang (Kartodirjo, 1997:70). 

Kedudukan Pesindo Salatiga semakin kuat dengan berpindahnya pusat 

administratif Karesidenan Semarang dari Kota Semarang ke Kota Kolonial 

Salatiga. Perpindahan ini dikarenakan kondisi pemerintah Republik di 

Semarang kian genting sebab Kota Semarang diduduki NICA (Netherland 

Indies Civil Administration) yang ditandai dengan serah terima komando 

pendudukan dari Brigade Darling (Inggris) kepada Kolonel Van Langen, 

yakni Komandan Brigade Tentara KNIL (Belanda) tanggal 17 Mei 1946, 

sehingga Kantor Residen Semarang pindah ke Hotel Bloomenstein Salatiga 

(Handjojo, 1973:30). Melalui Residen Semarang, S. Karna, Pesindo 

mendapatkan kekuatan politis untuk mendukung gerakan-gerakan mereka. 

Pesindo, meski telah mengambilalih pemerintahan namun secara hukum 

lemah. Kartodirjo (1994:70) menyatakan bahwa pengambilalihan itu 

berlangsung dengan lancar hingga tanpa kekacauan dan keributan tidak 
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menarik perhatian rakyat umum, namun tanpa pengalaman dan tanpa basis 

hukum, tampaknya amat sukar melaksanakan pemerintahan, seperti kasus 

ketika para penjahat dapat dipenjarakan, akan tetapi hampir tidak mungkin 

mengadili mereka, dan ketertiban serta keamanan tidak terjaga dikarenakan 

tidak adanya suatu angkatan kepolisian yang efektif. Hal ini bertentangan 

dengan pernyataan Soediro, seorang pemimpin Pesindo Salatiga tahun 1946, 

bahwa anggota Pesindo tak hanya mahir bertempur tetapi juga piawai dalam 

masalah administratif (Soediro, 1950:3). 

Pada masa kekuasaan Pesindo, siang dan malam pemuda-pemuda 

bersenjata berkeliaran di jalan-jalan melakukan pemeriksaan di jalan-jalan 

Salatiga. Seorang Cina melapor sambil membawa bukti bahwa dia dimintai 

uang sebanyak Rp. 90.000,- disertai ancaman jika tidak membayar, rumahnya 

akan disita. Massa rakyat yang jumlahnya ribuan membuat aparat 

pemerintahan sipil dan polisi tidak berdaya. Salah satu aksi massa terjadi pada 

tanggal 22 Juli 1947, ketika rumah-rumah warga Cina dijarah dan dibakar 

(Wawancara R.Poniman Tonys, Juli 2008). 

Dalam situasi penuh konflik tersebut, posisi Residen S. Karna yang 

diangkat oleh Pesindo menjadi terjepit. Di satu pihak dia mengemban tugas 

pemerintah untuk memimpin Karesidenan Semarang, di lain pihak Pesindo 

berusaha memanfaatkan dirinya untuk memuluskan aksi mereka. Sementara 

S.Karna  juga mendapat tekanan dari lawan-lawan politiknya. Saat itu muncul 

berbagai reaksi melawan Residen S. Karna. Markas gabungan yang mewakili 

Polisi Tentara, Polisi Keamanan, Markas Pimpinan Pertempuran, Barisan 
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Banteng, Laskar Rakyat, BPRI, Masyumi, dan Badan Pekerja KNI Daerah 

Salatiga melontarkan mosi tidak percaya,  sehingga pada pertengahan April 

1946 Residen S. Karna mengajukan surat permohonan berhenti, namun ditolak 

oleh pemerintah pusat (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 

Yogyakarta, 2006:121).  

Krisis ini kian berlanjut hingga terjadi peristiwa pengungsian warga 

Tionghoa Salatiga ke daerah-daerah di Kabupaten Semarang. Rumah-rumah 

warga Tionghoa ini dirampok dan dijarah, lantas dibakar. Kekacauan itu 

bertambah ketika tidak ada koordinasi yang jelas antara TNI dan laskar yang 

terlihat pada tindakan bumi hangus yang bertujuan untuk menghancurkan 

fasilitas agar tidak dapat dimanfaatkan lawan, namun malah meletuskan 

konflik rasial dengan orang-orang Cina yang mana rumah-rumah mereka turut 

dibakar massa.  Keleluasaan seseorang membentuk pasukan sendiri, disertai 

keleluasaan mengangkat opsir sendiri dan menentukan pangkat membuat 

laskar-laskar ini merasa berhak untuk bertindak sekehendaknya 

(budaya_tionghua @yahoogroups.com). 

 

B. Agresi Militer Belanda I 

Sejak kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia tahun 1945, yang 

diboncengi NICA, Pemerintah Sipil Hindia Belanda, terjadilah berbagai 

pertempuran antara pihak RI dan Sekutu. Salah satu pertempuran yang 

terkenal, adalah peristiwa Palagan Ambarawa, sebuah daerah yang terletak 12 

Km dari Salatiga. Setelah lebih dari satu tahun tentara Inggris bertugas di 
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Indonesia, selanjutnya dicapai suatu genjatan senjata tanggal 14 Oktober 1946. 

Meski demikian, Inggris telah menduduki beberapa kota besar, seperti Jakarta, 

Bandung, Bogor, Semarang dan Surabaya, untuk selanjutnya diserahkan 

kepada Belanda. Pemerintah Inggris mengutus diplomat Lord Killearn ke 

Indonesia untuk menjadi perantara perundingan penyelesaian persoalan RI dan 

Belanda, sehingga tercapai Perjanjian Linggajati pada tanggal 15 November 

1946 (Moedjanto, 1992:181).  

Pelaksanaan persetujuan Linggajati mengalami kemacetan. Pokok dari 

persetujuan Linggajati adalah Belanda mengakui Republik sebagai kekuasaan 

de facto di Jawa, Madura dan Sumatra; Kedua belah pihak sepakat untuk 

bekerja sama dalam pembentukan suatu Negara Indonesia Serikat yang 

berbentuk federal, yang di dalamnya Republik akan menjadi salah satu di 

antara negara-negara federal dan Ratu Belanda akan menjadi pemimpin 

simbolis Uni Belanda-Indonesia dari Indonesia Serikat tersebut (Ricklefs, 

1991:337). Perjanjian itu menimbulkan perbedaan penafsiran diantara kedua 

belah pihak. Di satu pihak, Pemerintah Belanda  menduga bahwa kerjasama 

dengan Republik itu tetap mengandung arti kelanjutan kepemimpinan Belanda 

dan tanggung jawab tunggal sebelum RIS (Republik Indonesia Serikat) 

terbentuk, di lain pihak Republik mengartikan istilah itu berarti tanggung 

jawab bersama dan saling berkonsultasi dalam mendirikan federasi yang akan 

dibentuk kemudian (Kahin,1995:259). 

Belanda tidak puas akan persetujuan Linggajati dan menganggap RI tidak 

bersedia menaati perjanjian Linggajati. Suatu tindakan RI yang membuat 
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Belanda menganggap RI melanggar perjanjian tersebut ialah RI terus 

mengadakan hubungan dengan luar negeri seperti India, Mesir dan Timur 

Tengah, yang menurut Belanda hal tersebut bukan kewenangan RI 

(Moedjanto,1992:185).  

Belanda mengajukan tuntutan kepada Republik pada tanggal 14/15 Juli 

1947. Ultimatum tersebut berbunyi: (1) Selambat-lambatnya tanggal 16 Juli  

pukul 23.59 Republik memerintahkan menghentikan permusuhan (bersenjata 

maupun tidak bersenjata), menghentikan pengrusakan-pengrusakan. Blokade 

makanan dan aksi terhadap daerah di luar Republik); (2) Selambat-lambatnya 

tanggal 17 Juli dilakukan aturan-aturan untuk menghentikan semua 

propaganda anti Belanda; (3) Selambat-lambatnya tanggal 19 Juli jam 18.00 

harus dimulai usaha mengundurkan tentara republik sampai 10 Km dari batas-

daerah-daerah yang diduduki Belanda, di mana pemeliharaan keamanan 

sementara diatur oleh polisi biasa sampai terbentuknya Polisi bersama; (4) 

Selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli usaha mengundurkan tentara dari 

perbatasan itu harus selesai; (5) Sesudah itu barulah dari pihak Belanda 

dilakukan usaha pergantian tentara di daerah perbatasan dengan polisi sampai 

dibentuknya Polisi bersama (Harian Merdeka Sala, 12 Juli 1947 dalam 

Semarang Cabang 073, 1960:93). 

Republik menolak ultimatum Belanda tersebut. Perdana Menteri Amir 

Syarifudin menyatakan penolakan itu dalam siaran radio tanggal 16 Juli 1947, 

‘Dengan penuh rasa tanggung-jawab Pemerintah menolak tuntutan Belanda 

itu, Kita mengetahui apa yang akan terjadi akibatnya, tetapi Pemerintah 
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Republik beranggapan bahwa kebenaran dalam hal ini adalah di pihaknya. 

Kita suka damai, tetapi dalam usaha ini dipersukar oleh pihak Belanda dengan 

tuntutan-tuntutan yang tidak berarti penyelesaian politik, yang tidak seolah-

olah hanya pihak Republik yang bersalah’ (Semarang Cabang 073, 1960:94). 

Sikap Republik yang menolak tuntutan Belanda, membuat Belanda geram 

dan melancarkan ‘aksi polisonil’ yang pertama. Moedjanto (1992:189) 

menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli malam, Belanda menyatakan tidak 

terikat lagi oleh persetujuan Linggajati dan bebas bertindak, ini berarti agresi 

bagi RI, yang dilancarkan keesokan harinya tanggal 21 Juli 1947 dengan 

menyerang daerah-daerah RI dengan menggunakan seluruh kekuatannya, 

termasuk pesawat-pesawat terbang. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta 

dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten) dan dari 

Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur, serta pasukan untuk 

mengamankan wilayah Semarang (Ricklefs, 1991:338).  

Selain faktor politis yang dijelaskan di atas, penyebab agresi militer 

Belanda dapat dilihat pula dari faktor ekonomi. Menurut Wetheim penyebab 

aksi polisionil pertama ialah: (1) Kurangnya bahan makanan akibat blokade 

hasil pertanian di daerah yang dikuasai Belanda yang dilakukan pihak 

Republik; (2) Belanda berupaya menguasai kembali perusahaan-perusahaan 

sumber devisa yang penting dalam perekonomian negara agar mesin militer 

mereka tetap berjalan.  

Meski pernyataan agresi dilontarkan pada tanggal 20 Juli malam, namun 

perintah agresi kepada pasukan-pasukan Belanda telah disampaikan beberapa 
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hari sebelumnya. Dalam http://members.lycos.co.uk/tigerbrigade/1police 

action ‘For the Tiger Brigade the 1st Police Action started in the evening on 

18th July 1947 at 23.00 when the order to go into action was received (Untuk 

Brigade Tiger, aksi polisionil pertama dimulai pada tanggal 18 Juli 1947 

malam hari pukul 23.00 ketika perintah untuk melakukannya diterima). 

Brigade Tiger atau Brigade T adalah pasukan Belanda yang ditugaskan di 

wilayah Semarang untuk meluaskan pendudukannya ke daerah-daerah di Jawa 

Tengah. Mereka tiba di Semarang tanggal 12 Maret 1946. Menurut kesaksian 

Limburg, seorang veteran Belanda, ketika mereka tiba, bendera merah putih 

berkibar di depan rumah-rumah penduduk, slogan-slogan anti Belanda ditulis 

dalam bahasa Inggris dan Melayu (lihat gambar 3.1), persediaan bahan 

makanan minim dan rakyat menderita kelaparan serta terjangkit berbagai 

macam penyakit (http://www.kgwiking.com/newsletter/July2004/ 

Stoottroepen_Stories2.html). 

 
Gambar 3.1. Slogan pembakar semangat rakyat di Semarang. 

Sumber: http://www.kgwiking.com/newsletter/July2004/Stoottroepen_Stories2 
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Aksi Militer I Belanda dilancarkan di Semarang dan sekitarnya pada 

tanggal 21 Juli 1947 lewat serangan darat dan udara. Operasi yang bertujuan 

menguasai Ungaran 14 Km dari Semarang, dimulai pada pukul 07.09 pagi hari 

dengan mengorganisir pasukan menjadi tiga regu, yaitu Resimen Infantri 

kedua sampai ketujuh di sisi kiri yang bergerak maju, Resiment Stoottroepen 

(Resimen Tempur) di sisi tengah yang didukung dengan peleton penjinak 

ranjau, dan 3 tank Squadron dari kavaleri (pasukan pengendara) beserta 

Infantri (pasukan pejalan kaki) di sisi tengah (http://members.lycos.co.uk/ 

tigerbrigade/1policeaction).  

Ungaran dapat diduduki Belanda setelah mendapat berbagai rintangan dari 

TNI. Penerobosan Belanda ke Selatan pertama-tama terhambat di Srondol 

karena gerakannya terhambat ranjau-ranjau. TNI menghalangi gerak pasukan 

Belanda dengan memasang blokade jalan dan ranjau-ranjau, sehingga Belanda 

harus mengatasinya dengan memindahkan blok tersebut dengan buldoser  

karena pejuang RI menebang pohon besar untuk menghalangi gerak pasukan 

Belanda dan konvoi mereka di jalan (Wawancara dengan Poniman Tonys Juli 

2008).  

Perlawanan di front Ungaran ini berupa lemparan petasan, mortar dan 

granat yang salah satunya jatuh sekitar 20 meter dari penyimpanan amunisi, 

selain itu, peta yang ditemukan Belanda di Ungaran menunjukkan adanya 

rencana pertahanan antara daerah Ungaran dan Bawen, akhirnya Ungaran 

dapat diduduki Belanda pada pukul 18.00 tanggal 21 Juli 1947 

(http://members.lycos.co.uk/tigerbrigade/1policeaction). Dari Ungaran, 
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Pasukan Belanda pecah menjadi dua (Lihat lampiran 15), sebagian lewat 

Karangjati, Klepu, Bringin sampai Delik (Daerah Tuntang), sedangkan yang 

lain bergerak dari Ungaran ke Bawen kemudian ke Ambarawa (Semarang 

Cabang 073, 1960:96). 

Setelah menduduki Ungaran dan sekitarnya, Belanda berniat menguasai 

fasilitas-fasilitas yang ada di Salatiga dan sekitarnya. P.A Paulusma, seorang 

veteran Belanda, menuturkan ‘When this target was secured the armor-

infantry-unit would thrust rapidly forward along the road to Salatiga for the 

purpose of capturing undamaged: (1) the bridge over the Kali Toentang in the 

main road to Salatiga, Surakarta (Solo) and Yogyakarta;  

(2) The railway station of Toentang; (3) The electricity power station at the 

Toentang river, and (4) Possibly the town of Salatiga (Ketika target telah 

diduduki, unit infantri akan terus bergerak ke Salatiga yang bertujuan untuk 

mengambil (fasilitas-fasilitas) tanpa kerusakan, seperti: (1) Jembatan Tuntang 

di jalan utama menuju Salatiga, Surakarta dan Yogyakarta; (2) Stasiun Kereta 

Api Tuntang; (3) Pembangkit Listrik di Sungai Tuntang, dan (4) Jika 

memungkinkan,  Kota Salatiga’(http://www.stoottroepers.nl/pap-03-g.jpg).  

Jembatan Tuntang merupakan sarana lalu lintas yang penting karena 

jembatan ini berada di jalan raya Semarang-Solo, menghubungkan Kabupaten 

Semarang dan akses menuju ke Selatan yang terbelah Sungai Tuntang. 

Jembatan Tuntang perlu dikuasai Belanda untuk memuluskan laju tank-tank 

maupun mobil perang mereka (lihat gambar 3.2). 



 
 

85

 
 

Gambar 3.2. 1947: Mobil-mobil Artileri Brigade T di Jembatan Tuntang. 
Sumber: http://www.stoottroepers.nl/pap-03-g.jpg. 

 
Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa jembatan Tuntang pada masa 

itu telah dibangun Belanda dengan beton putih. Terlihat pula dalam gambar 

bahwa jembatan itu berada di dekat tanah perkebunan, sehingga keberadaan 

jembatan Tuntang menunjang kegiatan perekonomian yakni untuk 

memudahkan pengontrolan terhadap perkebunan dan melancarkan distribusi 

hasil-hasil perkebunan.  

Target aksi polisionil Belanda selanjutnya ialah Stasiun Tuntang (lihat 

gambar 3.3). Pembangunan Stasiun Tuntang diawali dengan pembangunan 

Stasiun Willem I di Ambarawa (sekarang Museum Kereta Api) tahun 1873 

(Supangkat, 2007:61). Pembangunan stasiun ialah untuk memperlancar 

pengangkutan hasil-hasil perkebunan. bagi Belanda, menguasai Stasiun 

Tuntang cukup penting, selain untuk transportasi biasa, stasiun juga 
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merupakan sarana penunjang bagi perusahaan perkebunan Belanda yang ingin 

mereka aktifkan kembali.  

 
Gambar 3.3. Stasiun Tuntang tahun 1947 menjadi target incaran 

 Aksi  Polisionil Belanda I. 
Sumber: http://www.stoottroepers.nl/pap-03-g.jpg 

 

 
Gambar 3.4. Pasukan Belanda di PLTA Jelok yang sumbernya berasal dari 

Sungai Tuntang. 
Sumber: http://members.lycos.co.uk/tigerbrigade/1policeaction 

 
Target lain adalah pembangkit listrik. Air di Sungai Tuntang dimanfaatkan 

untuk sarana listrik, untuk itu, pada masa kolonial, telah dibangun Pembangkit 

Listrik Tenaga Air di Jelok (lihat gambar 3.4). Budaya orang-orang Belanda 
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membuat mereka sangat membutuhkan sarana listrik, misalnya untuk lampu, 

radio, memutar musik dan lain-lain.  

Di tengah kesibukan infantri dan artileri Belanda menghadapi rintangan 

dari TNI di Ungaran, Angkatan Udara Belanda melakukan pengintaian di 

Salatiga. Kejadian berlangsung tanggal 21 Juli 1947 pukul 11.00 siang. 

Menurut kesaksian Sartono Kartodirjo, pada suatu Minggu pagi yang cerah 

penduduk Kota Salatiga dikejutkan dengan pesawat terbang yang 

berterbangan di atas kota sambil menembakkan senapan mesinnya ke pusat 

kota di sekeliling Hotel Kalitaman (Kartodirjo, 1997:72).  

Keesokan harinya, tanggal 22 Juli 1947, pasukan Belanda masuk ke Kota 

Salatiga. Pasukan itu terdiri dari mobil-mobil Squadron 2e Angkatan darat, 1 

kompi pasukan tempur, dan tank-tank Huzaren van Boreel dari resimen 

kavaleri, mereka disebut assault-platoon (peleton penyerang) 

(http://www.stoottroepers.nl/pap-03-g.jpg). Sebelum Belanda mencapai 

Salatiga, terjadi pertempuran dengan pasukan Resimen II Brigade XXIV di 

Bawen dan Delik (Tuntang) yang dipimpin oleh Kolonel Anwar Santosa, 

namun pertahanan pasukan RI ini tidak mampu menghalau Belanda untuk 

bergerak memasuki Salatiga (Semarang Kodam, 1961:133).  

Belanda yang dapat menerobos pertahanan RI di Delik, lantas meneruskan 

gerakan ke Salatiga. Saat pasukan Belanda masuk, pertahanan pejuang RI di 

Salatiga rapuh. Sebagian besar TNI ditugaskan untuk memperkuat pertahanan 

di front Ungaran, Klepu dan Delik, sedangkan 100 personel yang menjaga 

Salatiga tengah dalam keadaan berjemur di depan Hotel Kalitaman (lihat 
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gambar 3.5) sehingga kurang siap bertempur, beberapa diantaranya kemudian 

ditawan Belanda (Harian Soeloeh Rakjat,26 Juli 1947). Pasukan RI di Salatiga 

seharusnya bersiap diri untuk mempertahankan wilayah atau membuat 

blokade untuk menghambat gerak Belanda, bukannya berjemur layaknya 

menikmati liburan. Pertahanan RI di Delik Tuntang malah membuat 100 

personel TNI di Salatiga ini mengandalkan kekuatan pertahanan tersebut 

sehingga merasa mereka bebas tugas. Keadaan ini juga menandakan 

kurangnya komunikasi antar pasukan RI.  

 

 

Gambar 3.5. Hotel Kalitaman tahun 1947 yang menjadi markas 
pejuang republik (sekarang Bank Jateng). 

Sumber: http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views 
 

Berdasarkan gambar 3.5 tampak bahwa Hotel Kalitaman adalah bangunan 

yang kokoh dan besar sehingga sesuai untuk dijadikan markas. Hotel ini pada 

masa kolonial hanya khusus untuk orang-orang Belanda dan Timur asing. 
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Pekarangan di depan hotel yang luas cocok untuk upacara militer maupun 

tempat berkumpul pasukan.  

Pada tanggal 22 Juli 1947 itu juga tentara Belanda berhasil menduduki 

Salatiga. Dua buah tank Belanda menyerbu Kota Salatiga pada pukul 11.00 

hingga 12.00. Menurut kesaksian Poniman Tonis, pasukan itu masuk ke Kota 

Salatiga kemudian melepaskan tembakan-tembakan secara membabi buta, 

sehingga banyak warga sipil yang menjadi korban (Wawancara R. Poniman 

Tonys, Juli 2008).  

Pasukan RI berusaha mempertahankan diri dengan tetap melawan Belanda 

dengan persenjataan canggihnya. Di saat pertempuran berlangsung di sekitar 

Jalan Tuntang dan Jalan Solo, mendadak pasukan RI diserang tembakan dari 

arah Pecinan sehingga pertahanan menjadi kocar-kacir (lihat gambar 3.6) 

(ANRI: Kementrian Sosial No.53). pasukan Republik yakin bahwa tembakan 

itu berasal dari pemukiman orang-orang Cina.  

Warga Cina di Salatiga tampaknya mengharapkan kembalinya kekuasaan 

Belanda. Dikatakan dalam http://members.lycos.co.uk/tigerbrigade/ 

1policeaction bahwa penduduk setempat (warga di Jalan Solo/Pecinan) 

memohon kepada pasukan Belanda untuk tetap tinggal dan menakuti pasukan 

republik, namun keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi karena pemimpin 

pasukan Belanda memerintahkan kembali ke kamp di Tuntang untuk 

persiapan bergerak ke Solo. Tanggal 22 Juli 1947 Belanda meneruskan 

serangannya menuju ke Surakarta, tetapi selalu mendapat perlawanan dari 
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kesatuan-kesatuan TNI, maka Belanda berhenti di sekitar Salatiga (Soepanto, 

1992:82. 

 

 

Gambar 3.6. Rekonstruksi pertempuran di pusat Kota Salatiga. 
 

 
Setelah berhasil merebut Salatiga, Belanda ternyata tidak langsung 

mendudukinya. Menurut kesaksian Kartodirjo (1997:72) tank-tank Belanda 

berhenti di Hotel Kalitaman, dan sore hari sebelum malam tank-tank itu 

menghilang dan tampak telah meninggalkan kota. Hotel Kalitaman menjadi 

sasaran utama serangan tentara Belanda karena hotel tersebut merupakan 

Markas Pimpinan Pertempuran (MPP) para pejuang RI. Tujuan pasukan 

Belanda menyerbu Kota Salatiga ialah membebaskan tawanan Belanda di 

Hotel Kalitaman dan mengadakan pengintaian untuk bergerak ke Solo, usai 

Medan 
Pertempura
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tujuan mereka terpenuhi, pasukan itu kembali ke kamp mereka di Tuntang 

(http://members.lycos.co.uk/tigerbrigade/1policeaction). 

Dengan mundurnya Belanda maka TNI berkesempatan masuk kota dan 

berkonsolidasi kembali. TNI kemudian menyelidiki asal tembakan yang 

meyerang mereka dari belakang dan berkesimpulan bahwa tembakan berasal 

dari rumah orang-orang Cina di sepanjang Jalan Solo. Kejadian itu telah 

mengundang kecurigaan terhadap orang-orang Tionghoa. Sore hari itu juga 

dilakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah orang Cina di sepanjang 

Jalan Solo untuk mencari senjata dan menangkap pelakunya (Balai Pelestarian 

Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:122). 

TNI dan badan-badan perjuangan lain melakukan taktik bumi hangus agar 

fasilitas-fasilitas yang ada di Salatiga tidak dapat digunakan Belanda. Di 

antara gedung-gedung yang dibumihanguskan tersebut ialah: (1) Societeit 

Harmoni di Tamansari; (2) Hotel Berg en Dahl di Tamansari; (3) Gedung 

NISVO (Nederlandsch Indische Spoorweg Vrouwen Vereeniging); (4) Rumah 

Mayor Tiong Hoa Bhe Kwat Koen di Jalan Solo; (5) Rumah Letnan Tionghoa 

Liem Swie Liong di Jalan Solo; (6) Toko Roti Kawit; (7) Toko Roti Buyut; (8) 

Tiga rumah di Jalan Karanganyar; (9) Dua rumah di Jalan Kotapraja; (10) 

Empat rumah di Jalan Pemotongan; (11) Dua rumah di Jalan Bringin; (12) 

Kurang lebih 30 toko di Jalan Solo dengan kerusakan kecil (Handjojo, 

1973:34).  Sedangkan menurut keterangan dari pengurus Komite Korban 

Tionghoa Salatiga, dari 325 rumah Tionghoa, 130 buah dintaranya terbakar 
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(Soeloeh Rakjat, 12 September 1947. Hal 2). Aksi bumi hangus ini membuat 

beberapa bangunan di kawasan Pecinan rusak (lihat gambar 3.7). 

Societeit Harmoni dan gedung NISVO adalah gedung-gedung yang 

penting dalam suatu kota kolonial. Societeit Harmoni meski khusus untuk 

orang-orang Eropa namun, gedung ini menjadi salah satu alat untuk 

menanamkan pengaruh kebudayaan Barat di Negeri Indonesia. Gedung 

NISVO jelas merupakan fasilitas penting dalam bidang transportasi, sehingga 

merupakan sasaran bumihangus yang tepat. Rumah-rumah bangsa Tionghoa, 

yang banyak menjadi sasaran pembakaran, sebenarnya bukan merupakan 

fasilitas penting. Rumah-rumah itu hanya korban aksi massa yang tak 

terkendali. Gedung-gedung yang jelas memiliki arti penting bagi militer 

Belanda malah masih eksis, seperti tangsi besar di Makutarama, dan Kantor 

Telephon dan Telegraf. 

 
Gambar 3.7. Soloscheweg/Jalan Solo (sekarang: Jalan Jendral Sudirman) 

setelah dibumihanguskan oleh para pejuang Republik pada Agresi 
Belanda I tanggal 22 Juli 1947 di Salatiga. 
Sumber: : http://salatiga-photo-archives.blogspot.com/ 
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Daerah di sekitar Jalan Solo dan bundaran Tugu menjadi lautan api dan 

sasaran perampokan. Tindakan bumi hangus berlangsung sepanjang malam, 

dan baru berhenti ketika Belanda masuk kota kembali. Api segera dijinakkan 

meski tak kunjung padam. Kota Salatiga menjadi lengang karena ditinggalkan 

penghuninya. Rumah orang-orang Cina dapat dikatakan kosong, yang 

tertinggal hanya orang-orang tua yang penyakitan atau lumpuh. Di jalan-jalan 

banyak perabot rumah tangga berserakan, bahan makanan tak sempat 

diselamatkan sehingga tampak bahwa kejadian pembakaran tersebut membuat 

warga Tionghoa terburu-buru melarikan diri tidak sempat menyelamatkan 

barang-barang kebutuhan mereka sehari-hari (Harian Soeloeh Rakjat, 26 Juli 

1947). 

Keesokan harinya, tanggal 23 Juli 1947, Belanda kembali masuk ke Kota 

Salatiga. Menurut kesaksian Handjojo (1973:34) kekuatan Belanda terdiri 

dari: (1) 1 kompi Regiment Stoottroepen yang terdiri dari tentara Koninklijjke 

Leger (KL); (2) 1 Batalion 2-7th Regiment Infantry (dari Divisi 7 Desember) 

kurang lebih 250 orang; (3) 1 eskadron KNIL, kurang lebih 250 orang; (4) 1 

battery artillery, dan (5) 1 kompi Batalion Bewaking kurang lebih 175 tentara 

KNIL. Resimen infantri menempati rumah assisten residen di Jalan Tuntang, 

Tentara KL menduduki tangsi besar Makutarama, Artileri di Ngebul, Brigade 

Batalion di Hotel Blommenstein dan KNIL ditempatkan di Noormaalschool 

(Wawancara Sarmuji, 21 Juli 2009).  

Kompi adalah satuan militer dimana kekuatan personilnya kurang lebih 

dari 180 hingga 250 orang yang dipimpin seorang Kapten.  Diatas kompi ada 
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kesatuan Batalyon. Batalyon adalah Satuan dasar tempur di bawah Brigade 

atau Resimen yang terdiri dari suatu Markas dan beberapa Kompi (biasanya 

tiga Kompi) atau Baterai (istilah Kompi khusus untuk satuan Artileri) dengan 

jumlah personil kurang lebih 700 hingga 1000 orang dan biasanya dipimpin 

seorang Mayor (senior) atau Letnan Kolonel (http://faculty.petra.ac.id/ido/ 

artikel/istilah_militer.html).  

Pada tanggal 23 Juli 1947 ini terjadi pertempuran antara RI dan Belanda di 

Salatiga. Lima puluh orang polisi yang dipimpin oleh Inspektur Soetardjo 

beserta badan-badan perjuangan lain bertahan di Tengaran. Para pejuang ini 

bertahan di balik tanggul-tanggul . Setelah komandan memberi instruksi untuk 

menembak, maka para pejuang mulai menembaki pasukan Belanda. Pasukan 

Belanda yang datang dari arah Desa Ujung-ujung merasa terusik, lantas 

menembakkan serangan balik. Medan pertempuran ini berada di antara sawah-

sawah. Belanda bergerak maju mendatangi pasukan gerilya RI yang berada di 

balik tanggul, namun gencarnya tembakan dari pejuang RI menahan gerak 

Belanda untuk terus maju. Pihak Belanda lantas mendapat bantuan dari 

jurusan lain dari Utara dan Timur, sehingga RI merasa terdesak dan mundur 

dari medan pertempuran. Dalam pertempuran ini seorang pejuang RI gugur 

dengan gagah berani di medan laga (Tonys, 2008b:2 dan wawancara 

R.Poniman Tonys, Juli 2008). 

Kedatangan Belanda dengan kendaraan perangnya telah membuat warga 

Salatiga ketakutan, sehingga terjadi pengungsian besar-besaran pasca Aksi 

Polisionil Belanda I. Situasi keamanan kota yang kian genting dan aksi bumi 
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hangus atau lebih tepatnya aksi pembakaran pemukiman Cina, membuat 

masyarakat Salatiga mencari tempat tinggal ke daerah yang lebih aman. 

Daerah tujuan pengungsian mereka ialah Tengaran dan Susukan yang pada 

masa tersebut merupakan daerah pro-RI. Dalam gelombang pengungsian ini 

diikuti sekitar 27.000 warga Salatiga. Menurut keterangan residen Stok, 

penduduk Salatiga yang berjumlah 30.000 orang itu hanya tinggal 3000 orang 

saja (Soeloeh Rakjat, 12 September 1947. Hal. II). 

Salatiga merupakan jalur penghubung dari  Semarang ke Solo, sehingga 

dengan jatuhnya Salatiga mempermudah  akses ke Solo menjadi lebih mudah. 

Pada tanggal 25 Juli 1947, gerakan Belanda ke Selatan (Solo) terhambat oleh 

rintangan-rintangan yang dibuat pejuang RI. Para pejuang telah memutuskan 

akses ke Selatan dengan memotong jembatan-jembatan di daerah Tengaran, 

dan di Tengaran pula pasukan-pasukan RI berkonsolidasi (Semarang Kodam 

VII, 1961:128).   

Sebelum bergerak lebih jauh ke Selatan, Belanda terhalang oleh reaksi 

internasional oleh peristiwa Agresi Militer Belanda 1947. Nehru (Perdana 

Mentri India) mengumumkan bahwa India akan menyerahkan situasi 

Indonesia kepada PBB, disusul kemudian Australia meminta PBB untuk ikut 

campur, sementara Rusia dan Polandia terus menyerukan pengunduran diri 

pasukan Belanda ke garis di mana mereka mulai mengadakan serangan dulu, 

sedangkan reaksi Amerika Serikat cenderung lebih dekat kepada kedudukan 

Negara penjajah, lantas menghasilkan usul agar RI dan Belanda menghentikan 

pertempuran dan menyerahkan pertikaian mereka pada wasit atau ikhtiar 
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perdamaian lainnya, dan tetap melaporkan pemecahan masalah itu kepada 

Dewan keamanan (Kahin, 1995:270-271).  

Belanda dan RI kemudian menerima himbauan PBB agar diadakan suatu 

cease fear (gencatan senjata). Dalam buku ‘Konsep Sejarah TNI-AD di 

Daerah Makutarama Tahap I 1945-1949’ terbitan Semarang Cabang 073 

(1960:106-107) dikatakan bahwa pihak RI menyatakan persetujuan mereka 

akan penghentian tembak-menembak pada tanggal 3 Agustus 1947 yang 

dimuat dalam Harian Merdeka Sala tanggal 1 Agustus 1947 (Lihat lampiran 

19), kemudian diumumkan pada tanggal 4 Agustus 1947 oleh Panglima Tinggi 

Angkatan Perang Republik Indonesia, Presiden Soekarno dan diinstruksikan 

oleh Panglima Besar TNI Jendral Soedirman (Lihat lampiran 20). Pada 

tanggal 3 Agustus 1947 pula, pemerintah Belanda memerintahkan van Mook 

untuk melaksanakan gencatan senjata pada tengah malam tanggal 4-5 Agustus 

1947 (Kahin, 1995:272).  

Kesepakatan untuk mengadakan gencatan senjata ternyata tidak 

diindahkan oleh Belanda. Belanda tetap memperluas daerah pendudukannya 

untuk mempersempit ruang gerak RI. Pada tanggal 9 Agustus 1947 jam 20.00 

Belanda meluaskan daerah kekuasaannya dengan menduduki daerah-daerah 

Republik, yang salah satunya di Brangah, suatu daerah di Timur Salatiga 

(Semarang Kodam VII, 1961:137-138). Tindakan Belanda yang semena-mena 

ini memuncak pada tanggal 29 Agustus 1947 dengan memproklamirkan apa 

yang dinamakan Garis van Mook. Garis van Mook dianggap sebagai garis 

batas posisi-posisi mereka pada saat terjadi gencatan senjata di mana pada 
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umumnya garis itu meletakkan ujung-ujung tombak Belanda terlalu masuk ke 

dalam wilayah territorial RI dan menutup jalur-jalur luas dari territorial antara 

batas ujung-ujung tombak mereka yang masih berada di bawah kekuasaan 

pasukan-pasukan RI dan pemerintah sipil (Kahin, 1995:274).  

Pada bulan Oktober 1947 dibentuklah suatu Komite Jasa-jasa Baik PBB 

yang beranggotakan wakil-wakil Amerika, Australia, dan Belgia untuk 

membantu perundingan-perundingan Belanda-RI dalam mencapai gencatan 

senjata yang baru, sehingga pada bulan Januari 1948  tercapai Persetujuan 

Renville di atas Kapal Amerika USS Renville di Pelabuhan Jakarta; 

Persetujuan ini mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang Garis van Mook 

(Ricklefs, 1991:340).  

Dalam pelaksanaan gencatan senjata sehubungan dengan Perjanjian 

Renville, maka dilangsungkan kesepakatan-kesepakatan antara RI dan 

Belanda di Jawa. Acara itu mengambil lima tempat di Jawa. Kelima tempat 

tersebut ialah: (1) Di Jalan Simpang Tiga sebelah Barat Kali Penjaungan, 

Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Jawa Barat; (2) Di sebelah Timur Kampung 

Kemit, Jalan Raya Gombong-Karanganyar, Jawa Tengah; (3) Di Jembatan 

Kali Turen, Jalan Raya Sukorejo-Parokan, Jawa Tengah; (4) Di Jembatan Kali 

Ketanggi sebelah Utara Kampung Tengaran, Jalan Raya Salatiga-Tengaran, 

Jawa Tengah; (5) Di Jalan Raya Mojoagung-Mojokerto Jawa Timur 

(Semarang Kodam VII, 1961:158-159).  

Perundingan di Kali Ketanggi Tengaran dihadiri delegasi RI dan Belanda. 

Dalam persetujuan ini disepakati batas-batas wilayah masing-masing atau 



 
 

98

garis demarkasi. Delegasi RI diketuai oleh Letnan Kolonel Mursito, dengan 

anggota Letnan Kolonel Sunandar, Mayor Parmudjo, Mayor Sudono, 

didampingi Residen Semarang dan Residen Surakarta yang diwakili oleh 

Kepala Polisi  Hartojo dan Kepala Polisi Semarang Kabul, Juru bahasa 

Sunandar, dan berlaku sebagai penghubung ialah Kapten Sujoto. Delegasi 

Belanda dipimpin Letnan Kolonel A.J.P. Brummer, dengan anggota Mayor 

FA. Semit, Kapten A.v. Vosveld dan Residen Salatiga Emanuel, Letnan E.O 

Herner, Mayor Schalpdoord, Sersan Mayor Mudjiman. Sedangkan Komisi 

Tiga Negara (KTN) diwakili oleh Kolonel Surry dari Belgia dan Mayor 

Macker dari Amerika Serikat (Semarang Cabang 073, 1960:137).  

 

C. Pengeboman Salatiga 

Pada tanggal 21 Juli 1947, sebagaimana telah dipaparkan di atas, Belanda 

melancarkan Agresi Militer I. Dalam peristiwa tersebut, hampir seluruh 

Pangkalan Udara RI menjadi sasaran, salah satunya adalah Pangkalan Udara 

Maguwo, namun serangan di Maguwo mengalami kegagalan karena terhalang 

kabut tebal yang menutupi Pangkalan Udara di Yogyakarta ini, lantas sebagai 

tanda untuk menunjukkan eksistensi Angkatan Udara Republik Indonesia 

(AURI), maka angkatan ini berniat melakukan serangan balasan yang digagas 

oleh Kasau Komodor S.Suryadarma dan Perwira Operasi Komodor Muda 

Udara Halim Perdanakusuma, dan dijalankan oleh Para Kadet Penerbang  

(Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta, 2006:19).  
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Gambar 3.8 Para pelaku pengeboman di markas-markas Belanda tanggal 
29 Juli 1947. Dari kanan ke kiri: Kadet Suharnoko Harbani, Kadet 
Sutardjo Sigit, Kadet Muljono, Kadet Abdurachman, Kaput dan 
Sutardjo.  
Sumber: Koleksi Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala 
Yogyakarta. 

 
Pagi hari tanggal 29 Juli 1947, Angkatan Udara Republik Indonesia 

(AURI) membombardir tangsi-tangsi Belanda di Salatiga, Ambarawa dan 

Semarang.  Mereka yang bertugas dalam misi ini ialah Suharnoko Harbani, 

Kadet (Penerbang) Sutardjo Sigit, Kadet Muljono, Kadet Abdurachman, 

Kaput dan Sutardjo (lihat gambar 3.8). Penerbang Suharnoko Harbani 

ditugaskan mengebom daerah yang diduduki Belanda di Ambarawa, Sutardjo 

Sigit mengebom Salatiga dan Muljono mendapat tugas mengebom Semarang. 

Minimnya peralatan tidak menyurutkan aksi dari para kadet-kadet AURI. 

Pesawat-pesawat Guntei dan Curen merupakan pesawat-pesawat peninggalan 

Jepang yang peralatannya masih sangat sederhana. Tidak terdapat lampu di 

dalamnya, terlebih peralatan radio komunikasi serta peralatan navigasi udara 

yang memadai yang semestinya melengkapi sebuah pesawat terbang yang 

mengemban misi operasi. Ketiga penerbang ketika itu hanya dibekali lampu 
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senter untuk dapat saling memberi isyarat, dengan cara menyoroti pesawat 

agar mudah diketahui kawannya (http://64.203.71.11/kompas-cetak/0707/26/ 

nasional/3715540.htm).  

Tepat pukul 05.00 tanggal 29 Juli 1947, operasi dimulai.  Penerbang 

Sutardjo Sigit yang mengemudikan pesawat Curen bersama penembak udara 

Sutardjo dibekali bom-bom bakar (Museum Pusat TNI AU Dirgantara 

Mandala Yogyakarta, 2006:19). Menurut keterangan R. Poniman Tonys dan 

Soertini, pengeboman dilakukan di daerah Ngebul Salatiga yang menjadi 

markas pasukan artilleri Belanda (sekarang markas Batalyon Infantri 411).  

Markas artileri ini menyimpan senjata-senjata berat Belanda sehingga 

merupakan sasaran yang tepat untuk dimusnahkan. 

Apa yang dilakukan oleh ketiga penerbang Angkatan Udara Republik 

Indonesia tersebut merupakan operasi udara yang pertama kali dalam sejarah 

Republik Indonesia melawan musuh. Sekaligus merupakan pukulan balasan 

terhadap Belanda yang sejak tanggal 21 Juli 1947 yang secara terus menerus 

menyerang lapangan terbang yang berada di Jawa Barat dan Jawa Timur 

dengan menggunakan pesawat-pesawat pemburu.  Serangan udara itu 

merupakan tindakan yang gagah berani dan dapat menaikkan semangat 

perjuangan (Semarang Kodam, 1961:132).  

Serangan balasan para Kadet Penerbang pada pagi 29 Juli 1947 itu, disebut 

sebagai Gerilya Udara. Serangan itu secara fisik memang tidak menimbulkan 

kerusakan berat bagi pihak Belanda. Namun secara politis, serangan 

pemboman itu telah menunjukkan kepada dunia tentang keberadaan tentara 
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Republik Indonesia Angkatan Udara di tengah kancah perjuangan bangsa 

Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (http://www.tni-au.mil.id/content.asp?contenttype=Sejarah). Hal ini 

terbukti dengan pernyataan dari Belanda “On the 29th July 1947 3 planes 

started to bomb Ambarawa, Salatiga and Semarang, although all of them 

missed their military target they showed an important thing, the opponent still 

had an air force (pada tanggal 29 Juli 1947, 3 pesawat terbang mulai 

membombardir Ambarawa, Salatiga dan Semarang, meskipun target militer 

mereka meleset, namun mereka telah menunjukkan suatu hal yang penting, 

musuh masih memiliki Angkatan Udara (http://members.lycos.co.uk/ 

tigerbrigade/1policeaction.htm). 

 

D. Pengungsian Warga Tionghoa 

Sumber terjadinya konflik sosial dikategorikan dalam lima faktor; (1) 

perbedaan individu dalam masyarakat, (2) perbedaan pola kebudayaan; (3) 

perbedaan status sosial, (4) perbedaan kepentingan, (5) terjadinya perubahan 

sosial (Winataputra (ed.), 2007:2.27). Konflik sosial antara kelas pribumi dan 

Cina (Tionghoa) disebabkan oleh perbedaan materi, yang mana orang-orang 

Cina yang banyak bergerak di bidang perdagangan memiliki kemampuan 

ekonomi lebih daripada warga pribumi. Pola kebudayaan antar keduanya 

berbeda pula, kepercayaan Kong Hu Chu orang-orang Cina bertentangan 

dengan agama mayoritas warga pribumi, Islam.  Struktur sosial berdasarkan 

Undang-undang Kekaulaan Hindia Belanda menempatkan orang-orang Cina 
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di atas warga pribumi, sehingga status sosial mereka lebih tinggi dan 

menimbulkan kecemburuan sosial dari warga pribumi. Perbedaan kepentingan 

tampak pada kecenderungan orang-orang Cina yang memihak Belanda, atau 

setidak-tidaknya mereka bersifat oportunis. Mereka yang mendapat 

pendidikan Belanda dan memperoleh konsesi ekonomi dari Pemerintah 

Belanda memihak Belanda, sementara yang bersekolah di sekolah Cina tidak 

peduli siapapun yang memenangkan revolusi (Wasino, 2006:29).  Perubahan 

sosial akibat berkembangnya paham-paham nasionalisme, sosialisme dan 

komunisme di kalangan penduduk pribumi memotivasi mereka untuk 

melawan dominasi asing di negeri mereka.   

Warga Tionghoa (Cina) di Salatiga dinilai mendukung aksi polisionil 

Belanda. Keeratan hubungan yang telah terjalin semenjak masa kolonial yang 

menguntungkan kehidupan orang-orang Cina di kota kolonial dan konflik 

yang mereka alami dengan rakyat RI pasca kemerdekaan membuat orang-

orang ras Mongoloid  ini cenderung berpihak kepada Belanda. Pertahanan RI 

di pusat Kota Salatiga dikacaukan dengan meletusnya sebelas tembakan dari 

pemukiman Cina (Pecinan) di sekitar Jalan Solo yang arahnya tidak beraturan, 

meskipun penggeledahan yang dilakukan Polisi Tentara (PT) tidak berhasil 

menemukan senjata di Pecinan tersebut, namun menurut Residen Semarang 

S.Karna, kebanyakan mata-mata Belanda adalah orang-orang Tionghoa 

(ANRI: Kementrian Sosial dan Perburuhan No.53).  

Peristiwa penembakan terhadap pasukan RI menimbulkan kekacauan yang 

berujung penjarahan di Pecinan. Perintah dari Polisi Tentara untuk 
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membumihanguskan aset-aset penting di Salatiga bercampur dengan amarah 

warga pribumi terhadap etnis Tionghoa. Kemelut sosial yang berlangsung 

pada tanggal 22 Juli 1947 ini membuat Kota Salatiga menyala di tengah 

gelapnya malam. Warga pribumi bersenjata masuk ke rumah-rumah warga 

Tionghoa lantas mengambil harta benda yang ada di dalamnya. Beruntung, 

Polisi Tentara (PT) telah mengumpulkan warga Tionghoa di markas PT, Hotel 

Kalitaman, sehingga dapat meminimalisir adanya kemungkinan bentrokan 

antara kelas Timur Asing dan inlander ini. Elite Tionghoa yang selama ini 

mempunyai kemampuan ekonomi berlebih ketimbang warga pribumi, 

merupakan sasaran aksi kekerasan golongan-golongan rendah, pihak yang 

senantiasa berada di bawah dan menderita. Peristiwa penjarahan rumah-rumah 

orang Tionghoa dilakukan oleh pasukan pejuang bukan tentara, yang sifatnya 

tidak bertanggungjawab (Soeloeh Rakjat, 26 Juli 1947. Hal 1). 

Warga Cina yang terkumpul di Kalitaman segera diungsikan ke luar Kota 

Salatiga. Pengungsian ini bertujuan untuk mengamankan warga Tionghoa dari 

aksi masyarakat Salatiga dan untuk menjauhkan warga ras Mongoloid ini dari 

pengaruh Belanda yang hendak berkuasa di Salatiga kembali, mengingat 

kedekatan orang-orang Cina dengan Belanda dapat membahayakan keamanan 

republik. Pengungsian ini juga disebut dengan penangkapan bangsa Tionghoa, 

seperti yang tertulis dalam surat Dewan Pertahanan Negara kepada 

Kementrian Sosial tanggal 3 September 1947. Rombongan pengungsi 

Tionghoa berjumlah ± 3000 orang, atas persetujuan Residen S.Karna hendak 

dievakuasi ke daerah onderneming (perusahaan) Goli di selatan Salatiga dan 



 
 

104

diperintahkan kepada rakyat yang mengurusnya agar memperlakukan mereka 

dengan baik, serta memberi mereka makanan dan tempat berteduh yang baik 

pula (ANRI: Kementrian Sosial dan Perburuhan No.53). 

Ribuan massa menjarah harta di rumah-rumah orang Cina. Jumlah massa 

yang begitu besar menunjukkan adanya suatu kelompok yang mengorganisir 

aksi ini. Ekspresi konflik dalam bentuk penjarahan di setiap kerusuhan 

menandakan kondisi kemiskinan mereka, penghasilan yang tidak mencukupi 

membuat rentannya warga kelas bawah melakukan tindakan penjarahan 

(Wasino, 2006:91).  

Setiap rumah yang sudah dijarah, ditandai dengan tulisan ‘Soedah’. 

Adanya tanda tersebut mengindikasikan terdapatnya organisator dari aksi 

rasial ini. Sebagaimana dikatakan oleh Soeloeh Rakjat tanggal 26 Juli 1947, 

bahwa pelaku dari aksi massa ini adalah pejuang yang bukan tentara, maka 

kemungkinan organisatornya adalah badan-badan kelaskaran. Dilihat dari 

kekuatan laskar, maka Pesindo adalah laskar terkuat yang didukung massa dan 

berpengaruh luas sehingga dapat memobilisasi massa dalam melakukan aksi 

ini, namun aksi ini mendapat dukungan dari organisasi perjuangan lainnya, 

seperti BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia) mengingat hubungan 

antara Cina dan BPRI tidak harmonis serta sifat BPRI yang konon gemar 

merampok.  

Terbakarnya pusat Kota Salatiga segera menarik perhatian pasukan 

Belanda yang bermarkas di Tuntang. Kolonel D.R.A van Langen 

memerintahkan Resimen penyerang pertama untuk mengamankan Salatiga 
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pada malam hari tanggal 22 Juli 1947 (http://members.lycos.co.uk/ 

tigerbrigade/1policeaction). Tindakan yang diambil adalah memadamkan api 

yang membakar fasilitas-fasilitas penting di Salatiga. Meski demikian, api 

yang berkobar belum dapat dipadamkan hingga siang hari Rabu tanggal 23 

Juli 1947 karena kerusakan pada saluran air leideng (Soeloeh Rakjat, 26 Juli 

1947.Hal 2). 

Rombongan pengungsi diperlakukan dengan baik di desa-desa 

pengungsian. Dalam hal ini Residen Semarang S. Karna memerintahkan agar 

pemerintah dan masyarakat setempat menjaga para pengungsi ini dengan baik, 

serta diberi makan dan tempat tinggal yang baik pula (ANRI: Kementrian 

Sosial dan Perburuhan No.53). Perintah ini benar-benar dilaksanakan oleh 

masyarakat yang menerima pengungsi. Sartono Kartodirjo, salah seorang yang 

turut mengungsi kala itu menuturkan keramahtamahan penduduk yang 

menerimanya. Pemuka-pemuka desa mengusahakan tempat bermalam bagi 

para pengungsi, sehingga orang-orang kota benar-benar dapat merasakan 

keramahtamahan yang spontan dari penduduk desa (Kartodirjo, 1997:73). 

Rombongan kedua yang terdiri dari wanita dan anak-anak berjumlah 

sekitar 1.400 orang dan 100 orang laki-laki, baru pada pukul 23.00 

diberangkatkan dari Salatiga menuju Tengaran. Kemudian dari Tengaran, 

mereka dibawa ke onderneming Plaur dan beristirahat di sana selama enam 

hari, dari Plaur mereka berjalan menuju Ampel terus ke Boyolali. Di sini 

rombongan di pecah menjadi dua kelompok, dan rencananya akan diangkut 

dengan Kereta Api menuju Solo. Rombongan pengungsi Cina itu baru bisa 
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diberangkatkan pada tanggal 10 Agustus dengan dua kali angkut (Balai 

Pelestarian Sejarah dan Nilai Purbakala Yogyakarta, 2006:123-124).  

Di Salatiga masih tinggal orang-orang Tionghoa yang tidak ikut 

mengungsi. Ketigapuluh orang ini bersembunyi dalam lubang-lubang untuk 

menghindari serangan. Di Jalan Bringin Salatiga ada sekitar 27 penduduk 

Tionghoa yang bermigrasi ke Semarang,  18  diantaranya ditempatkan di 

kamp, 5 orang menumpang di rumah keluarganya, sedangkan 4 orang tinggal 

di rumah Tan Tjin Lien (Soeloeh Rakjat, 28 Juli 1947).  

Orang-orang Cina ini kembali ke Salatiga, setelah 8 bulan lamanya berada 

di pengungsian. Pengembalian ini berkat bantuan Palang Merah Indonesia dan 

Palang Merah internasional. Cara pengembaliannya ialah mengangkut 800 

orang ke garis demarkasi sebelah Timur Semarang dengan Kereta Api. Hal ini 

dilakukan setiap seminggu sekali. Dari Semarang, mereka diangkut dengan 

truk ke Salatiga, proses ini berlangsung mulai tanggal 23 Maret 1948 dengan 

empat kali angut (Handjojo, 1973:46). 

 

E. Kondisi Masyarakat Salatiga di Bawah Kekuasaan Belanda 

Konflik politik yang berbuah peperangan antara RI dan Belanda 

menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Tekanan dari perubahan ini 

ialah perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. Lembaga pemerintahan 

berganti kembali seperti layaknya masa colonial Belanda sebelum pendudukan 

Jepang. 
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a. Perubahan pemerintahan  

Belanda bertujuan untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Taktik ini diwujudkan dengan mendirikan Negara-negara kecil 

di wilayah Indonesia, diantaranya Negara Indonesia Timur, Negara 

Sumatra Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Jawa 

Timur, Negara Madura, Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan tujuh buah 

daerah otonomi, yaitu Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Gabungan 

Kalimantan Timur, Banjar, Bangka, Belitung, dan Riau (Handjojo, 

1973:32). 

Dalam rangka menegakkan kekuasaan di daerah yang didudukinya, 

Belanda membentuk alat-alat pemerintahan. Di Jawa Tengah, mereka 

membentuk Regerings Commissie voor Bestuurs Angelegenheden 

(Recomba) yang bertindak sebagai pangreh praja. Mereka berusaha 

memikat rakyat dengan memberikan kedudukan-kedudukan kepada siapa 

saja yang mau bekerjasama dengan mereka, tentu orang-orang non-

republiken menerima tawaran Belanda yang menjanjikan banyak bantuan 

ini (Semarang Kodam VII, 1961:163).  

Pemerintahan buatan Belanda di Salatiga terbentuk dengan 

mempekerjakan orang-orang non-republiken itu. Asisten Residen dijabat 

oleh Emanuel, kemudian digantikan oleh Huson, Controleur dijabat Dr. 

Bakker, Wedana Salatiga dipegang oleh R. Iskandar Notosoegondo, 

sedangkan Kepala Polisi adalah Soen Kie dan De Groen, untuk bantuan 
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kepada pribumi diatur oleh Haji Ismail; sementara Gemeente Salatiga 

(masa kolonial) atau Kotapraja Salatiga  (Masa Kemerdekaan) dihapuskan 

menjadi Distrik Salatiga (Suara Merdeka, Mei 1975. Hal. IV dan Balai 

Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:127). 

Dikatakan dalam harian Soeloeh Rakjat bahwa di Salatiga sejak 23 Juli 

1947 sudah tiga kali berganti kepala pemerintahan, Residen Holm, 

Residen Morsink dan Residen Stok, Wedana dijabat oleh S. Djojo 

Hadiprawiro dan dibantu 4 assisten wedana; Mereka mulai aktif bekerja 

pada 10 September 1947 (Soeloeh Rakjat, 12 September 1947. Hal. 2).  

Belanda mendirikan beberapa jawatan seperti ADD, DLC dan RVD. 

ADD merupakan singkatan dari Algemeene Distribusie Dienst, yang 

bertugas memberi kesejahteraan kepada para pegawai di daerah 

pendudukan. ADD dibagi dalam dua bagian, yaitu plattelands distribusie 

(pembagian untuk rakyat) dan werkers distribusie (pembagian untuk 

pegawai atau pekerja). Pembagian bagi pegawai dibagi menjadi tiga, yakni 

golongan tinggi, menengah dan rendah. Adapun bantuan yang diberikan 

atau dijual dengan harga murah adalah susu, keju, roti, mentega, buah-

buahan kalengan, coklat, macam-macam minuman, daging dan ikan 

kalengan, pakaian, sabun serta hampir semua bahan kebutuhan sehari-hari. 

Adanya ADD tersebut selalu dijadikan alat propaganda bagi Belanda 

untuk menarik simpati orang-orang ‘republiken’ agar mau menyeberang 

ke daerah pendudukan. Bantuan untuk rakyat berupa distribusi pakaian 

kasar dan gula (Semarang Cabang 073, 1960:145-146) 
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Belanda berusaha menyiarkan propaganda untuk menanamkan 

kepercayaan rakyat melalui Jawatan Penerangan atau RVD (Regerings 

Voorlichting Dienst). Jawatan DLC (Dienst der Leger Contacten) bertugas 

memberikan indoktrinasi kepada tentara KL dan KNIL tentang misi suci 

Belanda di Indonesia. Belanda menggunakan media komunikasi sebagai 

alat untuk menyebarkan kebudayaan Barat, seperti radio Semarang, dan 

Surat Kabar De Locomotif yang terbit di Semarang (Semarang Cabang 

073, 1960:145-146).  

Gerak-gerik rakyat di daerah pendudukan diawasi dengan ketat. 

Pengawasan ini diawali dengan kebijakan kewajiban memiliki surat 

penduduk (semacam tanda pengenal), dan bagi warga yang tidak 

memilikinya akan ditangkap. Mobilitas penduduk dari daerah satu ke 

daerah lain, diawasi dan diperiksa dengan seksama melalui pos-pos jaga 

Belanda yang ditempatkan di perbatasan, baik itu pedagang maupun bukan 

pedagang (ANRI: Delegasi Indonesia No.555).  

 

b. Rongrongan IVG bagi para ‘Republiken’ 

Belanda menyebar mata-mata yang dikoordinasikan oleh IVG 

(Inclichtingen Veiligheids Groep) untuk menjaring informasi lawan. IVG 

merupakan badan penyelidik pemerintah militer Belanda yang bertugas 

menyelesaikan screening (penyaringan) tingkat paling akhir terhadap para 

tawanan (Handjojo, 1973:37-38). Adapun susunan staf IVG Salatiga 

menurut Semarang Kodam VII (1961:216) adalah: 
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 Komandan   :  Lettu. Draaisma 

 Wakil Komandan  :  De Liezer  

Anggota tim Screening :  Van Beeks, Hiks, Sutayo, Saban Purnamo, 

Temu, Sunaryo Holan Sumodilogo, 

Sunawan, Parwoto, dan Tan Soen Am.  

Kepala Staf I : Sersan Michael Alias Djajusman 

digantikan Tommy Suryadi alias Tommy 

Tondolong. 

Anggota penyelidik :  Sersan Swart (kepala), Sastra Suratman 

(Wakil Kepala), dan anggota Diaenur. 

Rasmal Slamet, dan Gito. 

IVG menangkap orang-orang yang mereka curigai, lantas 

menjebloskannya ke rumah tahanan. Di tahanan para tawanan dihadapkan 

pada empat kemungkinan. Kemungkinan pertama, dieksekusi di Kedayon 

(Kopeng, Getasan) untuk dibunuh. Kedua, dikirim ke Nusakambangan 

untuk dipenjarakan. Ketiga, dikurung di penjara Ambarawa, dan keempat, 

dibebaskan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978:206-207). 

Tawanan IVG Salatiga biasanya mengalami siksaan fisik yang berat. 

Mudiyono, seorang pemuda berumur 20 tahun yang tinggal di 

Onderdistrik Bringin, Distrik Salatiga melaporkan siksaan yang 

dialaminya dalam penjara IVG kepada Kementrian Penerangan RI. Pada 

tanggal 7 Maret 1948 pukul 02.00 Mudiyono dan ayahnya,  H. Yunus 

ditangkap; Tanpa tahu kesalahannya, H.Yunus yang berumur 70 tahun 
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tersebut dipukuli  dan diintrogasi tentang kecenderungan mereka ke RI; 

Ternyata jawaban itu tidak memuaskan anggota IVG, sehingga mereka 

kembali dipukul sampai jatuh ke tanah (ANRI: Delegasi Indonesia 

No.519). 

Keesokan harinya, dua orang bapak dan anak ini harus menghuni sel di 

Wiru. Jam 7 pagi mereka dibawa dengan cara dibongkok. Para tahanan di 

Wiru amat dibatasi kebebasannya. Mereka tidak diijinkan mandi dan dan 

tidak boleh bicara. Penderitaan para tawanan bertambah dengan kurangnya 

jatah makan, tidak tersedianya tempat tidur dan aksi pemukulan. H.Yunus 

setelah 2 hari dilepaskan meski dalam kondisi tubuh yang rusak karena 

pukulan-pukulan yang ia terima. Mudiyono, setelah 7 hari juga dilepaskan 

dengan dibebani ancaman. Ia dilarang menceritakan aniaya yang 

dialaminya selama menjadi tawanan IVG, ia akan dibunuh jika 

melanggarnya (ANRI: Delegasi Indonesia No.519). 

Hal serupa dialami pula oleh warga Desa Tegalrejo. Dua orang 

bersaudara bernama Sukaen dan Mashuri dibawa ke rumah tahanan Wiru 

pada tanggal 4 April 1948 karena menolak untuk menangkap ayah mereka 

yang pro-Republik. Setelah sehari semalam berada di rumah tahanan dan 

diganjar dengan pukulan hingga mereka babak belur, lantas mereka 

dibebaskan (ANRI: Delegasi Indonesia No.519).  

Kopeng merupakan tempat eksekusi tawanan IVG yang tak terampuni. 

Kekejaman IVG di Salatiga amat terkenal karena bertugas sebagai badan 

screening tingkat terakir terhadap tawanan-tawanan di seluruh Jawa 
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Tengah Tawanan yang dikirim ke Kopeng ialah orang-orang yang dituduh 

menjalankan aksi subversif dan tindakan sabotase terhadap Belanda, serta 

orang-orang yang dituduh menjadi anggota pergerakan nasional pada masa 

Kolonial Belanda (Semarang Kodam VII, 1961:216-217). Ada pula Harjo 

Trubus yang ditangkap karena mencuri senjata di tangsi Belanda Salatiga, 

lantas ia dipukuli anggota IVG hingga gigi-giginya lepas 

(http://www.mail-archive.com/alumniubv@yahoogroups.com/msg00485). 

Tempat eksekusi IVG di Kopeng ini menjadi kuburan masal. Kurang 

lebih ada 263 orang yang telah dihukum mati di tempat tersebut. Selama 

Michael alias Djajusman menjadi Kepala Staf IVG, ia telah mengirimkan 

200 orang ke Kopeng untuk dibunuh, sedangkan Tommy Suryadi 

penggantinya telah mengirimkan 63 orang (Semarang Kodam VII, 

1961:217).  

 

c. Blokade Ekonomi 

Gelombang pengungsian pasca Agresi Militer Belanda I mendapat 

perhatian penuh dari pemerintah RI. Melalui Kementrian Sosial, 

pemerintah menambah pos-pos penerimaan pengungsian dan dijaga oleh 

badan-badan perjuangan. Pos-pos itu bertugas untuk memberikan petunjuk 

tentang persebaran tempat pengungsian. Kaum buruh yang tidak dapat 

bekerja kembali karena tempat mereka mencari nafkah telah 

dibumihanguskan juga mendapat perhatian. Pemerintah mengusahakan 

pemusatan tenaga kerja untuk mengurus, menolong dan mencarikan 
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lapangan penghidupan untuk mereka (ANRI: Kementrian Sosial dan 

Perburuhan No. 44).  

Dengan Agresi Militer Belanda pertama tahun 1947 maka daerah 

Salatiga terpecah menjadi dua. Daerah pendudukan Belanda dan Daerah 

Republik. Kehidupan ekonomi rakyat di daerah pendudukan Belanda 

relatif lebih stabil karena produk-produk pabrik mudah diperoleh, dan 

pemerintah Recomba kerap meberi bantuan kepada rakyat. Sebaliknya, 

kehidupan penduduk di daerah Republik mengalami kesulitan akibat 

blokade ekonomi Belanda. Wilayah RI kekurangan barang-barang hasil 

pabrik. Keadaan ini dibalas RI dengan memberlakukan blokade 

perdagangan pula, yakni melarang penjualan sebagian hasil-hasil pertanian 

ke daerah pendudukan, seperti padi/beras, gula pasir, tembakau dan 

hewan-hewan ternak; meski demikaian pelanggaran masih saja terjadi 

seperti penyelundupan beras ke daerah pendudukan Belanda melalui 

tengkulak Tionghoa (ANRI: Delegasi Indonesia No.528). 

Peranan pedangan amat penting untuk memenuhi kebutuhan produk 

pabrik di daerah RI. Ada saling ketergantungan di bidang ekonomi antara 

wilayah RI dan pendudukan Belanda meskipun garis demarkasi dan 

penjagaan pos yang ketat membatasi ruang gerak mereka. Ketergantungan 

ini melahirkan perdagangan illegal dan penyelundupan. Daerah republik 

membutuhkan barang-barang pabrik, seperti hasil tekstil, alat tulis kantor, 

juga kosmetik, sebaliknya daerah pendudukan butuh hasil-hasil pertanian. 

Di daerah Republik, pedagang menerima pembayaran dengan uang, 
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kemudian uang tersebut dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang 

laku di daerah pendudukan, seperti kain batik, lurik, beras, gula, sayuran, 

buah-buahan, telur, ayam, kambing, kerbau dan sapi (Wawancara Soertini, 

Juli 2008). 

Salah satu mata perdagangan ilegal yang memiliki nilai jual tinggi 

adalah candu. Biasanya candu dibawa dari daerah Sala dan pedagang 

menyembunyikannya dalam rangka sepeda atau dalam obor; Untuk 

kamuflase, mereka juga membawa barang dagangan lain dan berbaur 

dengan pelintas batas lainnya (Balai Pelestarian sejarah dan Nilai 

Tradisional Yogyakarta, 2006:115). Di Tengaran, pada tanggal 15 Mei 

1948, ditangkap seorang wanita yang menyelundupkan 56 tube candu 

yang akan dibawa ke daerah pendudukan Belanda (ANRI: Delegasi 

Indonesia No.528).   

Situasi keamanan yang rawan mengakibatkan kesulitan di bidang 

keuangan. Untuk Kabupaten Semarang sudah ditetapkan untuk mengambil 

ORI (Oeang Republik Indonesia) di Purwodadi Selatan (Handjojo, 

1973:37). Pengambilan ini bukanlah hal yang mudah karena ruang gerak 

RI dibatasi oleh garis demarkasi. Purwodadi sendiri merupakan daerah 

ungsian dari Residen semarang yang pro-RI. Untuk mengatasi kesulitan 

akan mata uang, pada pertengahan tahun 1949, PMKB (Pemerintah Militer 

Kabupaten Semarang) mengeluarkan cek sebagai alat pembayaran yang 

sah dan berlaku di daerah setempat. Cek tersebut dibuat dari kertas 

payung, kemudian dicap dengan stempel pemerintah.  Cek itu disebut 
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dengan ‘duit cek’ yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi dan 

membayar belanja pegawai di wilayah PMKB Semarang (Wawancara 

Soertini dan R.Poniman Tonys, Juli 2008). 

Di daerah pendudukan, Belanda memberlakukan uang NICA. Uang 

ORI tidak laku di daerah pendudukan, bahkan Belanda mengeluarkan uang 

ORI palsu yang kian melemahkan ORI. Hal ini tertuang dalam laporan 

Kepolisian karesidenan Semarang bahwa beredarnya uang ratusan hijau 

palsu menimbulkan keresahan masyarakat (ANRI: Delegasi Indonesia 

No.528).  

Secara berangsur-angsur, banyak orang yang tadinya mengungsi 

kemudian kembali masuk kota karena tidak tahan dengan penderitaan di 

daerah pengungsian. Tiap hari ada kurang lebih 150 orang kembali ke 

Salatiga; Pasar-pasar dibuka kembali sehingga kehidupan ekonomi mereka 

berjalan normal, gula pasir dijual dengan harga f. 0,55/Kg, jagung f. 

0,20/kg, ayam f. 1,-/ekor, minyak kelapa f. 1,-/liter, dan padi a.f. 0,17/Kg  

(Soeloeh Rakjat, 12 September 1949. Hal.2).  

 

d. Kesenjangan sosial  

Di daerah pendudukan Belanda seperti Salatiga, keadaan kota tampak 

seperti masa kolonial. Bahasa Belanda kembali diterapkan sebagai bahasa 

resmi dan tempat-tempat  peristirahatan didirikan kembali, seperti Hotel 

Kalitaman, Rumah Pensiunan Beatrick dan pesanggrahan di Tuntang. 

Bahasa Belanda juga digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-
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sekolah pendudukan.  Di Kabupaten semarang, Distrik Salatiga, 

Ambarawa dan Ungaran didirikan 199 sekolah dengan jumlah murid 

16.000 siswa dan jumlah guru 343 orang yang terhitung hingga akhir 

bulan Februari 1948 (ANRI: Delegasi Indonesia No.555). 

Kesehatan di daerah pendudukan lebih daik daripada di daerah RI. 

Blokade ekonomi Belanda yang berlaku untuk produk-produk pabrik 

membuat distribusi obat-obatan di daerah RI terhambat. Keadaan di daerah 

pendudukan didukung dengan ketersediaan obat dan rumah sakit. Pada 

waktu itu Rumah Sakit Umum bertempat dijaga oleh Dr. Hamzah dan 

bertempat di Gedong Reot, sedangkan poliklinik berada di bawah 

pengawasan seorang dokter tersebar di daerah Sraten , Wittekruiskolonie 

(Koloni Salib Putih), Getasan, Salatiga, Dapdapayam dan Sumberejo 

(ANRI: Delegasi Indonesia No.555).  

Di daerah pengungsian RI, sekolah tetap berdiri. Contohnya di 

Gogodalem (dekat Bringin) untuk sementara waktu sekolah terhenti 

karena sekolah dibumi-hangus dan gurunya ikut mengungsi. Lantas 

pemuda meminjam rumah penduduk dan mengkoordinasikan orang-orang 

tamatan klas 3 HIS jaman Belanda untuk membantu mengajar. Blokade 

ekonomi yang membuat sulitnya mendapatkan kertas dan tinta dihadapi 

dengan cara penulisan menggunakan daun pisang dan lidi (Balai 

Pelestarian Sejarah dan nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:118).  

Di daerah pendudukan kebutuhan akan air dan listrik terpenuhi, 

berbeda dengan di pedalaman. Masyarakat Salatiga yang terbiasa dengan 



 
 

117

fasilitas leideng dan listrik merasa kurang nyaman di daerah pengungsian, 

di mana mereka harus mandi di kali dan tidak mendapat listrik 

(Wawancara Soertini, 9 Januari 2009).  
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BAB IV 

UPAYA  MENGAMBILALIH  KOTA SALATIGA  

DARI KEKUASAAN BELANDA TAHUN 1947-1950 

 

 

A. Perang Gerilya 

Kota Salatiga nyata telah diduduki Belanda, meski demikian, gelora 

perlawanan rakyat terus membara. Kelengkapan perang yang tak sebanding 

dengan milik Belanda membuat para pejuang memakai taktik gerilya. Perang 

gerilya diadakan untuk perjuangan dalam rangka mempertahankan 

kemerdekaan, eksistensi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indinesia. 

Perang gerilya adalah jenis perang non konvensional yang bersifat perlawanan 

wilayah, yang dilakukan dengan menggunakan unit relatif kecil dengan tujuan 

melelahkan, mengacaukan, dan mengikis kekuatan musuh (www. 

unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=1551&coid=1&caid=53).  

Berbeda dengan pola konvensional Belanda yang mengandalkan 

kecanggihan teknologi alat utama sistem senjata maupun teknologi 

komunikasinya, sistem dan pola gerilya diimplementasikan dengan strategi 

yang bersifat komunitas, sebab gerilyawan menggunakan masyarakat sebagai 

basis dan perlindungan bagi pergerakannya serta sebagai sumber rekruitmen 

dan pembinaan pejuang. Dalam perang gerilya ini tak hanya TNI dan badan 

kelaskaran saja yang beraksi, namun melibatkan  masyarakat sipil.  Mereka 

berperan dalam pengadaan bahan pangan, penyelenggaraan dapur umum, 
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penyediaan tempat tinggal hingga kegiatan spionase. Semua anggota 

masyarakat, termasuk orang-orang tua, wanita dan anak-anak berperan dalam 

membantu barisan-barisan pejuang sesuai kemampuannya, baik tenaga, harta 

maupun pikiran (Barisan Rakjat, No.3 Tahun 1945). 

Perang gerilya dilakukan dengan beberapa persyaratan. Menurut 

Syahnakri dalam www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=1551& 

coid=1&caid=53 beberapa syarat perang gerilya  adalah (1) Kuatnya 

dukungan rakyat, (2) Motivasi kuat serta patriotisme dan militansi tinggi dari 

tentara dan rakyat yang melakukan gerilya, (3) Dukungan intelijen, (4) 

Kesiapan medan, logistik dan komunikasi.  

Salatiga, meskipun merupakan kota kolonial namun gelora revolusi telah 

melahirkan semangat kemerdekaan yang kuat di antara warganya. Sikap 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya warga yang lebih memilih untuk 

mengungsi dengan pejuang republik ketimbang hidup di bawah pemerintahan 

Belanda. Menurut keterangan Residen Stok, penduduk Salatiga yang semula 

berjumlah 30.000 orang, tinggal 10.000 orang yang ikut Belanda (Soeloeh 

Rakjat, 12 September 1947).    

a. Kuatnya dukungan rakyat 

Perang Gerilya selain mendapat dukungan dari warga Kota Salatiga 

yang berada di pengungsian, didukung pula oleh masyarakat di sekitar 

Kota Salatiga. Mereka ialah masyarakat di daerah Kabupaten Semarang 

yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Salatiga, seperti 
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Tuntang, Bringin, Tengaran, Susukan, Suruh dan Kopeng. Daerah-daerah 

ini pada masa kolonial pernah tergabung dalam kesatuan administratif 

dengan Kota Salatiga, yakni Afdeling Salatiga, sehingga secara kultural 

sifat masyarakatnya cenderung sama.   

Loyalitas masyarakat pada republik di daerah-daerah ini tinggi. 

Terhitung dari 25 desa di daerah Bringin hanya ada empat desa dengn 

pamong desa yang benar-benar pro-Belanda, yaitu Ngrembes, Ngeblak, 

Bringin, dan Sumber, sedangkan di Kecamatan Tengaran, dari 20 desa, 

hanya empat desa yang pro-Belanda, yaitu Pamong Desa Karangduren, 

Bener, Regunung, dan Cukil (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 

Tradisional Yogyakarta, 2006:133).  

Bentuk dukungan rakyat terhadap RI diwujudkan dengan pengabdian. 

Mereka dengan sukarela memberikan tempat tinggalnya untuk ditempati 

para pejuang gerilya serta para pengungsi yang berpindah dari daerah 

pendudukan Belanda ke daerah pedalaman RI. Mereka yang kebanyakan 

adalah petani ini memberi makan para pengungsi dan pejuang tanpa 

meminta imbalan. Mereka bersikap hormat terhadap para tamu mereka, 

bahkan melindungi tamu-tamu yang menumpang hidup di rumahnya 

tersebut. Orang Jawa pada umumnya, dan terutama para petani Jawa, pada 

mulanya selalu takut dan curiga terhadap orang yang belum mereka kenal, 

oleh karena itu sikap ramah, siap menjamu dan melindungi orang kota 

yang tidak mereka kenal itu, yang bahkan banyak berasal dari berbagai 

suku bangsa lain pula, mungkin disebabkan pada waktu itu Revolusi 
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merupakan hal yang baik, maka dari itu orang-orang yang ada sangkut 

pautnya dengan revolusi harus diperlakukan baik, dijaga dan dilindungi 

(Koentjaraningrat, 1994:95-97). 

Di desa-desa diadakan Pasukan-pasukan gerilya Desa (Pager Desa atau 

Desa pager) terdiri dari pemuda-pemuda untuk turut membantu menjamin 

keamanan dan menjalankan tugas-tugas taktis yang sangat terbatas 

(Simatupang, 1980:153). Dinyatakan oleh R. Poniman Tonys dan Soertini 

bahwa mereka mengungsi di Desa Pager yang terletak di Susukan hingga 

pengakuan kedaulatan tahun 1949 (Wawancara, Juli 2008). Hal ini berarti 

daerah Susukan pada masa revolusi merupakan Pager Desa. Pager atau 

dalam bahasa Indonesia berarti pagar, sehingga dapat pula dimaknai 

bahwa Desa Pager merupakan daerah pembatas atau pelindung untuk 

masyarakat yang pro-republik dalam konflik politik antara Belanda dan 

Indonesia. Selain menyediakan logistik, penduduk desa yang berdagang ke 

kota (daerah pendudukan) kerap memberikan informasi konsentrasi militer 

Belanda (Soejatno dan Bennedict Anderson, 1973:103).  

 

b. Militansi tinggi dari tentara dan rakyat yang melakukan gerilya 

Sikap tersebut merupakan syarat dalam perang gerilya karena yang 

bersangkutan harus berani melakukan tindakan ofensif taktis secara terus 

menerus dalam menghadapi musuh yang superior. Militansi yang tinggi 

dari rakyat dapat dilihat dari usaha-usaha mereka dalam menghadapi 

lawan, seperti keberanian mereka ketika menghadapi kecanggihan 
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persenjataan Belanda serta pengalaman pasukan Belanda di medan tempur. 

Rakyat memakai bambu runcing untuk berjaga menghadapi pihak 

Belanda, selain itu untuk melindungi diri, mereka memakai jimat 

(Soejatno dan Bennedict Anderson, 1973:103). Masyarakat pager desa 

akrab dengan jimat karena mereka masih mempercayai hal-hal yang 

bersifat metafisik (religious trend).  

Pasukan Belanda yang kuat secara fisik maupun dalam hal 

persenjataan tak menyurutkan semangat pejuang untuk berperang melawan 

mereka. Militansi tinggi dari tentara dapat dilihat dari pemakaian pesawat 

rapuh tinggalan Jepang oleh Penerbang Sutarjo Sigit ketika 

membombardir markas pasukan artileri Belanda di Ngebul Salatiga 29 Juli 

1947.  

 

Gambar 4.1 Pertahanan RVA (Regiment Veld Artillerie) di Suruh 
(Kabupaten Semarang) tahun 1948. Suruh merupakan salah satu daerah 

tujuan pengungsian warga yang pro-RI. 
Sumber: http://www.41afdva.net/index.htm 
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Berdasar gambar 4.1 dapat diketahui bahwa satu senjata berat artileri 

Belanda sedemikian canggihnya, terlebih jika membombardir markas 

artileri, pasti membutuhkan keberanian yang tak gentar akan kematian. 

Dari gambar tersebut juga dapat diketahui bahwa tentara Belanda berjaga 

dengan santai, tampak tentara yang tak berseragam yang menunjukkan 

sikap mereka memandang remeh kekuatan RI dengan persenjataan yang 

kalah jauh.  

Penggunaan peralatan perang rampasan Jepang yang tak layak pakai 

adalah suatu bentuk militansi tinggi, di mana seorang pelajar penerbang 

dengan mengendarai pesawat tinggalan Jepang yang peralatannya sudah 

rapuh ditugaskan untuk membombardir markas artileri Belanda. Begitu 

pula dengan aksi subersif yang dilakukan pejuang RI, mereka berani 

menyebrangi perbatasan untuk merusak pos musuh hanya berbekal senjata 

granat (Tonys, 2008b: 2-3). Mereka tak takut akan serangan balasan 

Belanda yang dapat membuat nyawa mereka melayang.  

Rakyat yang hidup di bawah tekanan Belanda lewat IVG nya, tetap 

mendudung RI walau dengan sembunyi-sembunyi. Mereka yang pernah 

ditangkap IVG lantas membeberkan tindakan kekerasan mata-mata 

Belanda itu kepada kepolisian RI agar verslag (laporan) yang mereka 

sampaikan dapat digunakan sebagai alat untuk menekan Belanda di tingkat 

internasional (lihat lampiran 8 dan 9). 
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c. Kegiatan spionase 

Gerilyawan membentuk jaringan gerakan bawah tanah untuk kegiatan 

mata-mata. Informasi tentang situasi daerah pendudukan maupun gerakan 

lawan dikirim melalui jaringan khusus. Kelompok gerilyawan yang 

mengkhususkan diri pada kegiatan mata-mata adalah Barisan Pendem 

yang anggotanya tersebar dan membentuk jaringan luas, dengan 

menyamar sebagai pencari kayu, penyabit rumput, penggembala ternak, 

jongos, pembantu, tukang kebun, sopir atau pegawai di markas ataupun 

rumah orang Belanda, bahkan ada yang menyamar sebagai pasien di 

rumah sakit (Wawancara R.Poniman Tonys, Juli 2008). 

Di daerah Salatiga terdapat banyak pos pertahanan TNI yang 

berhadapan langsung dengan Pos Belanda. TNI hanya membuka pos-pos 

tertentu sebagai daerah perlintasan. Petani dan pedagang yang hendak 

menjual barang dagangan mereka ke daerah pendudukan Belanda, 

memberikan informasi tentang keadaan di daerah tersebut kepada para 

pejuang. Mereka adalah mata-mata RI yang efektif dalam memberikan 

gambaran situasi di daerah pendudukan. Mereka secara aktif keluar-masuk 

daerah pendudukan sehingga sangat memahami situasi di sana, bahkan ada 

yang bisa keluar-masuk markas Belanda dengan leluasa karena melayani 

kebutuhan suplai dapur umum (Wawancara Soertini, 9 Januari 2009). 

Informasi yang dikehendaki oleh para pejuang RI adalah mengenai situasi 

militer Belanda, gerakan tentara Belanda, psikologi tentara Belanda, 
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blokade ekonomi, keadaan masyarakat di daerah pendudukan, dan 

peristiwa-peristiwa penting (ANRI: Delegasi Indonesia No.555). 

Belanda kerap menyebarkan jaringan mata-mata ke daerah RI. Mata-

mata Belanda adalah orang Indonesia yang mau mengabdi pada Belanda. 

Mereka menjadi musuh utama dan masuk target operasi gerilyawan untuk 

diculik dan dibunuh. Jika seseorang terbukti menjadi mata-mata Belanda, 

mereka tak luput dari hukuman mati. Salah satu kejadian penangkapan 

mata-mata Belanda terjadi pada tanggal 19 dan 20 Mei 1948. Pasukan 

BATU hendak menangkap mata-mata Belanda di Ngentak Salatiga, meski 

Pasukan BATU sudah melepaskan 14 tembakan, namun dua orang kaki 

tangan Belanda itu (Hardi dan Martosukar) tidak dapat dibawa ke daerah 

RI karena terhambat gerakan kontrol dari pasukan Belanda (ANRI: 

Delegasi Indonesia No. 555).  

 

d. Kesiapan Medan, Logistik dan Komunikasi  

Sesuai dengan instruksi Panglima Besar Sudirman, dengan pecahnya 

agresi maka di sepanjang garis demarkasi di wilayah Divisi IV 

Panembahan Senopati dibentuk komando operasi Pimpinan Pertempuran 

(PP), yang terbagi menjadi enam sektor dengan kode PP IV a sampai 

dengan PP IV f. Semua sektor tersebut berada di bawah komando 

Panglima Divisi. Garis pertahanan Divisi IV Panembahan Senopati itu 

ialah: 



126 
 

1. Medan PP IV a: di Ngampel (Merbabu sampai Desa Pager) dan 

bermarkas di Boyolali.  

2. Medan PP IV b: di Karanggede (Wonosegoro sampai Desa 

Krobogan) dan bermarkas di Karanggede.  

3. Medan PP IV c: di antara Krobogan sampai Gandengan dan 

bermarkas di Boyolali.  

4. Medan PP IV d: di Demak  dan bermarkas di Purwodadi.  

5. Medan PP IV e: di Sumberlawang, Kedungjati, Krobogan sampai 

Repaking.  

6. Medan PP IV f: di Gambringan (Semarang Cabang 073, 1960:104) 

Melihat letak geografisnya maka daerah Republik yang langsung 

berhadapan dengan daerah pendudukan Belanda di Salatiga adalah daerah 

PP IV a dan PP IV b (Lihat Lampiran 15). Garis demarkasi di sektor ini 

berupa batas alam, yaitu aliran Kali Ketanggi atau Kali Bayarama yang 

merupakan anak Sungai Serang (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 

Tradisisonal Yogyakarta, 2006:126) 

Organisasi  yang berada di bawah komando PP IV a adalah Markas 

Pertahanan Rakyat (MPR). Sedangkan organisasi yang berada di bawah 

komando PP IV b adalah Markas Kuda Besi/ Sabotase Servis atau 

MKB/SS. Anggota organisasi ini terdiri dari laskar yang tidak dilebur 

dalam TNI. TNI bagian masyrakat membentuk penampungan laskar-laskar 



127 
 

ini,  kemudian digerakkan untuk pertahanan gerilya. MPR berhasil 

mengadakan sabotase di Pusat Tenaga Listrik Jelok, sedangkan MKB/SS 

mengadakan sabotase di pusat air leideng Salatiga, yakni di Senjoyo 

(Semarang Cabang 073, 1960: 118-119). 

Selain MPR, ada pula organisasi Pasukan Merbabu yang berada di 

bawah komando PP IV a (Lihat lampiran 22). Pasukan Merbabu dibagi 

menjadi: 

a. Pasukan Merbabu I di Kecamatan Getasan. 

b.  Pasukan Merbabu II (Pasukan BATU/Barisan Tahan Uji) di 

Tengaran Barat.  

c. Pasukan Merbabu III di Tengaran Timur (Handjojo, 1973:39). 

Dengan adanya pertahanan gerilya, kesibukan rakyat di desa-desa yang 

menjadi pos pertahanan pejuang meningkat. Salah satunya dalam 

pengadaan logistik bagi para pejuang RI adalah dalam menyelenggarakan 

dapur umum. Dapur umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu dapur 

umum besar dan dapur umum kecil. Dapur umum besar adalah dapur 

umum yang dibiayai divisi untuk melayani pasukan resmi dalam jumlah 

besar. Petugas masak di sini dibantu sejumlah tentara dan laskar putri. 

Rakyat yang membantu mendapat imbalan setengah liter beras sehari. 

Dapur umum kecil diadakan penduduk setempat di bawah koordinasi para 

pamong desa. Pamong desa melakukannya berdasar perintah Residen 
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untuk meminta kerelaan rakyat memberikan persediaan bahan pangan 

(ANRI: Kementrian Penerangan 1945-1949 No. 9). Mereka bekerja secara 

sukarela dan tanpa mendapat imbalan. Bahan makanan yang dikumpulkan 

dari rakyat kemudian dimasak dan diserahkan pada pejuang yang 

kebetulan lewat atau singgah di desanya (Wawancara Soertini, 9 Januari 

2009).  

Walaupun pasukan gerilya tidak masuk dalam formasi tentara resmi, 

namun secara periodik mereka masih mendapat bantuan dana dari pusat. 

Sebagaimana dialami pasukan Markas Gabungan Angkatan Perang Getas, 

bantuannya berupa candu (opium), yang kemudian dijual guna biaya 

pasukan. Mereka mendapat jatah kiriman candu sebanyak 20 butir 

kemudian dijual kepada pelanggan gelap seharga 20 gulden per butir. 

Sebagai gambaran betapa tingginya harga candu, harga beras waktu itu 

hanya 3,5 sen per kilogram (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 

Tradisional Yogyakarta, 2006:134). Perdagangan candu untuk biaya 

pasukan menggunakan surat ijin atau keterangan, sehingga di luar itu 

perdagangan candu tetap dilarang (ANRI: Delegasi Indonesia 528). 

Dikarenakan terbatasnya sarana komunikasi maka hubungan antar 

pasukan dan antar daerah dilakukan oleh barisan perjuangan. Kelompok 

gerilya yang berperan besar dalam kegiatan komunikasi adalah Barisan 

Clurut. Dalam bahasa Jawa, clurut adalah nama binatang sejenis tikus. 

Sedangkan kata clurut bagi nama pasukan tersebut diambil dari kata 

“clurat-clurut”, artinya bergerak melayang atau meluncur, sesuai dengan 
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kegiatan mereka yang menuntut mobilitas tinggi. Mereka harus bergerak 

cepat, meluncur (Jawa: clurat-clurut) dari satu tempat ke tempat lain untuk 

menyampaikan informasi. Anggota barisan ini kebanyakan berasal dari  

 

kelaskaran Islam. Mereka memiliki keahlian dalam  gerakan penyusupan 

karena menggunakan kesaktian (Wawancara Sarmuji, 21 Januari 2009). 

Kelompok lain yang berperan besar dalam hal komunikasi adalah para 

pedagang lintas batas. Tugasnya menyelundupkan dokumen penting, obat-

obatan, dan senjata melewati pos-pos pemeriksaan musuh (Balai 

Pelestarian sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:134-135). 

Dengan demikian, jelas bahwa sumber utama dukungan logistik untuk 

kepentingan militer dan membiayai perjuangan adalah dari rakyat.  

 

B. Agresi Militer Belanda II 

Persenjataan yang kalah dengan Belanda membuat aksi gerilya RI 

dilakukan dengan pencegatan konvoi pasukan Belanda. Aksi tersebut 

kerap berhasil baik. Mereka melakukan pencegatan itu dengan 

berkelompok dan umumnya mengambil waktu malam hari. Pencegatan itu 

menghasilkan rampasan berupa peluru da kabel telephon (Tonys, 

2008b:2). Aksi pencegatan juga dilakukan dengan serangan lebah. Badan 

perjuangan menempatkan sarang lebah yang dibungkus kain di tengah 
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jalan agar dilalui kendaraan atau dengan melemparkannya ke atas truk. 

Hasilnya ternyata cukup efektif karena lebah yang merasa diganggu itu 

kemudian mengamuk. Di saat musuh kalang-kabut akibat amukan lebah, 

pasukan TNI ikut menyerbu sehingga berhasil merampas senjata atau 

peralatan lain. Dalam hal ini, peran barisan clurut maupun, barisan pendem 

begitu besar. Bisanya merekalah yang memberi informasi tentang gerak-

gerik musuh (Balai Penelitian sejarah dan Nilai Budaya Yogyakarta, 

2006:142). 

Dalam bulan Desember 1947, anggota Polisi tentara melakukan aksi 

subversif. Mereka memasuki Desa Karangduren dalam cuaca buruk untuk 

mendekati pos Belanda. Anggota-anggota polisi ini melompati pagar 

pembatas dan melempari pos Belanda dengan granat. Melihat posnya 

rusak, lantas pasukan Belanda membalas serangan itu dengan tembakan 

dari senapan mesinnya, namun anggota-anggota PT itu bisa meloloskan 

diri (Tonys, 2008b:3-9).  

Aksi-aksi itu dibalas oleh Belanda dengan menyerang Desa Pager, 

yang menjadi desa pengungsian. Penyerangan itu terjadi pada bulan 

Oktober 1948. Pasukan Belanda menangkap para penduduk yang dicurigai 

serta merampas harta mereka (Tonys, 2008b:9). Pos-pos Belanda memang 

kerap ditembaki oleh pejuang RI, sebagaimana diceritakan oleh Limburg, 

‘We were shot at regularly from across the demarcation-line’(Kami kerap 

ditembaki dari seberang garis demarkasi) (http://www.kgwiking.com/ 

newsletter/July2004/Stoottroepen_Stories2.html). Dilaporkan pula bahwa 
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pos Belanda di Bedono Salatiga dan Jubung Ambarawa ditembaki, lalu 

tembakan itu dibalas Belanda dengan tembakan mortir (Soeloeh Rakjat, 22 

Agustus 1947).  

 

Pada tanggal 11 Juni 1948, Kepala Kepolisian Negara, Tjiptopranoto 

melaporkan akan situasi militer dan gerakan Belanda Kepada Delegasi 

Indonesia. Ia melaporkan bahwa Belanda akan menuju Solo dengan 

melalui daerah Susukan dan Karanggede, kemudian menuju Simo, 

Penasen dan Solo (ANRI: Delegasi Indonesia No.555). Dengan adanya 

laporan itu, maka pejuang-penjuang RI bersiap-siap untuk menghadapi 

Belanda yang akan melewati daerah RI.   

Bersamaan dengan serangan terhadap ibukota RI, Yogyakarta pada 

tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda di Salatiga bergerak ke Solo. 

Beberapa bulan sebelumnya, kesibukan mereka tampak meningkat. 

Hampir setiap hari pesawat capung Belanda terbang berputar-putar 

mengadakan pengintaian. Di Tengaran pada tanggal 19 April 1948 pukul 

10.00 WIB kapal terbang Belanda melayang dengan ketinggian 200 M 

dalam waktu 15 menit menuju ke jurusan Timur. Lantas pada tanggal 26 

April 1948 kembali dilakukan pengintaian pesawat berwarna putih oleh 

Belanda di Tengaran, dengan ketinggian 150 M (ANRI: Delegasi 

Indonesia No. 454).  
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Pada tanggal 20 Desember 1948 sebelum pasukan mulai bergerak, dari 

markas artileri di Ngebul, Belanda melancarkan serangan dengan senjata-

senjata beratnya ke berbagai penjuru. Akibatnya, pertahan kesatuan militer 

RI kocar-kacir, banyak desa hancur, dan rakyat menjadi korban. 

Selanjutnya dari Salatiga, konvoi pasukan Belanda bergerak maju ke Solo 

dikawal sejumlah senjata berat dan pesawat udara. Walaupun TNI berhasil 

menghancurkan jembatan Kali Ketanggi, namun tidak banyak 

menghambat gerak maju musuh, namun seorang tentara Belanda bernama 

Karel berhasil ditangkap (Wawancara R.Poniman Tonys, Juli 2008). 

Di Tengaran pasukan Belanda dihadang TNI sehingga pertempuran 

meletus. Dalam pertempuran tersebut gugur lima orang anggota Barisan 

Kyai, yaitu Kyai Mawardi, Kyai Zahrodji, Kyai Badjuri, Kyai Amri, dan 

Kyai Dulbari, yang terjebak dalam kepungan musuh sewaktu TNI 

bergerak mundur. Akibat cegatan itu, Belanda lalu menumpahkan 

kemarahannya pada rakyat desa di sekitarnya. Banyak rumah dibakar dan 

penduduknya ditangkap. Mereka yang ketahuan rumahnya dijadikan 

markas atau dapur umum, tanpa ampun langsung ditembak mati. Pada 

tanggal 1 Maret 1949, di Salatiga terjadi serangan umum terhadap pos-pos 

Belanda di Dadapayam, Tengaran, dan Bawangan. Serangan dilakukan 

secara besar-besaran dan serentak pada malam hari. Penduduk desa di 

sekitarnya memukul kentongan dan lain-lain sehingga suasana menjadi 

hiruk-pikuk. Berapa besar kerugian pihak musuh tidak diketahui, namun 

peristiwa itu berhasil meningkatkan moril pasukan dan menambah 
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kepercayaan rakyat. Pertempuran kecil secara sporadis terjadi di sana-sini, 

seperti di desa Mongkrong, Jatirejo, Tajuk, Tengaran, Gunung Tumpeng, 

Kalik-Rumpung, dan beberapa tempat lainnya (Balai Penelitian Sejarah 

dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2006:137).  

Barisan Kyai yang gugur di medan tempur hanyalah sebagian kecil 

dari pejuang yang tercatat, di luar itu masih banyak nama lain yang 

merupakan pahlawan tak dikenal, baik yang gugur dalam pertempuran 

atau dieksekusi oleh Belanda, seperti pejuang RI Atno (BPRI) dan Karno 

(TNI) yang dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 dan 23 Juli 1948 oleh 

pengadilan militer istimewa Belanda di Salatiga karena mengadakan 

serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda di Suruh dan 

Dapadapayam (Toer, dkk, 2003:486). 

 

C.  Berlakunya Pemerintahan Militer dan Akhir pertempuran 

Peristiwa Srambatan Solo yang terjadi pada 13 September 1948, membuat 

situasi keamanan memburuk. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya 

penculikan pembesar-pembesar TNI Solo. Pasukan Siliwangi yang kala itu 

berada di Solo konon berada di balik penculikan itu. Pertempuran terjadi 

antara kedua belah pihak hingga pemerintah mengambil tindakan dengan 

menjadikan Karesidenan Semarang dan Karesidenan Surakarta sebagai Daerah 

Militer agar situasi keamanan pulih serta alat-alat kekuatan Negara bersatu 

(Semarang Kodam VII, 1961:178-180).  
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Mulai tanggal 16 Sepetember 1948 berlaku Daerah Militer di Kabupaten 

Semarang, termasuk Salatiga. Ketetapan tentang daerah militer ini dikukuhkan 

dalam Keputusan Presiden RI No. 72/A.Mil./48. Dalam keputusan ini diangkat 

Kolonel Gatot Soebroto sebagai Komandan Daerah Militer Karesidenan 

Surakarta dan Semarang. Komandan Militer dibantu oleh Kolonel Bambang 

Soegeng sebagai Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah dan Wakil Jaksa 

Agung Mr.Muljatno. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan militer ini 

maka Kolonel Gatot Soebroto  diberi gelar Gubernur Militer, sesuai Keppres 

RI No. 73/A.Mil./48 (ANRI: Kementrian Penerangan No.9). 

Pada tanggal 1 Agustus diumumkan suatu gencatan senjata yang berlaku 

di Jawa 11 Agustus  1949. Dengan adanya perintah penghentian tembak-

menembak maka kedudukan masing-masing dalam status quo menyusul 

kemudian perundingan antara kedua belah pihak. Pihak Belanda segera 

menyadari bahwa kemajuan militer mereka hanya menimbulkan berbagai 

permasalahan. Hanya sedikit orang Indonesia yang bersedia lagi untuk bekerja 

sama dengan mereka dan operasi-operasi gerilya Indonesia berhasil 

mengancam banyak posisi pihak Belanda sehingga mereka sebenarnya berada 

dalam keadaan terkepung (Ricklefs, 1991:348).  

Secara politis maupun ekonomi, Belanda mulai terdesak. Di forum 

internasional, mereka mendapat reaksi keras dari berbagai Negara seperti 

India dan Australia, sementara tekanan ekonomi di dalam negerinya juga 

semakin berat karena besarnya anggaran biaya perang di Indonesia, sementara 

dana bantuan untuk penyelenggaraan perang tersebut dihentikan. Amerika 
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menghentikan pemberian dana bantuan selanjutnya kepada Belanda yang 

dimaksudkan untuk pengeluaran Indonesia (Ricklefs, 1991:348). Perlawanan 

militer Republik sekaligus penduduk yang tidak mau bekerja sama 

berkembang pesat dengan skala intensitas besar sehingga Belanda tidak 

berdaya lagi (Kahin, 1995:495). Ini membuktikan bahwa perlawanan pejuang 

gerilya RI selama ini tidak sia-sia, aksi subversif mereka mengakibatkan 

kerugian yang tidak sedikit bagi Belanda dan menjadi pertimbangan Belanda 

untuk menyerahkan kedaulatan kepada RI.  

Gencatan senjata tersebut diikuti dengan Konferensi Meja Bundar di Den 

Haag. Pelaksanaan persetujuan itu terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 

November 1949. Persetujuan ini menetapkan bahwa penyerahan kedaulatan 

penuh dan tak terkekang oleh Negeri Belanda akan diberikan paling lambat 

pada tanggal 30 Desember 1949, meliputi seluruh territorial yang dulu 

merupakan Hindia Timur Belanda kecuali Papua Barat, kepada Republik 

Indonesia Serikat Persetujuan itu menetapkan agar pengambilalihan, 

nasionalisasi, likwidasi, penyerahan wajib atau penyerahan hak milik akan 

dilakukan terang-terangan demi kepentingan rakyatsesuai dengan prosedur 

hokum (Kahin, 1995:554). Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian konflik 

politik antara Belanda dan republik Indonesia dilakukan dengan mediasi, 

dengan PBB sebagai mediatornya.   

Pada bulan Nopember 1949, aparat pemerintah RI yang mengungsi ke 

daerah Susukan Selatan mulai bergeser mendekati kota, yaitu di Desa Sruwen 

dan Bener. Bupati Semarang Sumardjito dan Kepala Polisi Sutarjo berangkat 
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ke Semarang untuk membicarakan masalah penyerahan Kota Salatiga. Mereka 

kemudian menjadi anggota LJC (Local Joint Committee) Jawa Tengah, yang 

merupakan suatu badan penghubung antara RI dan Belanda untuk 

menyelesaikan masalah serah-terima kekuasaan (Handjojo, 1973:42). Hal ini 

sesuai dalam keterangan R. Poniman Tonis bahwa Inspektur Polisi R.Sutaryo 

menjadi anggota joint board (penengah) dalam rangka penyerahan kekuasaan 

dari Belanda ke RI (Tonys, 2008b:4).  

Pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi menyerahkan 

kedaulatan atas Indonesia kepada RIS. Menurut kesaksian Poniman Tonys, 

penyerahan kedaulatan di Salatiga terjadi pada tanggal 25 Desember 1947. 

Peristiwa ini dilakukan di Tengaran, di pinggir jalan raya. Timbang terima dari 

pihak RI diwakili oleh Kepala Polisi Sutaryo yang dikawal oleh R. Poniman 

Tonys, sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Kepala Polisi Letemea, 

seorang anggota KNIL, beserta ajudannya (Wawancara R. Poniman Tonys, 

Juli 2009).  

  

D. Kota Salatiga Kembali ke Pangkuan Republik 

Pasca penyerahan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949, maka 

pemerintah kota berkesempatan membangun kembali Kota Salatiga. Dalam 

pembangunan ini diperlukan loyalitas yang tinggi kepada republik agar 

pembangunan Salatiga sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia, untuk itu sedapat 

mungkin penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh orang-orang 
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‘republiken’. Langkah yang ditempuh ialah memilah antara pegawai yang 

semasa perang, memihak pemerintah RI dan yang memihak pemerintah 

federal Belanda. 

Pemilahan pegawai pemerintah dilakukan memberi istilah ‘ko’ dan ‘non’. 

Semenjak pemindahan kedaulatan, telah ditarik perbedan antara co’s dengan 

non-co’s, yaitu orang yang bekerja sama dengan Belanda dengan orang yang 

setia terhadap republik (Wertheim, 1999:130).  Posisi kepala, yang merupakan 

pemimpin dari suatu organisasi harus dipegang oleh seorang nonkooperator 

dan mempunyai dedikasi yang kuat bagi kemajuan RI.  Dikatakan oleh 

Handjojo (1973:42) bahwa Bupati Kabupaten Semarang Soemardjito 

menggantikan Bupati kooperator Tjondronegoro, Kepala Polisi Semarang 

Inspektur Soetardjo merangkap Kepala Polisi Salatiga, Patih Kabupaten 

Semarang Handjojo merangkap sebagai Walikota sementara Salatiga, Wedana 

Salatiga dijabat oleh Sadi Purwopranoto dan asisten wedana dipegang oleh 

Sukardi. Diawali dengan UU No.22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah 

dan UU No. 17 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kota Kecil Salatiga 

dan pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1950 

tentang pembentukan Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Sementara, 

maka Handjojo melakukan herregistrasi (pendaftaran kembali) bekas pegawai 

dulu (Abdulsalam dalam Suara Merdeka 16 Juli 1983). 

Walikota Salatiga Handjojo mengemban tugas untuk menyusun kembali 

pemerintah Kota Salatiga. Dalam penyusunan ini diperlukan partisipasi 

personil masyarakat yang berkompeten untuk aktif di pemerintahan kembali. 
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Handjojo mengedarkan surat kepada para pegawai yang telah kembali dari 

pengungsian akan pembentukan Pemerintah Kota Salatiga, dan mendapat 

respon baik dari masyarakat dengan banyaknya personil yang mendaftarkan 

diri sebagai pegawai (Handjojo dalam Suara Merdeka, 2 Juni 1975. Hal. IV).  

Dengan tersedianya sarana perkantoran dan pegawai, maka Salatiga siap 

untuk memulai penyelenggaraan pemerintahan. Para pegawai yang telah 

kembali dari pengungsian mereka di Kabupaten Semarang mulai aktif bekerja 

kembali, tanpa tekanan dari Belanda. Penyelenggaraan kembali pemerintah 

kota ini dimulai pada tanggal 1 Juni 1950, dan pernah diresmikan sebagai Hari 

Jadi Kota Salatiga (Abdulsalam dalam Suara Merdeka, 22 Juli 1983). Pada 

saat itu, Salatiga yang secara administratif berada di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Semarang, oleh Gubernur Jawa Tengah diberi nama Daerah Kota 

Kecil Salatiga (Abdulsalam dalam Suara Merdeka, 21 Juli 1976). 

Pada tanggal 1 Juni 1950 ini pula seorang Walikota Salatiga dilantik untuk 

menggantikan Handjojo yang sebelumnya menjabat sebagai walikota 

sementara. Walikota itu bernama R. Patah yang sebelumnya menjabat sebagai 

Sekretaris Residen semarang, namun di Tengaran ia tertembak dan meninggal 

dunia pada tanggal 3 Juni 1950 ketika hendak pindah dari Solo ke Salatiga 

(Andaryoko dalam Suara Merdeka, 29 Juni 1983). Antara tanggal 3 Juni 

hingga 13 Juni 1950 di Salatiga terjadi kekosongan pemerintahan, hingga pada 

tanggal 14 Juni 1950 S. Handjojo menduduki kembali kursi sementara 

walikota, yang berdinas tiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Gedung Balai Kota 
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Jalan Temenggungan (kini Jalan Sukowati) No.51 Salatiga (Suara Merdeka, 

15 Juni 1950.Hal. 2).  

Dalam bidang pembangunan kesehatan, pemerintah yang baru berdiri ini 

mengalami berbagai hambatan. Rakyat mengeluhkan pelayanan kesehatan 

yang tidak memuaskan. Pada pertengahan tahun 1950, masyarakat 

mengeluhkan pelayanan kesehatan di Sanatorium Ngawen. Pihak sanatorium 

meminta pasien-pasiennya yang kurang mampu untuk meninggalkan rumah 

sakit paru-paru tersebut karena suplai dana dari pemerintah terhambat datang 

(Suara Merdeka, 23 Juni 1950. Hal. 2).  

Keadaan ini tentu tidak memuaskan warga, terlebih bagi mereka yang 

membutuhkan perawatan namun kekurangan biaya. Masyarakat miskin amat 

mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk biaya pengobatan penyakit 

paru-paru ini. Selain kasus Sanatorim Ngawen, pemerintah kota yang baru 

saja berdiri dihadapkan dengan wabah cacar yang melanda sebagian 

masyarakat Salatiga. Penderita cacar ini harus segera mendapatkan 

pengobatan untuk mencegah meluasnya wabah. Tugas ini dipercayakan pada 

jawatan kesehatan. Jawatan kesehatan segera melakukan revaksinasi untuk 

warga di Sruwen, Tegalrejo, Papringan Tengaran, Gentan kepada ±8000 

warga, jumlah ini hanya meliputi 60% dari jumlah warga yang ada (Suara 

Merdeka, 22 Juli 1950. Hal. 2).  

Sarana kesehatan yang kurang memadai dapat didukung dengan adanya 

lembaga Palang Merah Indonesia (PMI) yang aktif dalam bidang sosial 
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kemanusiaan. Di Salatiga, PMI menggalang dana kemanusiaan dengan 

menyelenggarakan hiburan untuk masyarakat. Hiburan diwujudkan 

penyelenggaraan pemutaran film. Dengan pemutaran film, masyarakat dapat 

memperoleh hiburan sembari beramal untuk kegiatan sosial Dana yang 

terkumpul akan digunakan untuk misi-misi kemanusiaan yang diemban PMI. 

Pada bulan Juli 1950, PMI memutar film riwayat hidup Henry Dunant (Bapak 

Palang Merah Internasional) di Gedung Bioskop Rex untuk menggalang dana 

kemanusiaan (Suara Merdeka, 29 Juli 1950. Hal. 2).  

Keamanan di Salatiga pada awal terbentuknya pemerintah Kota Kecil 

Salatiga cenderung rawan. Pada malam hari hingga menjelang subuh, banyak 

terjadi perampokan. Barang-barang yang dirampok tak hanya uang tunai 

melainkan barang kebutuhan sehari-hari hingga pakaian. Salah satu kasus 

perampokan pada tahun 1951 terjadi di Desa Sidorejo Salatiga dengan adanya 

perampokan di rumah-rumah warga yang dilakukan gerombolan bersenjata 

berpakaian preman yang mengaku sebagai Barisan Merbabu yang tengah 

mengumpulkan uang tunai sesuai perintah pemimpin mereka; aksi ini 

menimbulkan kerugian Rp. 250, - (Suara Merdeka, 29 Mei 1951. Hal. 2).  

Barisan Merbabu merupakan Pasukan Merbabu, salah satu dari barisan 

gerilya rakyat yang dibentuk pada awal masa revolusi untuk menghadapi 

Belanda. Tugas yang mereka emban kala itu ialah mengadakan sabotase dan 

membuat kekacauan di daerah pendudukan Belanda. Tujuan dari aksi-aksi 

brutal pada daerah pendudukan Belanda ialah untuk menciptakan image tidak 
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aman di daerah pendudukan karena Belanda selalu mencitrakan daerah 

takhlukkannya dengan keadaan aman dan tenteram (Handjojo, 1973:59). 

Aksi-aksi perampokan yang dilakukan Barisan Merbabu mengganggu 

keamanan kota yang baru saja dibentuk dan masih banyak kekurangan. 

Kekurangan tersebut misalnya, kurang siaga karena mereka tengah berpindah 

dari daerah pengungsian kembali ke Kota Salatiga. Menaggapi kerapnya aksi 

perampokan yang melanda masyarakat Salatiga, pemerintah segera 

mengambil tindakan. Komandan Brigade Q, memberlakukan jam malam yang 

berlaku di Kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga yang ditetapkan pukul 

24.00 hingga 05.00, dan di luar kota pada pukul 22.00 hingga 05.00 (Suara 

Merdeka, 10 Mei 1951. Hal. 2). Aksi Pasukan Merbabu yang disebut pula 

dengan nama MMC (Merbabu Merapi Complex) baru dapat ditumpas pada 

tahun 1956 dengan operasi Tritunggal yang mengerahkan kekuatan 1 kompi 

pasukan (Semarang Cabang 073, 1973:24).  

Dalam bidang pendidikan, Sekolah Rakyat mendapat perhatian. 

Pemerintah memperhatikan sektor pendidikan karena fasilitas pendidikan di 

Salatiga seperti sekolah-sekolah tinggalan Belanda perlu untuk dimanfaatkan 

demi kemakmuran rakyat. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting 

untuk mencetak generasi muda yang tangkas guna dapat membangun 

Indonesia sesuai dengan jiwa Pancasila. Banyaknya sekolah-sekolah di 

Salatiga membuat kota kecil ini dikenal pula sebagai kota pelajar. Pada 

sidangnya yang ke XIII DPR Kotapraja salatiga mengambil mosi tentang 

Sekolah Rakyat dan mendesak pemerintah supaya (1) Menambah anggaran 
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belanja untuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Memelihara 

dengan baik gedung-gedung Sekolah Rakyat yang telah ada; (3) Secepatnya 

menambah gedung Sekolah Rakyat agar siswa-siswi tidak bergantian masuk 

pagi dan siang (Suara Merdeka, 11 Mei 1951. Hal. 2).  

Untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah kota yang baru 

berdiri berencana untuk memperluas Pasar Salatiga. Langkah perluasan ini 

diawali dengan pembelian lahan seluas 15.000 M² milik Oei Tyong Ham 

Concern seharga Rp. 90.000,- yang terletak di Jalan Solo sebelah Timur. 

Tanah itu akan digunakan untuk memindahkan tempat pemberhentian bus 

dengan menutup parit di tepi trotoir, sedangkan tempat pemberhentian bus 

yang ada pada saat itu akan dipakai untuk  perluasan pasar (Suara Merdeka, 11 

Mei 1951. Hal. 2). 

Dalam bidang transportasi pemerintah menambah sarana dengan 

pembuatan jembatan. Pembuatan jembatan itu untuk menghubungkan daerah 

Turusan dan Gendongan dengan jalan raya yang masing-masing memakan 

biaya Rp. 3000,- (Suara Merdeka, 18 Mei 1951. Hal. 2). Dengan demikian 

sarana perhubungan di Salatiga menjadi lebih lancar dan mudah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer pertama untuk 

merebut kembali wilayah Hindia Belanda. Aksi polisionil Belanda di Salatiga  

dilakukan melalui tiga tahap, yakni pengintaian, penyerangan dan pendudukan. 

Salatiga menjadi sasaran aksi polisionil Belanda karena kota ini memiliki nilai 

penting yakni:  

1. Secara geografis memiliki nilai strategis sebab terletak di antara Kota 

Semarang dan Solo, selain itu, iklimnya yang sejuk membuat kota ini 

cocok untuk kota peristirahatan; 

2. Dalam bidang ekonomi Salatiga merupakan daerah penyangga 

(hinterland) bagi Kota Semarang sehingga banyak fasilitas penunjang 

kegiatan ekonomi yang ada di kota ini; 

3. Secara budaya tumbuh menjadi kota kolonial, ditandai dengan  stratifikasi 

sosial berdasarkan ras yang berpengaruh pada perbedaan pemukiman 

penduduk, diskriminasi administratif dan pendidikan serta perekonomian;  

4. Dalam bidang militer Salatiga memiliki berbagai sarana kemiliteran yang 

menunjang keamanan kota.  
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Aksi polisionil Belanda ini kian kisruh dengan adanya konflik kelas antara 

orang Cina dan pribumi yang disebabkan oleh: (1) dominasi Cina di sektor 

perdagangan, (2) perbedaan kebudayaan, (3) Status sosial Cina yang lebih tinggi, 

(4) kecenderungan Cina memihak Belanda dan (5) masuknya paham nasionalis, 

komunis, sosialis.  

Pecahnya agresi, merubah kehidupan sosial masyarakat Salatiga. perubahan 

itu antara lain: (1) Secara politis, Salatiga terpecah menjadi dua, yakni daerah 

pendudukan (dikuasai Belanda) dan daerah padalaman (dikuasai RI). Selain itu, 

Belanda menghapus status Kotapraja Salatiga, dan melahirkan lembaga-lembaga 

sosial yang baru; (2) Di bidang ekonomi, Belanda memberlakukan blokade 

ekonomi sehingga daerah pedalaman kesulitan mendapatkan produk-produk 

pabrik; selain itu, Belanda menyebabkan nilai ORI (Oeang Republik Indonesia) 

merosot; (3) Pada bidang keamanan, kondisi masyarakat di daerah pendudukan 

diselimuti ketakutan dengan terror dari mata-mata Belanda (IVG). (4) Pada bidang 

sosial terjadi kesenjangan di daerah pendudukan karena distribusi yang 

menguntungkan golongan atas, kesenjangan juga terjadi antara daerah 

pendudukan dan pedalaman, di mana keadaan di daerah pedalaman lebih mudah 

memperoleh fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan, tidak seperti di daeah RI; (5) 

Di bidang budaya, Belanda mulai memasukkan kembali budaya Barat di RI.  

Kalahnya persenjataan membuat pejuang memakai sistem perang gerilya 

untuk mempertahankan wilayahnya. Kuatnya dukungan rakyat di Salatiga dan 

sekitarnya ditunjukkan dengan partisipasi mereka dalam Pasukan-pasukan Gerilya 

Desa (Pager Desa). Militansi yang tinggi dari tentara ditunjukkan dengan 
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kerapnya melakukan aksi subversif di pos Belanda, kegiatan mata-mata dilakukan 

oleh pedagang pelintas batas dan barisan pendem. Kesiapan medan tak diragukan 

lagi karena para pejuang lokal ini amat mengenal daerah tempat kelahiran mereka 

sendiri. 

Agresi militer Belanda mencuri perhatian dunia Internasional terhadap 

Indonesia, sehingga secara tidak langsung membawa interaksi mereka dalam 

usaha penyelesaian pertikaian. Konflik politik antara RI dan Belanda diselesaikan 

dengan cara mediasi dari PBB, melaui Konferensi Meja Bundar. Belanda akhirnya 

mau melepaskan Indonesia karena: tekanan dari PBB terutama Amerika yang 

menghentikan bantuan terhadap Belanda (faktor eksternal), dan banyaknya biaya 

perang Belanda akibat perang gerilya yang dilakukan para gerilyawan. Konflik ini 

memiliki fungsi untuk menghantarkan Indonesia dalam pengakuan kedaulatan, 

sehingga konflik tak selamanya bersifat buruk.  
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Lampiran 1 

 

DEWAN PERTAHANAN NEGARA 

                                                                                                  Jogjakarta, 3-9-1947 
SR                                                                                                         Kepada 
No. 1289/33/T/ct                                                                     Jth.Kementrian Sosial                  
Perihal: Penangkapan bangsa                                                                    di 
Tionghwa dalam                                                                                Jogjakarta 
daerah Semarang 
                                                                                                                  

bersama ini kami sampaikan salinan perslag singkat tentang penangkapan 
bangsa Tionghwa di Solotigo, Demak dan Purwodadi untuk diketahui 

 
 
                                                                             Dewan Pertahanan Negara 
                                                                                        a/n Sekretaris  
 
                                                                                        tanda tangan 
 
                                                                                         (Soentono) 
 
 
 

Catatan: disalin berdasarkan teks aslinya. 
Sumber: ANRI: Kementrian Sosial dan Perburuhan 1946-1950 No.53. 
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Lampiran 2 
 
RAHASIA 

Salinan 
Perslag Singkat 

 
Penangkapan Tiong Hwa Solotigo 
Pada tanggal 22 Djuli 1947 pagi diseluruh daerah Semarang selatan diadakan 
tembakan jg haibat oleh kapal udara belanda dan kira² djam 11 ato 12 siang 
mereka sekonjong² menjerbu dengan dua tank di kotta Solotigo. 

Pada saat itu pertahanan kotta mengadakan perlawanan tapi dibikin panniek 
dan sedikit kotjar-katjir dari adanja tembakan² mana tidak tertentu djurusan dan 
tempatnja. Dari perslag polisi dan P.T jg pada siang itu kami terima ialah bahwa 
tembakan² terhadap beberapa perempuan jg berdjalan dimuka pasar. Penjerbuan 2 
tank dari belanda lalu disusul dg sebelas lainnja, dan disini bangsa Tiong Hwa 
mengira bahwa kotta Solotigo tentu diduduki oleh belanda, sehingga bantuan 
meeka sifatnja tegas dan positip, tida tersangka olehnja bahwa sesudah beberapa 
djam mereka (belanda) membikin katjau dan menembaki kota Solotigo mereka 
mundur lagi ke Tuntang. Sekutika diadakan pengropjokan oleh polisi dan P.T 
dalam rumah² bangsa Tiong Hwa tsb. Tapi tak dapat menemukan sendjata dan 
sorenja semua bangsa Ting Hwa ditangkap oleh P.T dikumpulkan dimuka kantor 
P.T, malamnja atas persetudjuan kami diangkut ke onderneming Goli sebelah 
selatan Solotigo (banjaknja kurang lebih 3000 orang laki², perempuan, tua, muda). 
Mereka jg mendjadi mata² musuh kebanjakan orang Tiong Hwa jg mendjadi lid 
BPRI Solotigo. 

Di onderneming Goli telah kami perintahkan untuk didjaga jang baik, begitu 
pula soal makan dan tempatnja.  

Pada tanggal 29/7 kami mengadakan penindjauan di Susukan ialah onderan di 
mana mereka dilindungi, dan dari Wedono kami dapat keterangan, bahwa jg laki² 
telah dipindah ke Ngampel guna diteruskan ke Tampir Bojolali sedang 
perempuan²-nja akan menusul. 

Tindakan terhadap sdr² bangsa Tiong Hwa ini adalah tindakan untuk mendjaga 
kemungkinan² pada suasana segmenting runtjing ini dan sifat sementara. 

Guna mengadakan politik bumi hangus jg sempurna seluruh font Semarang 
membutuhkan bahan peledak jg agak tjukup. Keuangan harap diperistiwakan dan 
dipermudah. 

Sekian dahulu 
Purwodadi, 30 Djuli 1947 

Residen Semarang 
                                                                                                 tt. 

                                                                                              (S. Kana) 
Sesoeai dengan aslinja 
jang menjalin, 

Catatan: disalin berdasarkan teks aslinya. 
Sumber: ANRI: Kementrian Sosial dan Perburuhan 1946-1950 No.53. 
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Lampiran 3 
2115/19.8.47 

Markas Pasukan Menang 
Front Sekitar Semarang 
Hal: Permintaan Kebutuhan 
No: 36/sec/59                                                                     J.M. Menteri Penerangan 

                                                                                         R.I di Djogdja. 
 

Merdeka. 
Terasa sekali bahwa penerangan di daerah sekitar front, terlebih-lebih daerah 

jang diduduki oleh musuh sangat kurangnja. Sering sekali berita² jang disiarkan 
oleh djuru bitjara tentara, berlainan dengan keadaan sesungguhnja dan sering 
menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk. 

Penerangan jang diberikan oleh kementrian sdr sendiri terlalu bersifat umum, 
sedangkan jang dibutuhkan rakjat adalah pemetjahan soal² jang dihadapinja saban 
hari ditempatnja masing². 

Salah satu usaha dari pasukan Menang, adalah memenuhi kebutuhan 
penduduk akan penerangan disekitar medan barat Semarang. Dengan alat² jang 
serba kurang dapat dikatakan bahwa usaha ini berhasil baik, terlebih-lebih usaha 
kami dalam hal penerangan tentang keadaan sebenarnja di daerah jang telah 
diduduki oleh musuh (anti propaganda, pamfletten² di daerah musuh dan 
fluistercampaanae melemahkan kedudukan Belanda).  

Supaja usaha kami lebih sempurna, kami sangat membutuhkan pertolongan 
sdr jang berupa pemberian alat² seperti berikut:  

1. drukpers (pedaalpers). 
2. kertas, tinta, karbon, kertas roneo. 
3. rimbu radio dengan acu. 
4. verf dan pencil dll untuk membuat caricturan. 
5. codak dan filmen. 

Dan sebagai penghibur buat anak² pasukan kami jang berdjumlah kurang lebih 
3000 orang jang tersabar di dalam hutan: 

1. tijdschriften dan lectuur lainnja. 
2. djika dapat sebuah grmofoon dan platen. 
3. djika dapat beberapa muzik instrumenten (guitar dan mondhar monica). 

Lebih dahulu kami mengutjapkan banjak² terima kasih atas pertolongan 
saudara 
 
 

Merdeka dan Menang 
 

                                                                                       (Hutapea) 
 
Fg/Tanggal 18/8-48 
 

Catatan: disalin berdasarkan teks aslinya. 
Sumber: ANRI: Kementrian Sosial dan Perburuhan 1946-1950 No.89. 



 158

Lampiran 4 
 

TILGRAM DINAS 
 

                                                                           kantor daerah karesidenan 
pati di pati, semarang di purwodadi,  

kediri di kediri, surakarta di solo,  
madiun di madiun, kedu di magelang 

no. C IV/108/8 
instruksi ur peng 6/8 supaja pos pos penerimaan pengungsian diperbanjak dan 

diperkuat dengan bantuan badan² koma dipospos diberikan petundjuk² tentang 
tempat penerimaan pementjaran dan penerusan perdjalanan ka tempat² jang 
ditudju koma umpamanja distasiun djuga diadakan pos untuk memberi keterangan 
di mana ada tempat penerimaan dsb koma ditempat penerimaan supaja persediaan 
ditjukupi koma harap diusahakan tipa katjamatan kawedanan mendjadi pos pos 
koma harap untuk ini mohon bantuan residen bupati pp lainnja titik 

menteri sosial 
tg.6-8-47                                                                    KEMENTRIAN SOSIAL 

Bag. Masjarakat, 
 

(Mr. Soemantri Praptokoesoemo) 
 
 

Catatan: disalin berdasarkan teks aslinya. 
Sumber: ANRI: Kementrian Sosial dan Perburuhan 1946-1950 No.44. 
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Lampiran 5 
 

TILGRAM DINAS 
kantor sosial karesidenan 

pati, semarang, Kediri, madiun, Surakarta, kedu 
no CIV/108/9 instruksi 7/8 harap kaum buruh jang tidak dapat bekerdja lagi 
karena pabrik atau perusahaan telah bumi hangus dan mengungsi ke daerah tuan 
diberi pertolongan sebaiknja dan minta pemusatan tenaga supaja mengurus 
mentjarikan lapang penghidupan atau pertolongan landjutan untuk meneruskan 
perdjoangan djangan sampai mendjadi terlantar titik 

menteri sosial 
tg. 7-8-1947                                                                       KEMENTRIAN SOSIAL 

                                                                                       Bag. Masjarakat, 
 

                                                                                  (Mr. Sumantri Praptokusumo) 
  

 
Catatan: disalin berdasarkan teks aslinya. 

Sumber: ANRI: Kementrian Sosial dan Perburuhan 1946-1950 No.44 
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Lampiran 6 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

No. 73/A.Mil./48 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat: Keputusan kami tertanggal 16 September 1948 No. 72/A.Mil/48 

tentang penundjukan Kolonel Gatot Soebroto sebagai Komandan 

daerah Militer Karesidenan Surakarta dan Semarang; 

Menimbang: bahwa perlu diberikan pangkat Gubernur Mliliter kepada Komandan 

daerah Militer tersebut selama ia mendjalankan tugas kewadjibannja; 

Memutuskan: 

Memberi pangkat Gubernur Militer kepada: 

KOLONEL GATOT SOEBROTO 

selama ia mendjalankan tugas kewadjibannja sebagai Komandan daerah Militer 

seperti tersebut dalam surat keputusan kami tertanggal 16 September 1948 No. 

72/A.Mil./48. 

                                                                         Ditetapkan di Jogjakarta 

                                                                       Pada tanggal 16 september 1948 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

                                                                     (SOEKARNO) 

 

 

Catatan: disalin berdasarkan teks aslinya. 
Sumber: ANRI: Kementrian Penerangan 1945-1949 No.9. 
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Lampiran 23 
 

Transkrip Wawancara  

dengan R.Poniman Tonys 
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Kab. Semarang tahun 1947-1949. 

 

 

 

Tanda Tangan, 

 

                                                                                                             (Soertini) 

 

 

 

Keterangan: Proses wawancara antara penulis, Soertini dan R. Poniman Tonys. 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Curriculum Vitae:  

Nama              : Sarmoedji Soemorahardjo 

Alamat            : Kupang Tegal RT 2/1V Kupang, Kec.Ambarawa, Kab. Semarang 

Lahir               : Ambarawa, 10 April 1925 

Pendidikan     : Schokel Skool Muhammadiyah Ambarawa,  

                         Kepanduan Hesball Whaten Ambarawa.  

Wawancara     : 22 Januari 2009. 

Keterangan     : Anggota BKR-TKR-TRI Batalyon III Resimen 23 Divisi III. 

 

 

                                                                                                          Tanda Tangan 

 

                                                                                                      (Sarmoedji S) 

 

 

 
 
Keterangan: Sarmoedji Soemorahardjo. 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Lampiran 23 
 
 

Transkrip Wawancara  

dengan R.Poniman Tonys 

 

 

Pertanyaan: Bagaimana pengalaman Bapak ketika terjadi agresi militer 

Belanda? 

Tanggal 22 Juli 1947, kita bertempur langsung menghadapi musuh. Saat yang 

tidak kita duga semula, Belanda telah mengadakan serangan dalam Kota Salatiga 

yang didahului dengan pengintaian jagernya. Setelah hilang dari pemandangan 

maka sepasukan tank-tank dan mobil berlapis baja menuju Kota Salatiga dengan 

melepaskan tembakan-tembakan secara membabi buta, korban di pihak kita 

banyak terdiri dari rakyat yang tak berdosa.  

Dalam waktu itu, saya termasuk anggota polisi Detasemen Polisi Salatiga, 

dengan senjata karabyn (pistol) dan beberapa buah handgranat, mengadakan 

perlawanan terhadap serangan musuh dengan jalan bergerilya atau mengacau 

mengingat musuh lebih kuat dalam segala peralatannya. Pos kami kurang lebih 3 

km dari Kota Salatiga di Kampung Ledok Ngaglik, dalam menghadapi musuh 

dengan secara tidak langsung, kami dan teman lainnya dengan badan-badan 

perjuangan diperintahkan oleh pimpinan untuk masuk Kota Salatiga guna 

membumihanguskan gedung-gedung pemerintah dan toko-toko sepanjang jalan 

dalam Kota Salatiga. pembakaran tersebut diantaranya, Gedung Nasional (Sositeit 

Harmoni) dan toko-toko, maksud ini ialah untuk tidak sampai dipakai oleh musuh 

Belanda untuk pertahanan dan lain-lain. 
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Tanggal 23 Juli 1947, pagi-pagi kami terbangun karena derapan kaki di luar 

rumah, orang-orang  bergegas pergi ke arah timur. Di dapat keterangan bahwa 

tentara Belanda atau musuh dari jurusan Ujung-ujung menuju ke pos kita. Dengan 

kekuatan kurang lebih 50 orang anggota polisi dan badan perjuangan lainnya, 

termasuk saya sendiri yang dipimpin oleh Bapak Soekardjo inspektur Polisi kelas 

2 bertahan di tepi desa yang dilindungi oleh pager bata/tanggul. Viekers 

(tembakan) bapak komandan meletus 3 kali dan dengan sekejap disusul oleh 

tembakan-tembakan dari teman-teman. Salvo (tembakan) rentetan dari bren gun 

(senjata) musuh menggema di udara. Bersamaan itu musuh satu persatu keluar 

dari desa diseberang sawah menyusul ketengah sawah, tetapi musuh tak dapat 

maju tertahan oleh tembakan kami yang gencar kira-kira dua orang musuh terkena 

tembakan dari kita. Tembakan musuh tadinya hanya satu jurusan, kini terdengar 

pula mitraliur dari arah utara dan timur, kemudian kami bersama teman-teman 

lainnya diperintahkan untuk mundur dan musuh mengejar sampai pada perbatasan 

desa dan pihak kami seorang gugur.  

Dengan jalan berkelompok kita mengadakan pencegatan convoy musuh atau 

patroli, cara ini menghasilkan cukup baik, ini kita lakukan di malam hari, dan 

hasil yang didapat antara lain: beberapa ratus meter kabel telepon, beberapa ratus 

peluru dari beberapa macam ukuran, dan lain-lain. Untuk ini perlawanan 

memakan waktu cukup lama untuk mengacaukan musuh Belanda dengan 

cara/sistem sekonyong-konyong sehingga kedudukan (pos) saling berganti tangan 

yang terjadi di daerah Tengaran Kabupaten Semarang.  
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Dalam bulan Desember 1947 pernah kami melakukan gerakan berteman 

beberapa aggota polisi menuju ke desa Karangduren Kabupaten Semarang di 

kebun buah-buahan. Memasuki daerah itu di waktu cuaca buruk oleh 3 orang 

anggota kebun tersebut dan bersenjatakan handgranat melalui penghalang 

pagar/tebing dan saluran-saluran untuk mendekati pos musuh. Kami bersama 

kawan lainnya melindungi mereka di luar pagar/tebing. Handgranat meletus 

dibarengi tembakan dari luar pagar dan musuh membalas dengan senapan 

mesinnya kea rah kita, tetapi kita dapat meloloskan diri dari kejarannya, dalam 

gerakan ini berhasil merusak pos kadiaman musuh (hasil selanjutnya tak kita 

ketahui karena gelap. Selanjutnya saya bersama pulang kembali ke pos dengan 

selamat meskipun tidak kita ketahui hasilnya yang nyata, namun kita merasa puas. 

Bulan Februari 1948 Detasemen polisi Susukan berkedudukan di Desa Pager 

Asisten Tengaran Kabupaten Semarang di bawah pimpinan Bapak R. Soetaryo 

Inspektur Polisi kelas I, yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Semarang. 

Bulan Oktober 1948 musuh dengan kekuatan kurang lebih 3 regu menyerang Desa 

Pager, sehingga di pihak anggota polisi seorang gugur. Musuh masuk ke Desa 

Pager kecuali menagkpai penduduk yang dicurigai juga merampas harta miliknya. 

Dalam gerakan yang dilancarkan oleh musuh tidak menghasilkan apa-apa di 

kantor Detasemen Polisi tersebut, karena kami dapat menyelamatkan dokumen-

dokumen penting dan alat milik inventaris kantor dan sebagian kami larikan dan 

barang-barang yang tak dapat kami bawa kami sembunyikan dalam lumbung padi 

dan di semak-semak belukar atau stal kuda.  
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Kelompok gerilyawan yang mengkhususkan diri pada kegiatan mata-mata 

adalah Barisan Pendem yang anggotanya tersebar dan membentuk jaringan luas, 

dengan menyamar sebagai pencari kayu, penyabit rumput, penggembala ternak, 

jongos , tukang kebun, sopir atau pegawai di markas ataupun rumah orang 

Belanda, bahkan ada yang menyamar sebagai pasien di rumah sakit. Barisan 

Pendem telah menangkap bersama kita seorang mata-mata musuh, yang kemudian 

telah dihukum sebagaimana mestinya. Selanjutnya kami diperintahkan oleh 

pimpinan bekerja sama dengan anggota bersenjata lainnya untuk membentuk 

suatu organisasi gerilya dan membuat sarang-sarangnya di mana-mana dengan 

maksud agar para penduduk daerah musuh terpikat karenanya. Sifat kampanye 

ialah menyebarkan pamphlet dan bulletin tentang kemajuan di garis depan, soal-

soal kemajuan moril di front juga soal-soal politik, di samping propaganda di 

sana-sini, pertempuran dilancarkan terus. Seorang anggota tentara Belanda dapat 

kita tangkap dalam pertempuran di daerah Tengaran bernama Karel prajurit I dan 

dalam bulan Agustus 1949 yang bersangkutan diserahkan ke pusat pemerintahan 

RI di Jogja.   

 

Pertanyaan: Mengapa terjadi pengungsian terhadap orang-orang Cina.  

Kondisinya tidak aman. Sebelum clash pertama itu, ada masalah dengan orang 

Cina. Pernah suatu ketika ada orang Cina yang dibegal Rp. 90.000,- lalu diancam 

jika tidak membayar, rumahnya akan disita. Kemudian pada tanggal 22 Juli ada bumi 

hangus yang menghanguskan took-toko Cina, lalu orang Cina diungsikan. Kami dan 

badan perjuangan lain menghalangi gerak pasukan Belanda dengan memasang blokade 

jalan dan ranjau-ranjau, sehingga Belanda harus mengatasinya dengan memindahkan blok 
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tersebut dengan buldoser  karena pejuang RI menebang pohon besar untuk menghalangi 

gerak pasukan Belanda dan konvoi mereka di jalan.  

 

Pertanyaan: Bagaimana jalannya penyerahan kekuasaan dari Belanda ke RI di Salatiga? 

Penyerahan kedaulatan di Salatiga terjadi pada tanggal 25 Desember 1947. 

Dilakukan di Tengaran, di pinggir jalan raya dekat jembatan. Timbang terima dari 

pihak RI diwakili oleh Kepala Polisi Sutaryo beserta saya yang mengawalnya, 

sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Kepala Polisi Letemea, seorang 

anggota KNIL, beserta ajudannya. Tidak ada acara pengibaran bendera. Cuma 

penyerahan saja. Tidak ada dokumentasinya karena jaman itu tidak ada kamera. 

Yang hadir di timbang terima itu Cuma saya, pak komandan, Lette mea dan 

pengawalnya.  
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Lampiran 24 
 
 

Transkrip Wawancara  

dengan Soertini 

 

Pertanyaan: Bagaimana keadaan Salatiga pada masa Belanda? 

Di Salatiga termasuk banyak sekolahnya. Saya dulu sekolah di HIS belakang 

Gereja sekarang. Waktu itu saya mendapat surat tamat belajar HIS lalu masuk 

menjadi pekerja di bagian kesehatan di asrama gereja Sinokde sekarang. Sekolah 

saya itu milik partikelir bukan milik governemen. Ayah saya bekerja menjadi juru 

tulis Wedana di rumah dinas Asisten wedana Salatiga. Dulu yang bisa sekolah di 

HIS itu sudah peng-pengan, yang punya duit atau anak KNIL.  Itukan syaratnya 

harus melampirkan gaji orang tua. Yang bisa Waktu itu tulisannya harus bagus, 

jadi ada pelajaran menulis halus. Kalau orang Cina sekolahnya di HCS 

(Hollandsch-Chineesche School) di Pecinan. ELS (Europhesche Lagere School) 

itu yang sekarang jadi Korem. Yang sekolah di situ orang-orang yang punya duit, 

tidak Cuma orang-orang Eropa saja. Ada juga HJS (Hollandsch Javaneese 

School). Di sekolah ini muridnya boleh memakai bahasa Jawa, dan diajari menulis 

Jawa. Kalau di HIS semuanya memakai bahasa Belanda, termasuk ketika bertemu 

di jalan dengan gurunya, harus pakai Bahasa Belanda. Dulu tiap pagi di tangsi itu 

ada pasukan kuda (kavaleri). Setiap pagi tentara KNIL itu berkonvoi dengan 

kuda-kuda yang berbaris rapi berkeliling Salatiga. Sebelum klas pertama,  orang-

orang Eropa dan Cina ditangkap dan ditahan  di Hotel Kalitaman, kemudian rumah 

mereka diduduki orang-orang, dan harta bendanya dijarah. 
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Pertanyaan: Bagaimana reaksi warga dalam pengeboman di Salatiga?  

Iya memang Salatiga pernah di bom. Itu di daerah Ngebul. Saya kurang tahu karena 

waktu itu mengungsi. Saya dulu ikut Bapak saya yang pro-Republik karena tidak 

mau dijajah Belanda lagi.  Tapi yang ikut Belanda juga banyak. Kata mereka 

mending ikut Belanda tapi enak daripada ikut republik tapi kesulitan. Sulit makan 

dan terkena kewajiban gerilya. 

 

Pertanyaan: Bagaimana kondisi di daerah pengungsian? 

Ya keadaannya sulit. Saya dulu ikut di dapur umum. Dulu itu pas masa pengungsian 

ada duit cek. Cek tersebut dibuat dari kertas payung, kemudian dicap dengan stempel 

pemerintah.  Cek itu disebut dengan ‘duit cek’ yang dapat digunakan untuk berbagai 

transaksi dan membayar belanja yang laku. Di daerah pendudukan kebutuhan akan air 

dan listrik terpenuhi, berbeda dengan di pedalaman. Masyarakat Salatiga yang terbiasa 

dengan fasilitas leideng dan listrik merasa kurang nyaman di daerah pengungsian, di 

mana mereka harus mandi di kali dan tidak mendapat listrik. Dalam kegiatan dagang, di 

daerah pengungsian  Republik, pedagang menerima pembayaran dengan uang, kemudian 

uang tersebut dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang laku di daerah 

pendudukan Belanda, seperti kain batik, lurik, beras, gula, sayuran, buah-buahan, telur, 

ayam, kambing, kerbau dan sapi. Mereka keluar-masuk daerah pendudukan sehingga 

sangat memahami situasi di sana, bahkan ada yang bisa keluar-masuk markas 

Belanda dengan leluasa karena melayani kebutuhan suplai dapur umum. Mereka 

bekerja tanpa mendapat imbalan. Bahan makanan yang dikumpulkan dari rakyat 

kemudian dimasak dan diserahkan pada pejuang yang kebetulan lewat atau 

singgah di desanya. 
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Lampiran 25 
 
 

Transkrip Wawancara  

dengan Sarmudji 

 

Aksi massa menentang penjajahan diwujudkan pula dalam gelombang aksi corat 

coret yang tertoreh di dinding-dinding gedung maupun kendaraan umum.  Persenjataan 

mereka peroleh dengan mengambilalih persenjataan milik Jepang (Wawancara Sarmuji, 

22 Januari 2009). Resimen infantri menempati rumah assisten residen di Jalan Tuntang, 

Tentara KL menduduki tangsi besar Makutarama, Artileri di Ngebul, Brigade Batalion di 

Hotel Blommenstein dan KNIL ditempatkan di Noormaalschool (Wawancara Sarmuji, 21 

Juli 2009). Pada tanggal 23 Juli 1947 ini terjadi pertempuran antara RI dan Belanda di 

Salatiga. Lima puluh orang polisi yang dipimpin oleh Inspektur Soetardjo beserta badan-

badan perjuangan lain bertahan di Tengaran. Dikarenakan terbatasnya sarana 

komunikasi maka hubungan antar pasukan dan antar daerah dilakukan oleh 

barisan perjuangan. Kelompok gerilya yang berperan besar dalam kegiatan 

komunikasi adalah Barisan Clurut. Dalam bahasa Jawa, clurut adalah nama 

binatang sejenis tikus. Sedangkan kata clurut bagi nama pasukan tersebut diambil 

dari kata “clurat-clurut”, artinya bergerak melayang atau meluncur, sesuai dengan 

kegiatan mereka yang menuntut mobilitas tinggi. Mereka harus bergerak cepat, 

meluncur (Jawa: clurat-clurut) dari satu tempat ke tempat lain untuk 

menyampaikan informasi. Anggota barisan ini kebanyakan berasal dari kelaskaran 

Islam. Mereka memiliki keahlian dalam  gerakan penyusupan karena 

menggunakan kesaktian (Wawancara Sarmuji, 21 Januari 2009). 
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Curriculum Vitae:  

Nama        : Lettu. Pol.(Purn) Raffaelius Poniman Tonys. 

Alamat      : Jl. Gilingrejo No. 268 RT. 03, RW.III, Gendongan, Tingkir, Salatiga.  

Lahir          : Cimahi, 20 Juli 1925. 

Pendidikan: Gouvernemen Holland Inlandsche School di Indramayu (1943). 

Pendidikan Kaigun Minsefu Kai in Yosejo di Makassar (1944). 

Wawancara: Juli 2008. 

Keterangan: Agen Polisi di Datasemen Polisi Salatiga (1946-1950) yang 
mengawal Kepala Polisi Salatiga R.Soetarjo (Wakil RI) dalam 
penyerahan kekuasaan dari Lete Mea (Wakil Belanda) ke Pemerintah 
Republik RI atas Kota Salatiga.  

 

 

                                                                                                   Tanda Tangan 

 

(R. Poniman Tonys) 

 

 
 
 

 
Keterangan: Proses wawancara antara penulis, dan R. Poniman Tonys. 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Curriculum Vitae:  

Nama        : Soertini 

Alamat      : Jl. Gilingrejo No. 268 RT. 03, RW.III, Gendongan, Tingkir, Salatiga.  

Lahir          : Salatiga,  

Pendidikan: Holland Inlandsche School di Salatiga. 

Wawancara: Juli 2008 dan 14 Januari 2009. 

Keterangan: Pekerja di Badan Kesehatan di pengungsian Desa Pager Susukan 
Kab. Semarang tahun 1947-1949. 

 

 

 

Tanda Tangan, 

 

                                                                                                             (Soertini) 

 

 

 

Keterangan: Proses wawancara antara penulis, Soertini dan R. Poniman Tonys. 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Curriculum Vitae:  

Nama              : Sarmoedji Soemorahardjo 

Alamat            : Kupang Tegal RT 2/1V Kupang, Kec.Ambarawa, Kab. Semarang 

Lahir               : Ambarawa, 10 April 1925 

Pendidikan     : Schokel Skool Muhammadiyah Ambarawa,  

                         Kepanduan Hesball Whaten Ambarawa.  

Wawancara     : 22 Januari 2009. 

Keterangan     : Anggota BKR-TKR-TRI Batalyon III Resimen 23 Divisi III. 

 

 

                                                                                                          Tanda Tangan 

 

                                                                                                      (Sarmoedji S) 

 

 

 
 
Keterangan: Sarmoedji Soemorahardjo. 

Sumber: dokumentasi pribadi. 

 

 

  


